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Mengingat

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA

KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TAPANULI UTARA,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah bahwa Kepala Daerah dapat
menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk
pengadaan yang dibiayai APBD dengan  peraturan
daerah/peraturan kepala daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia;
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
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15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun
2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran N egara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 760);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 07/PRT/M/2019 tentang Standart dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
188.44/734/KPTS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Tapanuli Utara Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara,

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2019
tentang Kode Etik Pegawai pada Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

L.
2.

Tapanuli Utara.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
Pekerjaan Konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku
usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
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Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan
setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pengkajian perencanaan, perancangan, pengawasan,
dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Unit
Kerja/BUMD.

-Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, pada Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit
Kerja/BUMD yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja Daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan
pengadaan barang/jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat administrasi/pejabat fungsional /personel yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah
tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur Perangkat
Daerah/Lembaga  untuk membantu, memberikan  masukan, dan
melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan
pengadaan barang/jasa.

Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka member masukan
dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu
untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada
PA/KPA /PPK/Pokja Pemilihan.

.Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar

rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
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Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik vang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan
rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik
yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan
pada masa yang akan datang.

Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan
untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak
hanya untuk kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai penggunanya
tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa
konsultansi konstruksi.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penvedia Pekerjaan
Konstruksi.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan
yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam pemilihan Penyedia.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia.
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan
Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di
seluruh kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi yang
menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi sejenis.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan
yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan
tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan
rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah
dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi.



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

(1)

Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko vang dimulai dari
kegiata mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan
risiko.

Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan yang meliputi kegiatan
keteknikan dalam mewujudkan Pekerjaan Konstruksi yang aman dan handal
serta menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK
adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.

Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah
dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMKK dan merupakan satu
kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu Pekerjaan Konstruksi, yang dibuat
oleh Penyedia dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai sarana interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa dalam
penyelenggaraan konstruksi.

Post Bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir
pemasukan dokumen.

Penawaran Harga Secara Berulang yang selanjutnya disebut E-reverse auction
adalah metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender.

Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengadaan Jasa Konstruksi
melalui Penyedia yang meliputi:
a. Jasa konsultansi Konstruksi; dan
b. Pekerjaan Konstruksi.
Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

Peraturan ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penvedia Jasa

Konstruksi melalui Tender/Seleksi di Pemerintah Daerah yang pembiayaannya

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Termasuk dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri
yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

b. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,
kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian
hibah luar negeri.



(3) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk:
a. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terintegrasi: dan
b. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi dan
Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan pengadaan khusus.
(4) Peraturan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

BAB II
PELAKU PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:
a. PA;

b. KPA;
& PP
d. Pokja Pemilihan;
e. Agen pengadaan;
f. PPHP; dan
g. Penyedia.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5
(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan
kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi;

menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

menetapkan PPK;

menetapkan PPHP;

menetapkan tim teknis;

menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu
anggaran paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau

2. Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan
nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dapat

melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 6
KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kewenangan dan
tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang
menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
PA/KPA melimpahkan kewenangan kepada PPK dalam hal:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.
PA/KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli,
dan/atau Tim Pendukung.
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

Pasal 7
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ memiliki tugas dan
kewenangan:
menyusun perencanaan pengadaan,
menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
menetapkan rancangan Kontrak;
menetapkan HPS;
menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan Tim/Tenaga Ahli;
menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan Kontrak;
melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan;

mRtEER e e O

m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan

n. menilai kinerja Penyedia.

PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK

melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau

Tim Pendukung.



Pasal 8

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas

dan kewenangan:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk
katalog elektronik; dan

¢. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu
anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
dan

2. Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan
nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga)
orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia,
anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

(5) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim /Tenaga Ahli.

(6) Selain dibantu oleh Tim /Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.

Pasal 9
(1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat
melaksanakan pengadaan barang/jasa.
(2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

Pasal 10
PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling
sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa konsultansi
Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 11
(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memenuhi
kualifikasi jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang
diadakan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbentuk badan usaha tunggal atau kerjasama operasi.
(3) Dalam hal jasa konsultansi Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk perorangan, badan usaha tunggal atau kerjasama operasi.
(4) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
dilakukan antar-Penyedia yang:
a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha
berkualifikasi kecil; atau
b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan
usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.



(5)

(6)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih

tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal paling

banyak 70% (tujuh puluh persen).

Jumlah anggota kerjasama operasi dapat dilakukan dengan batasan:

a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak
3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima)
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

kualitas barang/jasa;

ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

ketepatan waktu penyerahan; dan

ketepatan tempat penyerahan.
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Pasal 12
Insentif Pelaku Pengadaan dapat berupa honorarium, penghasilan tambahan,
penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan angka kredit.
Honorarium, penghasilan tambahan dan penghasilan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk Agen
Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha dan Penyedia.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 13
Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan:
a. identifikasi kebutuhan;
b. penetapan jenis Jasa Konstruksi;
jadwal pengadaan;
anggaran pengadaan Jasa Konstruksi,
penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
penyusunan perkiraan biaya/RAB,;
pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi;
Konsolidasi pengadaan Jasa Konstruksi; dan
Penyusunan biaya pendukung.
Penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah, untuk
tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
Dalam hal perencanaan pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi, selain
memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
tahapan penyusunan detailed engineering design sebelum tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

P00



(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

Perencanaan pengadaan Jasa Konstruksi mengacu pada pendekatan
Konstruksi  Berkelanjutan dengan  menerapkan prinsip  Konstruksi
Berkelanjutan.

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam dokumen perencanaan pengadaan.

Pasal 14
Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
disusun berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Penyusunan  identifikasi  kebutuhan Pekerjaan  Konstruksi harus

memperhatikan hal sebagai berikut:

a. penentuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan
target/sasaran yang akan dicapai;

b. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi;

c. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh usaha
kecil;

d. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, untuk segera dimanfaatkan
sesuai dengan rencana;

€. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri;

f. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan
pekerjaan;

g studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan
desain;

h. dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun
anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia;

i. Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak
tahun jamak;

J. untuk Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, surat
penunjukan Penyedia barang/jasa dapat diterbitkan dalam hal:

1. administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk
pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan;

2. administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah
diselesaikan, untuk pembebasan lahan vang dilakukan secara
bertahap; dan/atau

3. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak
sebagaimana dimasksud ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari

1 (satu) tahun anggaran; atau

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk

Jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga)

tahun anggaran.

Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

(1) Penyusunan identifikasi kebutuhan jasa Konsultansi Konstruksi harus
memperhatikan hal sebagai berikut:

jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan;

tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi:

fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi:

target yang ditetapkan;

pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut;

waktu pelaksanaan pekerjaan;

ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan

. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak.

(2) Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa pengawasan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui:

a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;

b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan

c. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing
yang diperlukan.

(3) Dalam hal jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h harus memenuhi persyvaratan sebagai
berikut:

a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari
1 (satu) tahun anggaran; atau

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila diKontrakkan untuk
Jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga)
tahun anggaran.

(4) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat
vang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 17
Penetapan jenis Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b berupa:
a. Jasa Konsultansi Konstruksi; atau
b. Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 18
(1) Jadwal pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢
dilakukan dengan menyusun:
a. rencana jadwal persiapan pengadaan; dan
b. rencana jadwal pelaksanaan pengadaan.
(2) Rencana jadwal persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdiri atas:
a. jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh PPK; dan
b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
(3) Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. jadwal pelaksanaan Kontrak: dan
c. jadwal serah terima hasil pekerjaan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

()

(3)
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'/’/\)('M Pasal 19
Anggaran pengadaan/ebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d
merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Perangkat
Daerah/Unit Kerja untuk memperoleh Jasa Konstruksi yang dibutuhkan,
Anggaran pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. biaya Jasa Konstruksi yang dibutuhkan; dan
b. biaya pendukung.
Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam spesifikasi
teknis/KAK.
Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. biaya pelatihan;

b. biaya instalasi dan testing;
c. biaya administrasi; dan/atau
d. biaya lainnya.
Pasal 20
Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e

untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;

b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;

c. spesifikasi proses/kegiatan;

d. spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja; dan

e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
ketentuan:

a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;

b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan
produksi dalam negeri,

c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan Standar Nasional
Indonesia;

d. metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan
dapat dilaksanakan;

e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;

f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama
minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;

h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;

i. mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang
diinginkan; dan

J. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e untuk pengadaan

jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan,;

b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi; dan

e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.



(4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.

b.
C.
d.

latar belakang;

maksud dan tujuan;

lokasi pekerjaan; dan

produk yang dihasilkan (output).

Pasal 21

(1) Pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf g dilakukan dengan berorientasi pada:

a.

b.

Ci

d.

keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Perangkat
Daerah;

ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi;

kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang
dibutuhkan Perangkat Daerah; dan/atau

ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di

d.

beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat
efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di
beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian /telaah;

menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan Penyedia yang sesuai;
menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh usaha kecil; dan /atau

memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari Tender/Seleksi.

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk
usaha kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Pasal 22

(1) Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi untuk:
a. nilai HPS sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

diisyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi usaha kecil;

. nilai HPS diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diisyaratkan
hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi
usaha menengah; atau

. nilai HPS diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

diisyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi usaha besar.

(2) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat
dikerjakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi 1
(satu) tingkat di atasnya apabila:

a.

seleksi gagal karena tidak ada Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan /atau



(3)

b. peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan
tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

a. nilai HPS sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan
kualifikasi usaha kecil;

b. nilai HPS di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya
untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha
menengah; atau

c. nilai HPS di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan
kualifikasi usaha besar.

(4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dapat

(1)

(2)

(3)

dikerjakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1

(satu) tingkat di atasnya apabila:

a. tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau

b. peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan
tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b.

Pasal 23
Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
h dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam
perencanaan pengadaan, yaitu:
a. PA, dapat mengonsolidasikan paket antar-KPA dan/atau antar-PPK;
b. KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar-PPK; dan
c. PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.
Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sebelum atau sesudah pengumuman RUP.
Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada
kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan RUP.
Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan
pemaketan.

Pasal 24

Detailed engineering design sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana

anggaran biaya.

Detailed engineering design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan

melalui Penyedia.

Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan untuk:

a. pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan
waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan
penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan
membutuhkan waktu lama; dan/atau



b. pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk
melaksanakan detailed engineering design konstruksi sudah dialokasikan
dengan cukup.

Pasal 25

Prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
terdiri atas:

a.
b.

fepyg
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(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak;

peéngurangan penggunaan sumber daya (reduce), berupa lahan, material, air,
sumber daya alam, dan sumber daya manusia;

pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;

penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse);
penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);

perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya
pelestarian;

mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;:
orientasi kepada siklus hidup;

orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;

inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan

dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

Bagian Kedua
Rencana Umum Pengadaan Penyedia
Pasal 26

Dokumen Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5) dituangkan ke dalam RUP oleh PPK.
Pengumuman RUP Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan setelah penetapan
alokasi anggaran.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi
sistem informasi rencana umum pengadaan.
RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket
pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran

BAB IV
PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27
Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
b. penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi;
C. penyusunan dan penetapan HPS;
d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
€. penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan,
Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga
Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
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(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Spesifikasi teknis/KAK, HPS, detailed engineering design untuk pemilihan
Penyedia, rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan
pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga yang telah
ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan.

Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

Bagian Kedua
Reviu dan Penetapan
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
Pasal 28
Reviu spesifikasi teknis/KAK dilakukan berdasarkan data/informasi terkini.
PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam
dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu.
Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK
mengusulkan  alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan
persetujuan PA/KPA.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
Pasal 29

Penyusunan HPS didasarkan pada:

a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan
pengadaan;

b. pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran
atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan daftar
isian pelaksanaan anggaran mengacu kepada pagu anggaran yang
tercantum dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah; dan

c. hasil reviu perkiraan biaya/RAB.

Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan

biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer’s estimate)

berdasarkan detailed engineering design.

Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia serta paling tinggi

sama dengan nilai pagu anggaran.

PPK dapat menetapkan Tim/Tenaga Ahli untuk memberikan masukan dalam

penyusunan HPS.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa Konsultansi Konstruksi

dengan nilai pagu anggaran diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), hasil reviu perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c¢ harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama.

PPK menetapkan HPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja

sebelum batas akhir:

a. penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi; atau

b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



(9)

(3)

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak
Pasal 30

Jenis Kontrak dalam jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

a. Kontrak lumpsum;

b. Kontrak waktu penugasan.

Kontrak lumsum untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal:

a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (output based);

b. ruang lingkup kemungkinan kecil beru bah; dan

c. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli.

Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan

produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya
personel dan biaya nonpersonel.

Kontrak waktu penugasan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan

dalam hal:

a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel (input
based);

b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa
dipastikan;

c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.

Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai
dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual
dan ketentuan dalam Kontrak; dan

b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas
dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 31
Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
a. Kontrak lumsum;
b. Kontrak harga satuan; dan
c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.
Kontrak lumsum untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal:
a. Kontrak didasarkan atas produk /keluaran (output based);
b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
C. detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.
Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan
produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan
volume.
Kontrak harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal:
a. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan /komponen penyusun (input
based);
kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan
C. detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan
kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
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(5)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan
bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuali
perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam
Kontrak.

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi
digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan
Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan
Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.

Pasal 32

Penyusunan rancangan Kontrak berisikan surat perjanjian, syarat-syarat
umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak.
Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar
Kontrak dengan mempertimbangkan paling sedikit:

jenis Kontrak;

lingkup pekerjaan;

keluaran/output hasil pekerjaan;

kesulitan dan risiko pekerjaan;

masa pelaksanaan;

masa pemeliharaan (untuk Pekerjaan Konstruksi);

cara pembayaran,;

sistem perhitungan hasil pekerjaan;

umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan;

besaran uang muka;

bentuk dan ketentuan Jaminan;

ketentuan penyesuaian harga;
. besaran denda;

keterlibatan subPenyedia; dan

pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.
Karakterlstlk dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dicantumkan dalam syarat- syarat khusus Kontrak.
PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi
teknis/KAK dan HPS.
Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan, menjadi bagian Dokumen
Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.
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Bagian Kelima
Uang Muka, dan Jaminan
Paragraf 1
Penetapan Uang Muka
Pasal 33

Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha
kecil,

paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha
Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan kualifikasi usaha
besar dan Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi; atau

paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak
tahun jamak.



Paragraf 2
Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan
Jaminan Pemeliharaan
Pasal 34

(1) Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan
bersifat:

a. tidak bersyarat; dan
b. mudah dicairkan.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit
Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterbitkan.

(3) Besaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka;
b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai
HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
¢. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80%
(delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen)
dari nilai total HPS; dan
d. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
Kontrak.
BAB V
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

reviu dokumen persiapan pengadaan;

penetapan metode pemilihan Penyedia;

penetapan metode kualifikasi;

penetapan persyaratan Penyedia;

penetapan metode evaluasi penawaran:

penetapan metode penyampaian dokumen penawaran:

penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan:

penyusunan Dokumen Pemilihan; dan

penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.
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Bagian Kedua
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
Pasal 36
Reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi:
a. KAK untuk pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;
b. spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi:
HPS;
rancangan Kontrak;
dokumen anggaran belanja;
ID paket RUP;
waktu penggunaan barang/jasa; dan
analisis pasar.
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Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi

Pasal 37
(1) Proses kualifikasi untuk jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan
metode:
a. prakualifikasi, untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha;
atau

b. pascakualifikasi, untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.
(2) Evaluasi kualifikasi untuk jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan
metode:
a. sistem pembobotan dengan ambang batas, untuk Seleksi dengan
metode prakualifikasi; atau
b. sistem gugur, untuk Seleksi dengan metode pascakualifikasi.

Pasal 38
Metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file digunakan untuk Seleksi
pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dan Seleksi
pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.

Pasal 39

(1) Metode evaluasi penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a. kualitas dan biaya;

b. kualitas;

C. pagu anggaran, atau

d. biaya terendah.

(2) Metode evaluasi kualitas dan biaya dapat digunakan untuk pekerjaan yang
lingkup, keluaran, waktu penu gasan dapat diuraikan dengan pasti dalam
KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

(3) Metode evaluasi kualitas dapat digunakan untuk:

a. pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai
faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat secara keseluruhan
dan/atau lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK; atau

b. jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.

(4) Metode evaluasi pagu anggaran dapat digunakan untuk pekerjaan yang sudah
ada aturan/standar yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, dan
penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.

(5) Metode evaluasi biaya terendah dapat digunakan untuk pekerjaan sederhana
dan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan
pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.

(6) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan
metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 40
(1) Tahap prakualifikasi untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha
meliputi:
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi:
c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan;
d. penyampaian dokumen kualifikasi:
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evaluasi kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan
sanggah kualifikasi.

(2) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha
dengan metode kualitas terdiri atas :

a.

®>po00o

- o

3

k.

L.

undangan,;

pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

pemberian penjelasan;

penyampaian dokumen penawaran file | dan file Il

pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;

evaluasi administrasi dan teknis;

pengumuman peringkat teknis;

. masa sanggah;

pembukaan dokumen penawaran file [l berupa dokumen penawaran biaya
untuk peringkat teknis kesatu;

evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya,

penetapan dan pengumuman pemenang; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(3) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha
dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah terdiri
atas:

a.

O a0 T

1.
]

k.

i

undangan;

pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

pemberian penjelasan;

penyampaian dokumen penawaran file | dan file I

pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;

evaluasi administrasi dan teknis;

pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran biaya
untuk penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

evaluasi biaya,

penetapan dan pengumuman pemenang;

masa sanggah;

negosiasi teknis dan biaya; dan

m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
(4) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi perorangan
terdiri atas:

a.

pengumuman;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

oo
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pemberian penjelasan;

penyampaian dokumen penawaran file | dan file II;

pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;

evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

masa sanggah;



—

pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran biaya
untuk peringkat teknis kesatu;

. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;,

penetapan dan pengumuman pemenang; dan

. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Pasal 41

(1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan
usaha untuk tahapan prakualifikasi meliputi:

a.
b.

pengumuman prakualifikasi paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
pemberian penjelasan (apabila diperlukan) paling singkat 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal pengumuman prakualifikasi;

penyampaian dokumen kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja
setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

-

i.

pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek
dilakukan 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi;

masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil kualifikasi; dan

jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
masa sanggah kualifikasi berakhir.

(2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan
usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas meliputi:

a.

undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa
sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja
setelah semua sanggah dijawab;

pendaftarann dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal undangan Seleksi;

penyampaian dokumen penawaran file | dan file 1l disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

pembukaan dokumen penawaran file 1 berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran
berakhir;

evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

. pengumuman peringkat teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi

penawaran;

masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah masa sanggah berakhir;

pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran
biaya bagi yang lulus evaluasi teknis setelah masa sanggah berakhir atau
sanggah telah dijawab;



k.

L.

evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan
Pokja Pemilihan; dan

penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah
evaluasi.

(3) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan
usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya,
pagu anggaran dan biaya terendah meliputi:

a.

d.

undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa
sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah
semua sanggah dijawab;

pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal undangan Seleksi;

penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan;

pembukaan dokumen penawaran administrasi file I berupa dokumen
penawaran administrasi dan teknis dilakukan setelah masa penyampaian
dokumen penawaran berakhir;

evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu)
hari kerja setelah evaluasi penawaran;

. pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran biaya

bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah
pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan:

penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari kerja
setelah evaluasi,

. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman

pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah masa sanggah berakhir; dan
negosiasi teknis dan biaya setelah masa sanggah berakhir.

(4) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi
perorangan meliputi:

a.
b.

pengumuman Seleksi dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal pengumuman Seleksi;

penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan;

pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis, dan kualifikasi dilakukan setelah masa
penyampaian dokumen penawaran berakhir;

evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)

(2)

(3)

g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

i. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu)
hari kerja setelah evaluasi penawaran;

j. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah masa sanggah berakhir;

k. pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran biaya
bagi yvang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah masa
sanggah berakhir;

1. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan
Pokja Pemilihan; dan

m. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari kerja
setelah evaluasi.

Bagian Keempat
Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Pasal 42

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan

melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan

sistem harga terendah.

Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem harga terendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem harga terendah sistem

gugur atau harga terendah ambang batas.

Dalam hal pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks,

pemilihan dilakukan melalui metode Tender, prakualifikasi, 2 (dua) file, dan

evaluasi dengan sistem nilai.

Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah ambang

batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau metode evaluasi sistem nilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan/kriteria evaluasi teknis
dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 43
Proses kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan
dengan metode:
a. pascakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak
kompleks; atau
b. prakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks.
Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.

Pasal 44
Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. sistem nilai; atau
b. harga terendah.
Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh
kualitas teknis.
Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan untuk pengadaan dengan:



(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

a. spesifikasi jelas dan standar;
b. persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau
c. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.
Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan
metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 45
Metode penyampaian dokumen penawaran Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
a. 1 (satu) file; atau
b. 2 (dua) file.
Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan
untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem
gugur.
Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan
untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode
evaluasi harga terendah ambang batas.

Pasal 46
Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi
metode 2 (dua) file meliputi:
pengumuman prakualifikasi;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
pemberian penjelasan dalam hal diperlukan;
penyampaian dokumen kualifikasi;
evaluasi kualifikasi,
pembuktian kualifikasi;
penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi;
sanggah kualifikasi;
undangan Tender;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;
. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;
evaluasi administrasi dan teknis;
pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran harga;
evaluasi harga;
penetapan dan pengumuman pemenang;
masa sanggah;
masa sanggah banding; dan
. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan
pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:
pengumuman Tender;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
pemberian penjelasan;
penyampaian dokumen penawaran file | dan file ll;
pembukaan dokumen penawaran file 1 berupa dokumen penawaran
administrasi, teknis, dan dokumen kualifikasi,
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(3)

(1)

evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi,

pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran harga;
evaluasi harga;

pembuktian kualifikasi;

penetapan dan pengumuman pemenang;

masa sanggah;

masa sanggah banding; dan

. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan
pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:

a. pengumuman Tender,

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan
lapangan,

penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri
atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;

pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;

evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

penetapan dan pengumuman pemenang;

masa sanggah;

masa sanggah banding; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
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Pasal 47

Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender

Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:

a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari
kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal pengumuman Tender,

d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil
pemberian penjelasan;

e. pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian
dokumen penawaran berakhir;

f  evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja
setelah klarifikasi kualifikasi;

i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang;

j. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
masa sanggah berakhir;

k. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban
sanggah; dan



1.

jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

(2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender
Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

(3)

a.
b.

0.

p.

pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari
kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal pengumuman Tender;

penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil
pemberian penjelasan;

pembukaan dokumen penawaran file 1 dilakukan setelah masa
penyampaian dokumen penawaran berakhir;

evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan;

evaluasi teknis bagi yang yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan
dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

pembukaan dokumen penawaran file 1l dilakukan 1 (satu) hari kerja
setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;
evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja
setelah klarifikasi kualifikasi;

masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang;

. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

masa sanggah berakhir,

masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban
sanggah; dan

jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender
Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

a.
b.

b.
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pengumuman prakualifikasi dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran,
pemberian penjelasan dalam hal diperlukan dilakukan paling singkat 3
(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi;

penyampaian dokumen kualifikasi terhitung paling singkat 3 (tiga) hari
kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;
evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan:
penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dilakukan 1 (satu) hari
kerja setelah pembuktian kualifikasi;

masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil kualifikasi,



(1)

(2)

(3)

f. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir
masa sanggah,;

g. undangan Tender disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa
sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah
semua sanggah dijawab;

h. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan 1 (satu) hari kerja
sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

i. pemberian penjelasan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
undangan Tender;

j. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan;

k. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi dan
teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

1. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

m. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

n. pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran file I
berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja
setelah evaluasi penawaran Pokja Pemilihan;

0. pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran harga

bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah

pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

penetapan dan pengumuman pemenang disampaikan 1 (satu) hari kerja

setelah evaluasi,

r. masa sanggah terhitung S5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang;

s. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
masa sanggah berakhir;

t. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban
sanggah; dan

u. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

2 e

Bagian Kelima
Persyaratan Kualifikasi Penyedia
Pasal 48

Kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk Pekerjaan
Konstruksi meliputi:
a. syarat kualifikasi administrasi;
b. syarat kualifikasi teknis; dan
c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan.
Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam standar
Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen
Pemilihan.
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Bagian Keenam
Persyaratan Teknis Penawaran
Pasal 49

(1) Persyaratan teknis penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
a. pengalaman perusahaan/peserta;

b. proposal teknis; dan
c. kualifikasi tenaga ahli.

(2) Persyaratan teknis penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

metode pelaksanaan pekerjaan;

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

peralatan utama,

personel manajerial;

bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

dokumen RKK; dan

dokumen lain yang dapat dipersyaratkan:

1. lzin Lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku;

2. surat pernyataan kesanggupan Kkontinuitas ketersediaan material
sesuai dengan waktu, jumlah dan mutu/spesifikasi yang ditetapkan
dari pabrikan atau suplayer material tersebut (untuk menjamin
ketersediaan material bersifat khusus)

(3) Persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan.

oo R0 o

Pasal 50
(1) Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan penambahan persyaratan.
(2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Dokumen Pemilihan
Pasal 51
(1) Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan yang terdiri atas:
a. dokumen kualifikasi;
b. dokumen Seleksi untuk jasa Konsultansi Konstruksi; dan
c. dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi.
(2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit memuat:
ketentuan umum;
instruksi kepada peserta;
lembar data kualifikasi;
pakta integritas;
formulir isian data kualifikasi; dan
tata cara evaluasi kualifikasi.
(3) Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jasa
Konsultansi Konstruksi paling sedikit memuat:
a. undangan/pengumuman,

moepo op
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instruksi kepada peserta;
lembar data pemilihan;
KAK;
bentuk dokumen penawaran;
rancangan Kontrak terdiri dari :
1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat umum Kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus Kontrak;
g. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga.
(4) Dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ paling sedikit memuat:
a. undangan/pengumuman;
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b. instruksi kepada peserta,;

c. lembar data pemilihan;

d. bentuk dokumen penawaran,

e. rancangan Kontrak terdiri dari :

1. surat perjanjian;

2. syarat-syarat umum Kontrak; dan

3. syarat-syarat khusus Kontrak;
f. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga,
spesifikasi teknis; dan
detailed engineering design.

= ¢

BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kualifikasi
Paragraf 1
Pelaksanaan Prakualifikasi
Pasal 52
Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:
nama dan alamat Pokja Pemilihan;
uraian singkat pekerjaan;
nilai HPS dan nilai pagu anggaran,;
persyaratan kualifikasi,
jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.
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Pasal 53
(1) Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik
kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai
jadwal yang ditetapkan.
(2) Apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada
peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat
memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.

Pasal 54
(1) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk badan
usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik
isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan
usaha kerja sama operasi.



(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan file formulir isian
kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 55
Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta
pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
Untuk Pekerjaan Konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan seluruh peserta
yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta Tender.
Untuk jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan peserta vang
lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta seleksi dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. berjumlah 7 (tujuh) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi
lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh); atau
b. sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta
yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh).
Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi
dinyatakan gagal.

Pasal 56
Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah
kualifikasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.

Pasal 57
Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.
Dalam hal sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, Pokja Pemilihan
melanjutkan proses prakualifikasi.
Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

Paragraf 2
Prakualifikasi Gagal
Pasal 58
Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang
menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
Tindak lanjut prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja
Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua)
peserta, dilanjutkan dengan proses Tender/Seleksi; atau
b. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu)
peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.
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(3)

(4)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Dalam hal prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang
dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK.

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Pelaksanaan Pascakualifikasi
Pasal 59
Pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit memuat:
nama dan alamat Pokja Pemilihan;
uraian singkat pekerjaan;
nilai HPS dan nilai pagu anggaran,;
persyaratan peserta,
jadwal pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan
jadwal penyampaian dokumen penawaran.
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Pasal 60
Pada pelaksanaan pascakualifikasi, penyampaian dokumen dokumen
kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk badan
usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik
isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan
usaha kerja sama operasi.
Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyampaikan file formulir isian
kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik.
Evaluasi kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen
penawaran berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga.
Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
Dalam hal calon pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lulus
pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya.
Dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian
kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

Bagian Kedua
Undangan dan Pengumuman
Pasal 61

Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode prakualifikasi, Pokja Pemilihan
mengundang semua peserta Tender yang telah Ilulus prakualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode pascakualifikasi, Pokja
Pemilihan mengumumkan Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59.



(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

3)

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
Pasal 62
Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti
Tender/Seleksi melakukan pendaftaran.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku
Usaha mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan
secara elektronik.

Bagian Keempat
Pemberian Penjelasan
Pasal 63
Pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara
elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan di
lapangan.
Dalam hal pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, perubahan tersebut
harus dituangkan dalam addendum Dokumen Pemilihan.

Pasal 64
Dalam hal perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(3) berupa dokumen spesifikasi teknis/KAK, HPS, atau rancangan Kontrak,
perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK.
Persetujuan perubahan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diunggah pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dianggap sebagai
persetujuan adendum Dokumen Pemilihan.
Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat
persetujuan PPK, perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang
berlaku yaitu Dokumen Pemilihan awal.
Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan
menyampaikan adendum Dokumen Pemiliha melalui aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas
akhir penyampaian dokumen penawaran.
Dalam hal adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan
penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Pemilihan, Pokja Pemilihan
memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

Bagian Kelima
Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Pasal 65
Penyampaian dokumen penawaran dilakukan setelah Peserta melakukan
pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan.
Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
perubahan sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
Untuk peserta yang berbentuk Kkerjasama operasi, penyampaian penawaran
dilakukan oleh leadfirm kerjasama operasi.



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan
batas akhir penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas
akhir penyampaian penawaran sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 66
Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding bersifat:
a. tidak bersyarat; dan
b. mudah dicairkan.
Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan kepada Pokja Pemilihan.
Penyampaian Jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas
akhir penyampaian penawaran.
Penyampaian Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan
pengajuan sanggah banding.

Pasal 67
Pokja Pemilihan tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan penawaran.
Dalam hal file penawaran tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan
pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Pokja pemilihan menggugurkan penawaran tersebut.

Bagian Keenam
Evaluasi Dokumen Penawaran
Pasal 68

Evaluasi dilakukan dengan tahapan:

a.

b.
&
d

(1)

(2)

(3)

(2)

koreksi aritmatik;
evaluasi administrasi;
evalusi teknis; dan
evaluasi harga.
Pasal 69
Koreksi aritmatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan
untuk:
a. Kontrak harga satuan;
b. Kontrak waktu penugasan; dan
c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian pekerjaan
dengan harga satuan,
Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem pengadaan
secara elektronik.
Dalam hal koreksi aritmatik yang dilakukan dengan menggunakan system
pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
memadai, koreksi aritmatik dilakukan secara manual.

Pasal 70
Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b
dilakukan untuk semua penawaran.
Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan
dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
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(4)

(5)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 71
Dalam hal Tender yang menggunakan metode 1 (satu) file, evaluasi teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf ¢ hanya dilakukan terhadap
3 (tiga) penawar terendah.
Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga
satuan terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan setelah koreksi aritmatik.
Untuk Kontrak lumsum terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai harga penawaran.
Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak lulus evaluasi teknis, evaluasi teknis dilanjutkan kepada peserta atau
penawar terendah berikutnya.
Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c¢ dapat
menggunakan:
a. sistem gugur; atau
b. pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

Pasal 72

Penawaran harga untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan
metode pagu anggaran dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total
penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS.
Penawaran harga untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dinyatakan
memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak
sama dengan total HPS.
Pokja Pemilihan dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi melakukan
evaluasi kewajaran harga dalam hal total penawaran harga lebih rendah dari
80% (delapan puluh persen) total HPS.
Dalam hal dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), peserta menyampaikan:
a. analisa harga satuan pekerjaan, untuk bagian pekerjaan harga satuan:

dan/atau
b. rincian keluaran dan harga, untuk bagian pekerjaan lumsum.
Analisa harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dan rincian keluaran dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
bukan merupakan bagian dari dokumen Kontrak dan hanya digunakan untuk
evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai
dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan.
Dalam hal harga penawaran peserta berdasarkan hasil evaluasi kewajaran
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak wajar maka
peserta dinyatakan gugur harga.

Pasal 73
Dalam hal pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi terhadap penawaran biaya yang dilakukan terhadap:
kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel;
kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis;
kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan
kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personel.

oo o
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(4)

Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel untuk personel inti
tenaga ahli didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli yang ditetapkan Bupati.

Biaya remunerasi personel inti tenaga ahli pada rincian biaya langsung
personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bernilai di bawah standar
remunerasi minimal tenaga ahli yang ditetapkan Bupati dinyatakan tidak
wajar dan nilai penawaran biaya peserta diberi nilai 0 (nol).

Pasal 74
Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada,
setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.
Dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi
pengaturan bersama antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah
satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran
terhadap peserta lain yang tidak terlibat.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan
tidak adanya peserta lain, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

Bagian Ketujuh
E-reverse Auction
Pasal 75
E-reverse Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender
yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi.
Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80%
(delapan puluh persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga.

Bagian Kedelapan
Penetapan Pemenang
Paragraf 1
Penetapan Calon Pemenang

Pasal 76
Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
Dalam hal terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang
akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis
masa berlakunya, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis
kepada calon pemenang.
Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar calon
pemenang memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran
sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum
dilakukan penetapan pemenang.
Dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan/atau Jaminan penawaran, calon pemenang dianggap
mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)
(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Teknis dan Harga/Biaya

Pasal 77
Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk jasa konsultansi
Konstruksi dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan setelah masa sanggah; dan
b. kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.
Dalam hal peserta yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja
Pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di
bawahnya secara berurutan.
Dalam hal klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang dan
seluruh pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, Seleksi
dinyatakan gagal.
Hasil Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan
negosiasi terhadap teknis dan biaya.

Pasal 78
Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk Pekerjaan
Konstruksi dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan
negosiasi terhadap teknis dan harga.

Pasal 79
Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan
negosiasi terhadap teknis dan harga/biaya yang akan mengakibatkan surat
penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, dilakukan
konfirmasi kepada peserta.
Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran
secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran
dan Jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai
sanksi.

Paragraf 3

Penetapan Pemenang

Pasal 80
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang Tender/Seleksi.
Selain menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja
Pemilihan dapat menetapkan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan.
Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal proses penetapan pemenang yang
akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis
masa berlakunya, dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon
pemenang.
Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis
untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan
penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
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(6)
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(2)

(5)

(1)

(3)

(4)

Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon pemenang dalam hal calon
pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaiku surat penawaran dan
Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 81
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang
cadangan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran
paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan
untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling
sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada
PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Perangkat
Daerah /lembaga yang bersangkutan.
Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), PA/KPA:
a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan
b. menyatakan Tender/Seleksi gagal.
Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti
penolakan tersebut.

Pasal 82
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang
cadangan untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu
anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan
untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran
paling sedikit diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada
PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Perangkat
Daerah /lembaga yang bersangkutan.
Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA:
a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan
b. menyatakan Tender/Seleksi gagal.
Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti
penolakan tersebut.

Paragraf 4

Pengumuman Pemenang

Pasal 83
Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik.



(2)

(1)

(2)

(4)

(1)
(2)

(3)

Isi dan format pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
sesuai dengan fitur yang terdapat dalam aplikasi sistem pengadaan secara
elektronik.,
Bagian Kesembilan

Sanggah

Pasal 84
Peserta yang menyampaikan dokumen peénawaran dapat mengajukan sanggah
melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:
a. kesalahan dalam melakukan evaluasi:
b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yvang diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;

c. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan
usaha yang sehat; dan/atau

d. d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,
PPK, dan/atau PA/KPA.

Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan

melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui

aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah akhir masa sanggah.

Pasal 85

Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penvedia ulang.
Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

a. untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan
melanjutkan proses pemilihan; atau
b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyvampaikan
sanggah banding.
Bagian Kesepuluh
Sanggah Banding
Pasal 86
Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.
Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah
banding diajukan kepada PA.
Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik.
Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
APIP yang bersangkutan.
Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan
sementara proses Tender.
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Pasal 87

(1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus
menyerahkan Jaminan sanggah banding vang ditujukan kepada Pokja
Pemilihan.

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi
kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan.

(3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi
dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada
UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi
dari Pokja Pemilihan.

(5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dianggap menerima
sanggah banding.

(6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA.

Pasal 88

(1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku
30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang
diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan.

(3) Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

Pasal 89
(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ
memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan
penawaran ulang, atau Tender ulang.
(2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:
a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan
hasil pemilihan kepada PPK; dan
b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas
negara.
(3) Sanggah banding yang:
a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; atau
b. disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap dan diproses sebagai
pengaduan.
Bagian Kesebelas
Tender/Seleksi Gagal
Pasal 90
(1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;
c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran:
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(1)
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(2)
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d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa
pemerintah dan/atau Peraturan ini;

seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;

seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
negosiasi biaya pada Seleksi jasa konsultansi Konstruksi tidak tercapai;
dan/atau

1. korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Sebagai tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi penawaran ulang;

b. penyampaian penawaran ulang; atau

c. Tender/Seleksi ulang.

RO

Bagian Kedua Belas
Hasil Pemilihan

Pasal 91
Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK
dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan
surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia
barang/jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
Pasal 92

PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan

penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia

barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil
pemilihan diterima oleh PPK.

Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. keberlakuan data isian kualifikasi;

b. bukti sertifikat kompetensi:

1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2. personel inti pada jasa Konsultansi Konstruksi;

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas
tahun anggaran;

d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang
belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem
kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta,
durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan

penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1.



(2)

(3)

(1)

(1)

Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja

Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama

pemenang cadangan 2.

Dalam hal pemenang cadangan 2 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja

Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama

peserta yang memenuhi persyaratan Tender/Seleksi dan kualifikasi sesuai

urutan berikutnya.

Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja

Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi ulang.

Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak

dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b:

a. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara.

BAB VII
PERSIAPAN DAN PENANDATANGANAN KONTRAK
Bagian Kesatu
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 93
Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah
dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.
Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat
penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan
rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
Pasal 94
PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan
Kontrak setelah ditetapkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas
hal sebagai berikut:
dokumen Kontrak dan kelengkapan;
kelengkapan RKK;
rencana penandatanganan Kontrak;
Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi,
dan waktu penyerahan;
e. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk,
isi, dan waktu penyerahan;
f. asuransi;
g hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;
dan/atau
h. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan
penunjukan Penyedia.
Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan
Kontrak dituangkan dalam berita acara.
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(4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK
dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan
manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Bagian Ketiga
Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi
Pasal 95

(1) Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah
memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.

(2) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim vang
dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Pemberian pendapat dapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan
Kontrak.

Bagian Keempat
Penandatanganan Kontrak
Pasal 96
(1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
a. daftar isian pelaksanaan anggaran telah ditetapkan:
b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan

c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

(2) Dalam hal penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan

sebelum daftar isian pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana dimaksud

" pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam daftar isian
pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak,
penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup
tersedia melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran.

(3) Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, surat
penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon Penyedia
tidak diberikan ganti rugi.

BAB VIII
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSTRUKSI
Pasal 97

Standar Dokumen Pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan

Konstruksi sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan menambah beberapa

persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN
Tenaga Kerja
Pasal 98
(1) Untuk menjamin mutu pekerjaan, mengutamakan atau mempersyaratkan
tenaga kerja yang memiliki sertikat keterampilan/keahlian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Untuk membuka peluang kerja dan memberdayakan sumber daya manusia
yang ada di daerah, tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada
proyek/kegiatan pembangunan di daerah mengutamakan penduduk daerah.

(3) Upah tenaga kerja pada proyek/kegiatan pembangunan di daerah mengacu
pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99
Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara.

Ditetapkan di Tarutung

pada tanggal 03 -04 ~2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 03 - 04 - 2030
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR__ |0

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

C

ALBOIN
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
2020

NOMOR o TAHU N

TANGGAL 03 -04 -— 2020

TENTANG . STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

MELALUI PENYEDIA

Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik

Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
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BAB I. UMUM

Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserla dalam menyiapkan
Dokumen Penawaran,

Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data
Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan scbagai
berikut:

- Tender : adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

- Pekerjaan Konstruksi  : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi  pembangunan,  pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan;

- Kontrak Gabungan : adalah kontrak yang merupakan gabungan

Lumsum dan Harga lumsum dan harga satuan dalam 1 (salu)
Satuan pekerjaan yang diperjanjikan;

- Harga Perkiraan ! yang sclanjutnya disingkat HPS adalah
Sendiri (HPS) perkiraan harga barang/jusa yang diiciapkuan

oleh PPK;

- Harga Evaluasi Akhir : yang selanjulnya disingkal HEA adalah
(HEA) merupakan penyesuaian alau normalisasi
harga lerhadap harga penawaran dalam
proses pengadaan dimana unsur preferensi
harga telah diperhitungkan berdasarkan

capaian TKDN dan status perusahaan;

- Kerja Sama Operasi : yang sclanjutnya disingkat KSO adalah kerja
(KSO) sama usaha anlar penyedia yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban
dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan

perjanjian tertulis;

- Lembar Data : yang selanjutnya disingkal LDF adalah
Pemilihan (LDP) Lembar Data Pemilihan yang memual
ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai
dengan jenis pekerjaan antara lain melipuli
penyiapan,  penyampaian,  pembukaan,
kriteria dan lata cara penilaian Dokumcn
Penawaran, pengumuman pemenang,
sanggahan, dan sanggahan banding;

- Lembar Data : yang selanjutnya disingkat LDK adalah
Kualifikasi (LDK) Lembar Data Kualifikasi yang memual
ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai

dengan kualifikasi yang diperlukan;

Pengguna Anggaran : yang selanjutnya disingkal PA adalah pejabat
(PA) pemegang kewenangan pengaundan
anggaran Perangkat Daerah;

- Kuasa Pengguna . yang selanjuinya disingkal KPA adalah
Anggaran (KPA) pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan scbagian kewenangan



I

Unit Kerja Pengadaan
Barang Jasa (UKPBJ)

Pokja Pemilihan

Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

Pelaku Usaha

Penyedia

Subpenyedia

Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP)

Surat Penunjukan
Penyedia Barang/jasa
(SPPBJ)

Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)

Surat Jaminan

Daftar Kuantitas dan
Harga/Daftar
Keluaran dan Harga

dan tanggung jawab penggunaan anggaran

pada Perangkal Daerah yang bersangkutan ;

yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Pemerintah Daerah yang menjadi pusaf
keunggulan Pengadaan Barang/asa;

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
olch pimpinan UKPB] untuk mengelola
pemilihan Penyedia;

yang sclanjutnya disingkat PPK  adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/
KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau
melakukan tindakan yang, dapal
mengakibatkan  pengeluaran  anggaran

belanja daerah;

adalah sctiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan alau melakukan kegiatan
dalam wilayvah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyclenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai  bidang
ekonomi;

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak;

adalah
perjanjian
penanggung
melaksanakan
(subkontrak).

penyedia mengadakan
penyedia
untuk

pekerjaan

yang

kerja dengan
jawab  kontrak,

schagian

adalah aparat yang mclakukan pengawasan
melalui audil, reviu, pemantauan, cvaluasi,
dan kcgiatan pengawasan  lain  terhadap
penyelengzaraan tugas  dan funasi
Pemerinlah,

yang selanjuinya disingkat SPPBJ adalah Sural
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada
penyedia barang/jasa untuk melaksanakan
pekerjaan.

yang sclanjuinya disingkat TKDN adulah
besarnya komponen dalam negeri pada
barang, jasa, dan gabungan anlara barang
dengan jasa.

adalah jaminan tertulis yang dikcluarkan
oleh penerbit penjaminan.

adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah
diisi harga satuan kuantitas/kcluaran dan
jumlah  biaya  keseluruhannya  yang
merupakan bagian dari penawaran,

12



Pekerjaan Utama

Mata Pembayaran
Utama

Harga Satuan
Pekerjaan (HSP)

Harga Satuan Dasar
(HSD)

Metode Pelaksanaan
Pekerjaan

Personel Manajerial

Bagian Pekerjaan
yang disubkonirakkan

Masa Pelaksanaan
Pekerjaan (Jangka
Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan)

Keselamatan
Konstruksi

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)

adalah jenis pekerjaan yang secara langsung,
menunjang terwujudnya dan berfungsinya
suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang,
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan,

adalah mata pembayaran yang pokok dan
penting yang nilar  bobol kumulatitnya
minimal 80% (delapan puluh per scratus)
dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai
dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar.,

yang sclanjutnya disingkat HSP adalah harga
satu jenis pekerjaan tertentu per satu saluan
tertentu,

yang sclanjutnya disingkat HSD adalah harga

satuan  komponen  dari  harga  safuan

pekerjaan (HSP) per satu satuan terten(u,

misalnya:

a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);

b. Bahan (per m, per m2, per m¥, per kg,
per ton);

¢. Peralatan (per jam, per hari).

adalah  metode yang menggambarkan
penguasaan  penyelesaian pekerjaan  yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi
tahapan/urutan  pekerjaan  utama  dun
uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
kegialan pekerjaan utama yang dapal
dipertanggungjawabkan sccara teknis.

adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan  sesuai  penugasan  pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan.

adalah bagian pekerjaan bukan pckerjaan
ulama  abau  pekerjaan  spesialis  yany
ditetapkan scbagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan
disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen,

adalah jangka wakiu untuk melaksanakan
pekerjaan  dihitung berdasarkan SPMK
sampai dengan serah (crima  perlama
pekerjaan,

adalah segala kegiatan keteknikan konstruksi
dalam  mewujudkan proses pekerjaan
konstruksi yang handal, aman, dan ramah
lingkungan.

yang sclanjulnya disingkat K3 adalah scgala
kegiatan untuk menjamin dan mclindungi
keselamatan  dan  keschatan  tenaga  kerja
melalui upaya pencegarian Kecelakaan ‘rxc.':_j.i

dan penyakil akibat kerja.



Sistem Manajemen
Keselamatan
Konstruksi (SMKK)

Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)

Harga Terendah

Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(LPSE)

Aplikasi SPSE

Pengguna SPSE

Satu File

User ID

Password

APENDO

Isian Elekfronik

Formulir Isian
Elektronik Data
Kualifikasi

yang sclanjutnya disingkat SMKK adalah
bagian dari sistem manajemen pekerjaan
konstruksi  dalam  rangka  pencrapan
keamanan, keselamatan, keschatan dan
keberlanjutan  pada  sctiap  pekerjaan
konstruksi.

yang sclanjutnya disingkat RKK adalah
dokumen lengkap rencana penerapan SMKK
dan merupakan satu kesatuan dengan
dokumen  konirak  sualu pekerjaan
konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa
dan disetujui olch Pengguna Jasa, untuk
selanjutnya  dijadikan  scbagai  sarana
interakst  antara  Penyedia Jasa dengan
Pengguna Jasa dalam penerapan SMKK.

adalah metode evaluasi dalam hal harga
menjadi dasar penetapan pemenang di antara
penawaran  yang memenuhi  persyaralan
adminisivasi, teknis, dun kualitikas.

yang selanjutnya disingkat LFSE adalah
layanan pengelolaan teknologi  informasi
untuk memfasilitasi pelaksanaan Fengadaan
Barang/Jasa secara eleklronik.

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan
Secara Elcktronik (SPSE) berbasis web yang
terpasang di server LPSE yang dapal diakses
melalwi website LPSE.

Perorangan/badan usaha yang memiliki hak
akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan
oleh wser ID dan password yang diberikan
oleh LPSE.

Metode penyampaian Dokumen Penawaran
yang fterdiri atas persyarafan administrasi,
teknis  dan  penawaran harga yang
dimasukkan dalam 1 (satu) file.

Nama atau pengenal unik scbagai identitas
diri dari pengguna yang digunakan untuk
beroperasi di dalam Aplikasi SPSE.

Kumpulan karakter atau sfring yang
digunakan oleh pengzuna unluk
memverifikasi User ID kepada Aplikasi SPSE.

Aplikasi Pengaman Dokumen.

Tampilan/antarmuka  pemakai  berbentuk
qrafis berisi komponen isian yang dapat diisi
oleh pengguna aplikasi.

Formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE
vang digunakan peserta untuk menginputkan
dan mengirimkan data kualifikasi.



BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tender tercantum pada aplikasi SPSE dan dapal ditambahkan disits

weh  Pemerintah Kabupaten Taparli Utira, papen penguniuman resmu untuk nasayaakat,
sural kabar atau media lainnya



BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Identitas Pokja
dan Lingkup

2. Sumber Dana

3. Peserta Tender

I:1.

Identitas  pokja  pemilihan schagaimana
tercantum dalam LDF.

Nama pakel, lingkup pekerjaan, dan lokasi
pekerjaan scbagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban  untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan
syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan
mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam kontrak.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
scbagaimana tercantum dalam LDP,

e

%)
I

3.4.

3.5.

1.

Tender ini terbuka dan dapat diikuli oleh semua
peserta yang berbeniuk badan usaha tunggal
alau KSO yang memenuhi kualifikasi.

Peserta pada pakel pekerjaan konstruksi dengan
nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk
pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha
Kecil.

Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan
nilai HPS diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi
dengan kualifikasi Usaha Menengah  yung
Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syaral.

Pescria pada pakel pekerjaan konstruksi dengan
nilai HPS diatas Rp100.000.000.000,00 (scratus
miliar  rupiah)  disyaratkan hanya unituk
pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha
Besar  yang  kemampuan  dasamya  (KD)

memenuhi evaval
memenuit syaral,

Tender scbagaimana dimaksud pada 3.2 dapal
dikerjakan olch penyedia jasa dengan kualifikasi
Usaha Menengah apabila:

a. Tender gagal karena tiduk ada penyedia jasa
dengan  kualifikasi Usaha Kecil vana
mendaftar;

b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan
pekerjaan yang akan ditenderkan tidak
dapat dipenuhi/dilaksanakan olch penyedia
Jasa dengan kualifikasi Usaha Kccil;
dan/atau

¢. lidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi
Usaha Kecil yang lulus pada saat cvaluasi
kualifikasi.

O



3.6.

3.7.

w
%

3.9.

3.10.

3.12.

3.15.

Tender sebagaimana dimaksud pada 3.3 dapat
dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi
Usaha Besar apabila:

a. Tender gagal karcna tidak ada penyedia jasa
dengan kualifikasi Usaha Menengah yang
mendaftar;

b. Peralatan ufama dan tingkat kesulitan
pekerjaan yang akan ditenderkan tidak
dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia
Jasa dengan kualifikasi Usaha Mcnengah;
dan/atau

c. tidak ada pclaku usaha dengan kualifikasi
Usaha Mecnengah yang lulus pada saal
cvaluasi kualifikasi.

Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO
dilakukan scbelum  memasukkan Dokumen
Penawaran,

Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta
harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi
yang memuat persentase KSO dan perusahaan
yang mewakili KSO tersebut.

KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.

KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:

a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang
setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi
kecil; atau

b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau
berkualifikasi menengah dengan usaha
berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Kualifikasi /eadtizzn KSO harus setara atau icbih

tinggi dari anggota KSO.

leadfirm  kerjasama operasi  harus memiliki
kualifikasi sctingkat atau lebih tinggi dari badan
usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi
niodal paling banyak 70% (lujuh pulult persen).

Jumlah anggota KSO dapal dilakukan dengan

batasan:

4. untuk pekerjaan yang bersifat  tidak
kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga)
peruszhaan dalam 1 (satu) kerjasama
operasi; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifal kompleks
dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan
dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

Peserta KSQO dilarang untuk mengubah Perjanjian
Kerja Sama Operasi selama proses tender.

Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk
memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan
dapal terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum
(general, spesialis, mckanikal/  clektrikal,
dan/atau Keterampilan tertentu.

Perjanjian  KSO  yang  berakhir  scbelum
penyelesaian pekerjaan, maka langgung jawab
penyelesaian  pekerjaan dibebankan  pada



4. Pelanggaran

terhadap
Aturan

Pengadaan

5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1.

4.2.

4.4,

L9 7]

perusahaan yang menjadi feadfirm KSQ atau
mengacu pada ketentuan yang tercanfum dalam
perjanjian KSO.

Peserta dan pihak yang terkait dengan

pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi

aturan pengadaan dengan tidak melakukan
tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak  benar untuk memenuhi
persyaralan  yang  ditentukan  dalam
Dokumcen Pemilihan;

b. ferindikasi  mclakukan  persckongkolan
dengan peserta lain untuk mengatur haryg
penawaran;

c. flerindikasi  melakukan  KKN  dalam
pemilihan Penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang
tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

Peserta yang terbukti melakukan tindakan
schagaimana dimaksud pada angka 4.1
dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari
proses pemilihan atau pembatalan penelapan
pemenang: dan/atau

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.,

Pengenaan  Sanksi  dilaporkan  olech  Pokja
Pemilihan kepada PA/KPA.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas
usulan Pokja Pemilihan.

Pegawai Kementerian atau Lembaga atau
Pemerintah Daerah dilarang menjadi peserta
kecuali cuti diluar tanggungan Pemerintah
Daerah,

Para pihak dalam melaksanakan tugas, tungsi
dan perannya, menghindari dan mencegah
perientangan  kepentingan para pihak  yang
terkail, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Pertentangan kepentingan schagaimana

dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tcnaga telap
sualu Badan Usaha merangkap sebagai
Direksi, Dewan Komisaris, alau tenaga tetap
pada Badan Usaha lain yang mengikuti

lender yang sama;

b. Penyedia  yang telah  ditumjuk  scbagai

konsultan perancang/pengawas bertindak

scbagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
didesain/diawasinya;

PPK/Pokja Pcmilihan/Pcjabat  Pengadaan

baik langsung maupun tidak langsung

mengendalikan  atau  menjalankan  badan
usaha peserta;

d. Beberapa badan usaha yang mengikuti
Tender yang sama, dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak
yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya

gl



b. Peserta
Pemilihan/
Penyedia Yang
Dikenakan

Sanksi Daftar
Hitam

7. Alih
Pengalaman
dan

Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri

lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai
oleh pemegang saham yang sama.

Pegawai Kementerian atau Lembaga atau
Pemerintah Daerah dilarang menjadi
peserta kecuali cuti diluar tanggungan

Pemerintah Daerah.

Sanksi  dattar hitam dikenakan kepada peserta
pemilihan/Penyedia apabila:

d.

o

LS

7.1,

peserla pemilihan  menyampaikan dokumen alau

keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi

persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Dokumen

Pemilihan;

peserla  pemililian lerindikasi— melakukan

persckongkolan dengan peserta lain untuk mengatur

harga penawaran.

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi

sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara
lain pada: metode kerja, bahan, alal, analisa
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar
upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan,
dan/atau  spesifikasi  teknis/barang  yang
ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis;

2)  para peserla vaneg terindikasi persekongkolan
memasukkan  penawaran  dengan  nilai
penawaran mendekati HPS dan/atau hampir
sama;

3) adanya keikulserfaan beberapa Penyedia
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)
kendali;

4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumecn
Penawaran, anlara lain kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan;
dan/atau

5) jaminan penawaran diierbitkan dari penerbil
penjaminan  yang  sama  dan  nomornya
berurutan.

peserta pemilihan (erindikasi melakukan Korupsi,

Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan

Penyedia;

peserta pemilihan  yang mengundurkan diri dengan

alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;

perienany Femilinan yang telah mencrima Sural

Penunjukan  Penyedia Barang Jasa  (SPPB))

mengundurkan  diri  sebelum  penandatanganan

Konirak dengan alasan yang tidak dapal diterima

oleh PPK;

Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak

menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan

kontrak seccara scpihak oleh PPK yang discbabkan
oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa

pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Dalam  hal  pelaksanaan  pakel  pekerjaan
konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh  miliar
rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi
diwajibkan memberikan alih  pengalaman/
keahlian melalui sistem kerja prakiik/magang.



8. Sertifikat
Kompetensi
Kerja

7.2.

7.4.

8.1

Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran
yang mengutamakan material/ bahan produksi
dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk
Pekerjaan  Konstruksi yang dilaksanakan  di
Indonesia.

Dalam  pelaksanaan  Pekerjaan  Konstruksi

dimungkinkan menggunakan bahan  baku,

tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal
dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus
benar-benar  mencerminkan  bagian  atau
komponen yang telah dapat diproduksi di
dalaim negeri dan bagian atau komiponen
yang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belum

diproduksi di dalam negeri dan/atau

spesifikasi  teknis  bahan  baku  yang
diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyardtang

. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian
dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di
dalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa
pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti
jasa  asuransi,  angkutan, ckspedisi,
perbankan, dan pemeliharaan;

. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan
semata-mata untuk mencukupi kebutuhan
jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di
Indonesia, disusun berdasarkan keperluan
yang nyata, dan diusahakan secara terencana
untuk semaksimal mungkin terjadinya alih
pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing
tersebut ke tenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang

yang diimpor yang dilengkapi dengan
spesifikasi feknis, jumlah dan hargu yang
dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

[}

¢

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan

dalam hal:

a. barang/jasa  tersebut  belum  dapat
diproduksi/dihasilkan di dalam negert;

v, spesifikasi leknis barang yang diproduksi
dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam
negeri  belum  memenuhi  persyaratan;
dan/atau

¢. volume produksi dalam negeri tidak mampu
memenuhi kebuhihan.

Pemberian preferensi harga terhadap penawaran
peserta atas penggunaan produksi dalam negeri
ditetapkan dalam LDP.

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator
yang akan wmclaksanakan pekerjaan wajib
memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja lidak dibuktikan pada
saal pemilihan.



8.4,

9. Satu Penawaran 9.1,
Tiap Peserta

2

9.3

B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Isi Dokumen 10.1.

Pemilihan

10.2.

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personcl
manajerial dibuklikan saal rapal persiapan
penunjukan penyedia.

Peserla yang tidak dapal membuktikan Sertifikal
Kompetensi Kerja untuk personel manajerial
yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat
rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan
sanksi sebagai berikut:
a. sanksi administratif, berupa pembalalan
penetapan pemenang;
b. sanksi daftar hitam scsuai kctentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap peserta, baik tunggal maupun scbagai
anggola KSO hanya boleh memasukkan salu
penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Dala kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan
oleh peserta yang mewakili KSO (Jeadfirm KSO).

Sctiap peserta yang termasuk  dalam  KSO
dilarang menjadi peserta baik secara sendiri
maupun scbagai anggota KSO yang lain pada
pakel pekerjaan yang sama.

Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen
Tender dan Dokumen Kualifikasi.

Dokumen Tender terdiri atas:
4. Umum;
b. Pengumuman;
C. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Dala Pemilihan;
¢. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) Dokumen Administrasi:

a) Sural Penawaran;

b) Jaminan Penawaran Asli (apabila
disyaratkan);

¢) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi.
(apabila peserta berbentuk KSO).

2) Dokumen Penawaran Tcknis:

@) Metode pelaksanaan pekeijaai;

b) Jangka waktu pclaksanaan pekerjaan;

¢) Daflar Peralatan Utlama;

d) Daftar Personcl Manajerial;

¢) Formulir  Rencana  Keselamatan
Konstruksi (RKK);

f) Daftar Bagian Pekerjaan  yang
disubkontrakkan (apabila
disyaratkan).

3) Dokumen Penawaran Ilarga:

a) Sesuai  Sural Penawaran dalam
Dokumen Administrasi;

b) Daflar Kuantitas dan Harga (untuk
bagian pckerjaan Harga Satuan) scrta
Daftar Keluaran dan [Harga (untuk
bagian pekerjaan Lumsum);

¢) Khusus apabila ada  cvaluasi
kewajaran harga di bawah 80% HPS:



11. Bahasa
Dokumen
Pemilihan

12. Pemberian
Penjelasan

10.3.

10.4.

f.

(1) Formulir Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (untuk bagian
pekerjaan harga saluan); dan

(2) Formulir Rincian Keluaran dan
Harga (untuk bagian pekerjaan
lumsum);

Peserta pemilihan akan memenuhi

Dokumen  Penawaran Harga pada

huruf ¢)(1), dan ¢)(2), pada saal

klarifikasi kewajaran harga. Analisa

Ilarga Satuan Pekerjaan (untuk

bagian pckerjaan harga satuan) dan

Rincian Keluaran dan Hurga (untuk

bagian pekerjaan luimsuing  bukan

merupakan bagian dari Dokumen

Kontrak.

Rancangan Kontrak (sudah  dilengkapi
isiannya oleh PPK):

1) Surat Perjanjian;

2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;

. Contoh Bentuk Dokumen Lain:

1) SPPBJ:

2) SPMK;

3) Jaminan Pelaksanaan;

4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan
uang muka);

5) Jaminan Pemeliharaan;

6) Formulir Rekapitulasi Ferhilungan TKDN
(apabila diberikan preferensi harga);

7) Formulir Daftar Barang yang diimpor.
(apabila ada barang yang diimpor).

Dokumen Kualifikasi terdiri atas:

a.
b.

d.

c.

Lembar Data Kualifikasi;

Pakta Infegritas; (Diatur dalam SPSE. Dalam
hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi
dilengkapr dengan Pakta Integritas angzolu
KSO-nya yang disampaikan olch /feadtirm
KSO)

. Formulir Isian Kualifikasi; (Diatur dalam

SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen
Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian
Rualifikasi  anggola  KSO-nyu  vauy
disampaikan oleh /leadtirm KSO)

Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi
bagi peserta KSO;

Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

Peserfa berkewajiban memeriksa keseluruhan isi
Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi
yang tidak memenuhi persyaratan dalam
Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

Dokunien
lertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa
Indonesia.

121,

Pemberian penjelasan dilakukan sccara online

Pemilihan beserta scluruh  korespondensi

melalui  aplikasi SPSE  sesuai jadwal dalam
aplikasi SPSE,



13. Perubahan
Dokumen
Pemilihan

12.5.

12.4,

12.5.

12.8.

12.9.

12.10.

L2171,

15:3:

Peserta yang tidak aktif/ membuka SPSE dan/atau
tidak bertanya pada saal pemberian penjelasan,
tidak  dapal  dijadikan  dasar  untuk
menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat
memberikan informasi yang dianggap penting
terkait dengan Dokumen Pemilihan.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapal
memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang
diperlukan peserta dalam rangka peninjauan
lapangan  ditanggung  oleh NUUS I - 1asing
peserta.

Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaun
yang masuk, kecuali untuk substansi perlanyaan
yang telah dijawab.

Apabila diperlukan, Pokja  Pemilihan dapat
memberikan penjelasan (ulang).

Apabila diperlukan, Pokja Femilihan pada sual
berlangsungnya pemberian penjelasan  dapat
menambah waktu batas akhir tahapan lerschul
sesuai dengan kebutuhan,

Dalam hal waktu tahap penjelasan lelah
berakhir, peserta tidak dapat mengajukan
perlanyaan namun Pokja Pemilihan masih
mempunyai tambahan waktu untuk menjawab
pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal,

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian
penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berila
Acara Pemberian Penjelasan (BAPP),

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat
dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan
Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSF.

Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan
menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian
Penjelasan (BAPP).

Apabila pada saat pemberian penjelasan ferdapal
hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penling
yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan
menuangkan ke dalam Adendum Dokumen
Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dari Dokutien Pemilihian,

Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis,
gambar, dan/atau nilai total HPS, harus
mendapatkan  persetujuan PPK schelum
dituangkan  dalam  Adendum  Dokumen
Pemilihan,

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting
tersebul tidak dituangkan dalam Adendum
Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau




14, Tambahan
Waktu
Pemasukan
Dokumen
Penawaran

13.4.

13.6.

13.7.

perubahan fersebut dianggap tidak ada dan
ketentuan yang berlaku adalah Dokumen
Pemilihan awal.

Setelah Pemberian Penjelasan dan scbelum balas
akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja
Pemilihan  dapat  menetapkan  Adendum
Dokumen  Pemilihan, berdasarkan  informast
baru yang mempengaruhi substansi Dokumen
Pemilihan.

Scliap Adendum yang ditctapkan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumcn
Pemilihan.

Pokja Pemilihan  mengumumkan Adendum
Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah
(upload) adendum Dokumen Pemilihan melalui
aplikasi SPSE paling lambal 3 (tiga) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawaran,
Apabila Pokja Pemilihan akan mengungeah
(upload) Adendum Dokumen Pemilihan kurang
dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan
wajib mengundurkan batas akhir pemasukan
penawaran.

Pescrta dapat mengunduh (download) Adendum
Dokumen  Pemilihan yang diunggah (upload)
Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE (apabila ada).

Apabila adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen
Penawaran, maka Pokja Pemilihan mem perpanjang balas
akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

15. Biaya dalam

Penyiapan
Dokumen

16. Bahasa
Dokumen

17. Dokumen
Penawaran

15.1.

47}
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I6.1.

17.1.

Peserta  menanggung  semua  biaya  dalam
penylapan dan penyampaian penawaran dan
kualitikasi.

Pokja Pemilihan lidak bertanggung jawab alas
Keruglan apapun yany ditanggung oleh peserta,

Semua Dokumen Penawaran dan
Kualifikasi ~ harus  menggunakan  Bahusa
Indonesia.

Dokumen penunjang yang lerkait dengan
Dokumen Penawaran dan  Kualifikasi dapat
menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa
Ingaris.

Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris
perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indoncsia.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka
yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa
Indonesia.

Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
a. Penawaran Administrasi;



17.2.

b. Penawaran Teknis; dan

C:

Penawaran Harga.

Dokumen Penawaran melipuli:

a.

Dokumen Penawaran Administrasi lerdiri

atas:

1) Surat Penawaran (schagaimana
tercantum dalam SPSE);

2) Jaminan Penawaran asli; (apabila
disyaratkan)

3) Sural Perjanjian Kerja Sama Operasi
(apabila pescrta berbentuk KSO);

Dokumen Penawaran Teknis terdiri atus:

i) Melode pelaksanaan pekerjaan;

2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

3) Daftar isian peralatan utama beserta:

(a) bukti kepemilikan peralatan
(contoh STNK, BPKB, invoice) untuk
peralalan  dengan  slalus  milik
scendiri;

(b) bukti  pembayaran  Sewa  Beli
(contoh  javoice uang  muka,
angsuran) untuk peralalan dengan
status sewd beli; dan/alau

(c) sural  perjanjian sewa unluk
peralatan dengan status sewa;

4) Daflar isian personcl manajerial beserla
daftar riwayal pengalaman kerju alau
referensi kerja dari pemberi tugas dan
Surat pernyataan kepemilikan sertifikat
kompetensi kerja;

5) Rencana Kesclamatan Konstruksi (RKK);

6) Daflar isian bagian pckerjaan yang akan
disubkontrakkan, dan/atau nominasi
subpenyedia  jasa spesialis, dan/atau
nominasi subpenyedia kecil provinsi
sctempat (apabila disyaratkan); dan

7) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila
ada).

Dokumen Penawaran Harga terdiri alas:

1) Penawaran harga, tercantum dalam
Surat Penawaran;

2) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk
bagian kontrak Harga Satuan) scrta
Daflar Kewaran dan Harga {unluk
bagian kontrak Lumsum);

3) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran
harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi
pada saat acara klarifikasi kewajaran
harga) yaitu:

(a) Analisa Harga Satuan Pekerjuan
(untuk bagian pekerjaan hargg
satuan).

(b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk
bagian pckerjaan lumsum)

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk

bagian pekerjaan harea satuan) dan

Rincian Kceluaran dan Harga (untuk

bagian pekerjaan lumsum) bukan

merupakan  bagian  dari  dokumcn
kontrak.

d. Dokumen lain:



18. Harga
Penawaran

19. Mata Uang
Penawaran

18.1.

18.2.

18.5.

18.4.

18.5.

18.6.

19.1.

1) Formulir  vckapitulasi  perhitungan
TKDN (apabila memenuhi syaral untuk
diberikan preferensi harga);

2) Daftar barang yang diimpor (Apabila
ada).

Total Harga penawaran ditulis dalam angka dan
hurut.

Peserta:

a. Untuk bagian pekerjaun harga saluan,
mencantumkan harga satuan dan harga
total untuk tiap mala
penibayaran/pekeijaan  dalam  Dallar
Kuantitas dan Harga.

b. Untuk  bagian  pekerjaan  lumsum,
mencanfumkan harga keluaran/ output dan
harga tolal untuk setiap keluaran/oulpul
pekerjaan  dalam Daflar Keluaran dan
Harga.

¢. Total harga penawaran adalah penjumlahan
harga dari bagian pckerjaan harga satuan
dan bagian pekerjaan lumsum.

Biayua overhead (biaya umum) dan keunlungan
lermasuk  untuk  penyelenggaraan  biaya
pehgawasan  dan  staf  lapangan/tenaga  ahli
lapangan, administrasi  kantor lapangan,
konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi,
konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan
pengujian,  serta semua pajak, bea, retribusi,
tenaga kerja, praktik/magang, dan pungultan lain
yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia
untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini
telah  diperhitungkan dalam tolal  harga
penawaran,

Komponen/ffenmr pekerjuan  penyclenggaraan
keamanan dan kesehatan kerja serta Keselaumatan
Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantilas
dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan
kebutuhan.

Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan
Kescnatan  kKerja serla Kesclamatan Konsiruksi
minimal mencakup penyiapan RKK, sosialisasi
dan promosi K3, alal pelindung kerja/diri,
asuransi dan perijinan, personel K3, fasilifus
prasarana  keschatan, rambu-rambu  yang
diperlukan, konsultasi dengan ahli kesclamatan
konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian
risiko K3 dan Keselamatan Konstruksi,

Penyesuaian harga diberlakukan scbagaimana
diatur dalam Syaral-Syaral Umum
Kontrak/Syarat-Syaral Khusus Kontrak. Hanya
unfuk pekerjaan  harga  satman  dan  masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan secbagaimana tercantum dalam LDF.

Semua harga dalam penawaran harus dalam
bentuk mata uang sebagaimana tercanium dalam
LDP.

|6



dan Cara
Pembayaran

20. Masa Berlaku
Penawaran

dan Jangka
Waktu

Pelaksanaan

21. Pengisian Data
Kualifikasi

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

21.2.
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Pembayaran  alas  pelaksanaan  pekerjaan
dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana
tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam
Syarat-Syarat  Umum  Kontrak/Syarat-Syaral
Khusus Kontrak.

Masa  berlaku  penawaran  sesuai  dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP,

Apabila evaluasi  penawaran  belum selesal
dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya
penawaran, Pokja Pemilihan meminta  kepada
scluruh  peserta  secara  ferfulis  unfuk
memperpanjang  masa berlakunya surat
penawaran dan/atau Jaminan Penawaran dalam
jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling
kurang sampai perkiraan fanggal
penandatanganan kontrak.

Apabila penelapan pemenang, telah disampaikan
dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi
DIPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta
sccara lertulis kepada pemenang lender unluk
memperpanjang masa berlakunya penawuaran
dalam jangka waktu ferfentu dan diperhitungkan
paling kurang sampai perkiraan  tanagal
penandatanganan kontrak.

Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3, maka peseria

dapat:

a. menyetujui  permintaan tersebut tanpa
mengubah penawaran; atau

p.  menolak permintaan  tersebut dan  dapal
mengundurkan diri secara lertulis dengan
tidak dikenakan sanksi.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan  yang
ditawarkan lidak melebihi jangka waklu
scbagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta berkewajiban untuk mengisi formulir
isian clektronik data kualifikasi dalam aplikasi
SPSE atau mengisi data penyedia pada aplikasi
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian
(scam) dokumen administrasi kualifikasi pada
fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.

Dengan mengirimkan data kualifikasi melalu

SPSE:

4. dalam hal peserta tunggal, Data Kualifikasi
dan pernyataan yang menjadi  bagian
kualifikasi dianggap telah ditandalangani
dan disetujui.

b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, dala
Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi
bagian  kualifikasi  dianggap  tclah
ditandatangani dan disetujui oleh pejabal
yang menurul perjanjian  KSO  berhak
mewakili/ Jeadfirm KSO.



22. Pakia
Integritas

23. Jaminan
Penawaran
Asli

221,
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23.3.

2

3.6.

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme
(KKN), serta akan mengikuti proses pemilihan
sccara bersih, transparan, dan profesional.

Dengan mendaflar sebagai peserta tender melalui
aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani
Pakta Integritas, kecuali untuk peserta yang
melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), maka
badan usaha yang ditunjuk mewakili/ feadtirm
KSO wajib menyampaikan pakta inlegritas
anggota KSO-nya melalui fasilitas unggahan
lainnya pada formulir isian clektronik dala
kualifikasi di aplikasi SFSE.

Dalam hal HPS di atas Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran asli
disampaikan sebagai bagian dari dokumen
administrasi.

Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan
pencairan  Jaminan Penawaran  scbagaimana
tercantum dalam LDFP.

Peserta harus menyampaikan Jaminan penawaran
asli sccara langsung atau melalui pos/jasa
pengiriman  diterima  Pokja Pemilihan  paling
lambal  scbelum batas akhir pemasukan
penawaran,

Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima
Pokja Pemilihan sampai dengan balas waklu yang
ditentukan, maka penawaran dinyatakan qugur.

Segala risiko kelerlambatan  dan  kerusakan
pengiriman  Jaminan Penawaran asli menjadi
risiko peserta.

Penerbit Jaminan Penawaran:

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS
di atas Rp10.000.000.000,00 (scpuluh miliar
rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00  (scratus  miliar
rupiah), diferbitkan oleh:

. Bank Umum;

Perusahaan Penjaminan;

Perusahaan Asuransi;

Lembaga khusus yang menjalankan usaha

di bidang pembiayaan, penjaminan, dan

asuransi  untuk mendorong  ckspor

Indonesia  sesuai dengan kelenluan

peraturan  perundang-undangan  di

bidang Lembuaga pembiayaan ekspor

Indonesia; atau

Konsorsium perusahaan asuransi

umum/Lembaga penjaminan/

perusahaan penjaminan yang mempunyai
program asuransi kerugian (suretyship).

huruf a2  sampai  dengan 4.5 telah
ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RN =
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b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS
di atas Rp100.000.000.000,00 (seralus
miliar rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum; atau

2. Konsorsium perusahaan asuransi
umum/lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yang mempunyai
program asuransi kerugian (surctyship).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan

rckomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

24.

25.

Persiapan Data
Kualifikasi dan

Penyampaian
Data
Kualifikasi dan
Dokumen
Penawaran

24.1.

1<
™
I

24.3.
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Dokumen Penawaran disampaikan olch peserta
terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang
telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas:

4. Penawaran adminisirasi;

b. Penawaran leknis; dan

¢. Penawaran harga.

Dokumen  Penawaran  disandikan/dienkripsi
dengan sistem pengaman dokumen.

Peserta menyampaikan Dokumen  Penawaran
2
yang telah disandikan/dienkiipsi scsuai jadwal

yang ditetapkan.

Peserta menyampaikan Dala Kualitikasi melalui
form isian clektronik Data Kualifikasi  vang
tersedia pada aplikasi SPSE bersamaan dengan
penyampaian Dokumen Penawaran.

Peserta menyampaikan  Dokumen  Penawaran
kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal
sebagaimana (ercantum dalam LDP, dengan
kelentuan  peserta mengunggah  Dokumen
Penawaran lerenkripsi hanya melalui aplikasi
SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan;

Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada
Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana
tercantum dalam LDF, dengan ketentuan:

4. Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui
formulir isian clektronik data kualitikasi pada
aplikasi SPSE;

b. Peserta dapat mengirimkan dala kualifikasi
secara berulang sebelum batas akhir waktu
pemasukan Dokumen Penawaran. Dala
kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan
imenggantikan dala kualifikasi yanyg {clah
terkirim sebelumnya;

¢. Jika formulir isian clektronik kualifikasi yang
tersedia  pada  aplikasi  SPSE  belum
mengakomodir  data kualifikasi yang
disyaratkan Pokja Pemilihan (misalnya uniuk
data kualifikasi anggota KSQ), maka dala
kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh
yang mewakili/ Jeadfirm KSO pada (fasililas
yang tersedia pada SPSE;

19
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d. Dengan mengirimkan data kualifikasi sccara
elektronik,  peserta  telah  menyetujui
pernyataan scbagai berikul:

1) badan usaha yang bersangkutan lidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

Z) badan usaha tidak masuk dalam daftar
hitam;

3) perorangan yang bertindak untuk dan atas
nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikan benar dan
jika dikemudian hari dilemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan, maka direktur
utama/pimpinan perusahaan, atau kepala
cabang, atau pejabal yang menurul
perjanjian kerja sama berhak mewakili
badan usaha yang bekerja sama dan badan
usaha yang diwakili bersedia dikenakan
sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam daftar hitam, gugalan secara
perdala, dan/atau pelaporan sccara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan nerundang-
undangan,

5) pimpinan dan pengurus badan usaha
bukan sebagai pegawai K/I, atau pimpinan
dan pengurus badan usaha sebagai
pegawai K/L yang sedang mengambil cuti
diluar tanggungan K/L.

Dokumen Penawaran administrasi, lcknis, dan
harga dienkripsi menggunakan sistem pengaman
dokumen.

Peserta  mengunggah  (upfoaq)  Dokumen
Penawaran administrasi, tekms, dan harga yang
lelah terenkripsi sesuai jadwal yang ditctapkan.

Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran
sccara berulang scbelum  batas  akhir waktu
pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen
Penawaran  {erakhit  akan  mengganiikan
Dokumen Penawaran yang telah terkirim
sebelumnya.

Sural Penawaran dan/atau Dokumen lain schagai
bagian dari Dokumcen Penawaran yang diunggah
(upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah
scbagai dokumen elcktronik dan dianggap telah
disetujui dan ditandatangani secara elektronik
oleh pemimpin/dircktur perusahaan atau kepala
cabang perusahaan yang diangkat oleh kanlor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik
atau pejabat vang menurul perjanjian keria sama
adalah yang berhak mecwakili perusahaan yang
bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa olch
pemimpin atau direklur perusahaan yang nama
pemberi  kuasanya  tercantum  dalam  akla
pendirian/perubahan.



26. Batas Akhir

Pemasukan
Penawaran

27. Dokumen
Penawaran
Terlambat

25.7.

25.8.

25.10.

26.1.

26.2.
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Peserta tidak perlu mengungeah (upload) hasil
pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan
basah dan berstempel, kecuali surat lain yang
memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

Peserta  dapat  mengungeah  (wpload) ulang
Dokumen Penawaran untuk mengganti atau
menimpa  Dokumen  Penawaran  schelumnya,
sampai  dengan  batas akhir pemasukan
penawaran.

Pengguna  SPSE wajib  mengetahui  dan
melaksanakan  kelentuan  penggunaan — sistem
peiigaimait dokuimen yang melekal pada STST.

Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan
penawaran dilakukan olch badan usaha yang
ditunjuk mewakili KSO/ feadfirm KSO .

Penawudran harus disampaikan secara elektronik
melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan
paling lambat pada waktu yang ditentukan olch
Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah
waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
a. keadaan kahar;

b. terjadi gangguan teknis;

c. perubahan  dokumen  pemilihan  yang
mengakibatkan  kebutuhan  penambahan
waklu penyiapan Dokumen Penawaran; alau
ldak ada  peseria yang  memasukkan
penawaran  sampai  dengan  balas  akhir
pemasukan penawaran.

p

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waklu
batas akhir pemasukan penawaran maka harus
menyampaikan/menginformasikan pada SPSE
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal selelah batas akhir pemasukan
penawaran tidak ada peserta yang memasukkan
penawaran, Pokja Femilihan dapal
memperpaniang, batas akhir jadwal pemasnkan
penawaran.

Perpanjangan  jangka  waklu  sebagaimana
dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari
yang sama dengan batas akhir pemasukan
penawaran.

Aplikasi SPSE menolak setiap Dokumen Penawaran yang
dikirimkan sctelah batas akhir waktu pemasukan
penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

28. Pembukaan
Penawaran

28.1.

28.2.

Jadwal pembukaan penawaran  scbhagaimana
tercantum dalam LDP.

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja
Pemilihan  mengunduh (downloaad)  dan



29. Evaluasi
Dokumen
Penawaran

28.8.

28.6.

28.7.

28.8.
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29.2,

melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan
menggunakan sistem pengamar. dokumen sesuai
waklu yang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat
dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan
menyampaikan Dokumen Penawaran  (ersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa
Dokumen yang bersangkulan tidak dapat dibuka
dan bila diangzap perlu LPSE dapal
menyampaikan Dokumen Penawaran lersebul
kepada LKPP.

Rerdasarkan keterangan dari LPSE, apabila
Dokumen Penawaran tiduk dapat
dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan  bahwa  Dokumen  Penawaran
tersebul  lidak  memenuhi  syaral  sebagai
penawaran dan penyedia barang/jasa  yang
mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila
dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan
melanjutkan  proses alas penawaran yang
bersangkutan.

Dinyatakan scbagai penawaran yang masuk
apu'nii'a DO}\HIIIL’II FL‘Il'd.-Wal-ﬂll m."r.:ug,'.iinmlm
dimaksud pada IKP 17.1 lerpenuhi.  Sural
pengunduran  diri  (misalnya) tidak termasuk
sebagai penawaran,

Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3
(tiga) peserta maka tender dilanjutkan dengan
tahap cvaluasi penawaran dan kualifikasi, scrta
sclanjutnya dilakukan:

1) dalam hal lerdapat 2 (dua) pescrla yang
memenuhi persyaratan  administrasi, (cknis,
dan kualifikasi, dapat dilakukan F£-Reverse
Anction (apabila sudah didukung oleh SPSF)

2) dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang
memenuhi persyaratan adminisirasi, teknis,
dan kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi teknis dan harga.

Apabila penawaran yang masuk hanya | (salu),
maka tender dilanjutkan  seperti  proscs
penunjukan langsung.

Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan penawaran,
kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sudah
dipastikan hdak dapat dibuka berdasarkan
keterangan LPSE.

FEvaluasi penawaran dilakukan dengan sistem
harga terendah.

Fokja tuclakukan evaluasi Dokwinen Fenawaran
berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam
aplikasi SPSE, dikecualikan untuk cvaluasi
Jaminan Penawaran  dilakukan  berdasarkan
dokumen Jaminan Penawaran asli  yang
disampaikan.



29.4.

Dala dokumen elektronik yang rusak (sesudah
mendapal klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan
pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang
mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat
dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka
dokumen clektronik tersecbul dinyatakan tidak
memenuhi syarat,

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan korcksi
aritmatik dengan ketentuan:
a. Bagian Pekerjaan Lumsum:

1)

Korcksi  aritmatik  dilakukan  tanpa

mengubah nilai lotal harga penawaran

unluk baglan peketjaan Lumsun, denygan
menyesuaikan keluaran (outpul)
pekerjaan yang tercantum dalam Daftar

Keluaran dan Harga dengan vang

tercanfum dalam Dokumen Pemilihan;

Koreksi aritmalik untuk penawaran yang

tidak melampirkan Daflar Keluaran dan

Harga, maka keluaran (output) pckerjaan

yang dilawarkan ditetapkan sama

dengan yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan tanpa mengubah nilai (otal

penawaran untuk bagian pekerjaan

Tumsum:

Perbedaan angka dan  huruf harga

penawaran:

a) apabila ada perbedaan antara
penulisan  nilai harga penawaran
antara angka dan huruf maka nilai
yang diakui adalah nilai dalam
tulisan huruf;

b) apabila penawaran dalam angka
tertulis dengan jelas sedangkan dalam
huruf tidak jelas dan/atau tidak
bermakna dan/atau salah, maka nilai
yang diakui adalah nilai dalam
tulisan angka; atau

¢) apabila pecnawaran dalam angka dan
huruf tidak jelas dan/atau tidak
bermakna  dan/atau  salah, maku
penawaran dinyatakan gugur.

b. Bagian Pekerjaan Harga Satuan:

TN
1)

2)

voluine pekerjaan yaig tercantum dalain
Daftar Kuantitas dan Harga discsuaikan
dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan;

apabila ferjadi kesalahan hasil perkalian
antara volume dengan harga saluan
pekerjaan,  dilakukan  pembetulan,
dengan  ketentuan  harga  saluun
pekerjaan yang ditawarkan tidak bolch
diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga

satuan dianggap sudah termasuk dalam
harga satuan pekerjaan vang lain dan
harga satuan pada Daftar Kuantitas dan
Harga tetap dibiarkan kosong;

4) jenis pekerjaan yang lidak lercantum

dalam Daftar Kuantitas dan 1larga
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang

1

e



29.5,

29.8.

13
S
w

29.10,

29.11.

29.12,

tercantum  dalam dokumen pemilihan
dan harga satuan pekerjaan dimaksud
dianggap nol;

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai tolal
harga penawaran schingga urutan peringkat
dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari
urutan peringkat semuia.

Penawaran sclelah  koreksi aritmalik  yang
melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Apabila secmua harga penawaran selelah korcksi
aritmatik di atas nilai total APS, teinder dinyalakain
gagal,

Berdasarkan  hasil  koreksi  aritmatik  Pokja
Pemilihan menyusun urulan dari penawaran
ferendah.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapal kurang
dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah
dari nilai total HPS maka proses tender lelap
dilanjutkan  dengan  melakukan  cvaluasi
penawaran,

Sctelah  melakukan koreksi  aritmatik, Pokja
Pemilihan memeriksa indikasi perseckongkolan
sebagaimana IKP angka 6.

Setelah memeriksa indikasi persckongkolan, Pokju
Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang
melipuli:

4. cvaluasi administrasi;

b. evaluasi teknis; dan

¢. evaluasi harga.

Ketenfuan umum  dalam  melakukan  evaluasi
sebagal berikut:

a. Pokja Pemilihan dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/alau
mengubah kriteria dan persyaralan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
ini;

. Pokja Pemiliban dan/atau pesaita ditarany
menambah,  mengurangi, mengganti,
dan/atau  mengubah  isi  Dokumen
Penawaran;

c. Penawaran yang memcnuhi syaral adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan,
syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,
tanpa ada penyimpangan yang bersifal
penling/pokok alau penawaran bersyaral;

d. Penyimpangan yang bersifal penting/pokok
alau penawaran bersyaral adalah:

1) Penvimpangan Dokumen Penawaran
dari  Dokumen Pemilihan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas dan
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) Penawaran dari peserta dengan
persyaratan tambahan diluar ketentuan
dan  syaral-syaral yang  akan



menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan/atau tidak adil.

¢. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan
penawaran dengan alasan:

1) Peseria tidak aklif/lidak membuka SPSF,
dan/atau tidak bertanya pada  saal
pemberian penjelasan; dan/atau

Z)  kesalahan  yang  tidak  substansial,
adalah kesalahan-kesalahan yang tidak
mempengaruhi hasil evaluasi.

{. Para pihak dilarang mempengaruhi alau
melakukan  intervensi  kepada  Pokja
Pemilihan selama proses cvaluasi;

% Apabila dalam evaluasi ditemukan buki
adanya persaingan usaha yang tidak schat
dan/atau terjadi pengaluran bersama
(indikasi  kolusi/persckongkolan) — antara
peserta, Pokja Pemilihan, UKPB], PFK
dan/atau pihak lain yang ferlibal, dengan
tujuan  untuk memenanakan  salah salu
peserta, maka:

1) peserta yang ditunjuk scbagai calon
pemenang dan peserta lain yang lerlibal
dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;

2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau
pihak lain yang terlibat persckonekolan
dikenakan  sanksi  sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundang -
undangan,

3) proses evaluasi letap dilanjutkan
dengan menetapkan peserta lainnya
yang tidak ferlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain
scbagaimana dimaksud pada angka 3),
maka tender dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi perseckongkolan terpenuhi,
maka peserta digugurkan pada tahap cvaluasi
administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

29.13. Evaluasi Administrasi:
a. cvaluasi administrasi melipuli pemeriksaan
kelengkapan dokumen penawaran.
b. penawaran dinyatukan memenuhi
persyaratan administrasi, apabila:
1) syarat-syaral substansial yany diminla
berdasarkan Dokumen Pemilihan
terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
a) Surat  Penawaran  (sebagaimana
lercantum dalam SPSE);

b) Jaminan Penawaran Asli  (apabila
digyaratkan);

¢) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi
(apabila ber-KSQ);

d) Dokumen Penawaran Teknis;

¢) Dokumen Penawaran Targa.

#%) Surat Penawaran memenuhi ketentuan
yaitu  jangka  waktu  berlakunya
Penawaran tidak kurang dari waktu
scbagaimana tercantum dalam LDF,

3) Jaminan  Penawaran Asli  (apabila
clisyaratkan) memenuhi ketentuan
sebagai berikul:



a)

b)

c)

d)

Dalam hal pekerjaan  Konstruksi
dengan  nilai  HPS di  alas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar  rupiah) sampai  dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah), diterbitkan olch:

I. Bank Umum;

2. Perusahaan Fenjaminan;

3. Perusahaan Asuransi;

4. Lembaga khusus yang
menjalankan usaha di bidang
pcmbiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ckspor
Indoiicsia sesual derigaii
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Lembaga
pembiayaan  ckspor  Indonesia;
atau

Konsorsium perusahaan asuransi
umum/  kongorsium  lLembuau
penjaminan/ konsorsium
perusahaan  penjaminan  yang
mempunyai  program  asuransi
kerugian (surctyship).

huruf a.2 sampai dengan a.5 lelah
ditetapkan/mendapatkan
rckomendasi  dari Otorilas  Jusa
Keuangan (QJK),

FJ]

Dalam hal pekerjaan Konsiruksi
dengan  nilai =~ HPS  di  atas
Rp100.000.000.000,00 (seralus
miliar rupiah) diterbitkan olch:

I. Bank Umum; alau

2. Konsorsium perusahaan asuransi
umun/konsorsium Lembuaga
penjaminan/konsorsium
perusahaan  penjaminan  yang
mMempunyal  program - asuransi
kerugian (suretyship);

huruf  b.2  (elah  ditelapkan/

mendapatkan  rckomendasi  dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masa berlaku tidak kurang dari

Waktu scbagimana tercantuim dalain

LDP;

Masa Dberlaku dicantumkan dalam

angka dan huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulisan
antara angka dan huruf maka
masa berlalku yangz diakui adalah
tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angka
jelas sedangkan dalam huruf tidak
jelas/tidak bermakna/salah,
maka yang diakui adalah masa
berlaku  vane  lertulis  dalam
angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka
dan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka
dinyatakan gugur.
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2)

h)

J)

k)
1)

Nama yang fercantum dalam surat
Jaminan Penawaran sama dengan
nama peserla;

Besaran  nilai Jaminan  Penawaran

sebagaimana yang tercantum dalam

LDP;

Besaran nilai Jaminan Penawaran

dicantumkan dalam angka dan huruf,

dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulisan
antara angka dan huruf maka
nilai yang diakui adalah tulisan
huruf;

(2) apabila yang tcitulis dalam angka
Jelas sedangkan dalam huruf tidak
jelas/tidak bermakna/salah,
maka yang diakui adalah nilai
yang tertulis dalam angka; alau

(3) apabila yang lertulis dalam angka
dan dalam huruf lidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka
penawaran dinyatakan gugur.

Nama  Pokja Pemilihan  yang

menerima Jaminan Penawaran sama

dengan nama Pokja Femilihan yang
mengadakan Tender:

Paket pckerjaan yang dijamin sama

dengan paket pekerjaan  yang

ditenderkan;

Jaminan Penawaran harus dapal

dicairkan tanpa syarat

(unconditional) sebesar nilai Jaminan

dalam waktu paling lambal 14 (cmpal

belas)  hari  kerja, sclelah  sural
pernyataan wanprestasi dari  Pokja

Pemilihan diterima  olch  Penerbit

Jaminan;

Jaminan Penawaran atas nama KSO

harus ditulis alas nama KSQ; dun

Substansi  dan  keabsahan/kecaslian

Jaminan Penawaran (clah

dikonfirmasi dan diklarifikasi sccara

tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada
penerbit jaminan apabila kurang jelas
darn meragukarn.

4) Surat Ferjanjian Kerja Sama Operasi
memenuhi persyaratan sebagai berikul:

a)
b)
©)
d)
c)

c. Pokja

mencantumkan nama KSO sesuai
dengan dokumen isian kualifikasi;
mencantumkan  nama  perusahaan
leadfism KSQ dan anggzota KSO);
mencantumkan  pembagian  modal
(sharing) dari setiap perusahaan;
mencantumkan nama individu pihak
yang mewakili KSO; dan
ditandatangani para calon pescria
KSO.

Pemilihan  dapal  melakukan

klarifikasi/konfirmasi secara tertulis
terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan namun tidak boleh mengubah
substansi;



d. Evaluasi administrasi menghasilkan  dua
kesimpulan,  yaitu  memenuhi  syaral
administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi;

. Peserta  yang  memenuhi  persyaratan
administrasi dilanjutkan dengan cvaluasi
teknis;

f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada
yang  lidak  memenuhi  persyaratan
administrasi  maka  Pokja  Pemilihan
melakukan evaluasi administrasi terhadap
penawar terendah berikutnya (apabila ada);

& Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
pescrta  yang  memenulii  persyaratan
administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan
dengan evaluasi teknis; dan

h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi
persyaralan  administrasi, maka tender
dinyatakan gagal.

o

29.14. Evaluasi Teknis:

a. Evaluasi tcknis dilakukan terhadap peserta
yang memenuhi persyaratan administrasi:

b. Unsur-unsur yang dievaluasi leknis scsuai
dengan yang ditetapkan  sebagaimana
tercantum dalam LDP;

. Evaluasi teknis dilakukan dengan  sistem
gugur dengan ketentuan:

1) Pokja Pemilihan menilai  persyaratan
teknis minimal yang harus dipenuhi
dengan membandingkan pemenuhan
persyaralan teknis sebagaimana
tercantum dalam LDP;

2) Penawaran  dinyatakan memenuhi
persyaratan teknis schagaimana
tercantum dalam LDP apabila:

a) Metode  pelaksanaan  pekerjaan
memenuhi  persyaratan  subslantit
yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam
menyelesaikan pekerjaan, meliputi:
(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari

awal sampai akhir sccara garis
besar dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis pekerjaan
utama,

(2) Kescsuaian antara melode kerja
dengan peralatan ulama yang
ditawarkan/diperlukan dalam
pelaksunaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara melode kerja
dengan spesifikasi/volume
pekerjaan yang disyaratkan,

Penilaian metode pelaksanaan tidak

mengevaluasi Jobmix/rincian/

campuran/komposisi material dari
jenis pekerjaan.

Dalam melakukan evaluasi lerhadap
metode  pelaksanaan  pekerjaan,
Pokja Pemilihan membandingkan
anlara mclode kerja yvang,



b)

c)

ditawarkan olch peserta  dengan
melode kerja yang menjadi bagian
persyaralan  teknis  yang  lelah
ditclapkan olch PPK dengan cara
menilai kesesuaian metode lersebul.
Apabila  tidak  scsuai,  Pokja
melakukan  evaluasi  berdasarkan
kescsualan  mcetode  Kerja yang
ditawarkan dengan peralatan utama,
serta personel berdasarkan keahlian
yang dapal dipertanggungjawabkan.

Jangku waklu pelaksanaan
pekcijaan yang dilawarkan  tidak
melampaui batas waktu

sebagaimana tercantum dalam 1.DF,

Peralalan ulama yang dilawarkan
sesuai dengan yang dilelapkan
dalam Dokumen Pemilihan, densan
ketentuan:

(1) Yang dimaksud dengan
peralalan utama adalah
peralatan  yang  mendukung
langsung dan sesuai kebutuhan
untuk melaksanakan pckeriaan
pekerjaan utama (major ilem);

(2) Jenis, kapasitas, dan jumlah
yang disediakan untuk
pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kepemilikan peralatan utama
adalah milik sendiri, sewa beli,
dan/atau  milik pihak lain

dengan perjanjian Sewd
bersyarat (bukan sural
dukungan).

(4) Khusus pekerjaan dengan nilai
HPS di atas

KpZ00.000.000.000,00  (dua
ratus miliar rupiah), maka
peralatan  utama  wajib  milik
sendiri atau dalam status Scwa
Beli dengan ketentuan peralatan
sudah  dalam  penguasaan
pescrta dan sudah ada bukli
perjanjian sewa beli dengan
tanggal perjanjian  sebelum
pemasukan penawaran,

(5) Evaluasi terhadap peralatan
utama yang bersumber dari:

(a) Milik  sendiri, dilakukan
terhadap bukti kepemilikan
peralalan  (contoh  STNK,
BPKB, invoice);

(b) Sewa  Beli, dilakukan
lerhadap bukti pembayaran
Sewa Beli (contoh invoice
uang muka, angsuran);

(¢) Sewa dilakukan terhadap
kebenaran sural perjanjian
sewa.

(6) Dalum hal jenis, kapasilas,
komposisi dan jumlah peralatan



minimal  yang  ditawarkan
berbeda dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan,
maka Pokja Pemilihan akan
membandingkan  produktivitas
alal  fersebut  berdasarkan
metode pelaksanaan pekerjaan
yang  ditawarkan.  Apabiia
perbedaan peralatan
menyebabkan metode  tidak
dapal dilaksanakan alau
procuktivitas yang diinginkan
tidak tercapai scsuai dengan
larget  serla  waklu  yang
dibutuhkan, maka dinyatakan
tidak memenuhi persyaratan
dan dapat digugurkan pada
fahap evaluasi teknis,

d) Personel manajerial yang
ditawarkan sesuai dengan yang
diperlukan  dalam  pelaksanaan
pekerjaan, dengan ketentuan:

(1).

(3).

(4).

(5).

(6).

(7).

(8).

Personel ~ manajerial  yang
disyaratkan melipuli  jabalan:
Manajer Pelaksanaan/ Proyek,
Mangjer  leknik,  Manajer
Keuangan, dan/atau
Ahli/Pctugas K3.

. Untuk pekerjaan yang

dipcruntukkan bagi:
(a) Usaha Kecil tidak
mensyaraikan Tenaga Alli,
(b) Usaha Menengah dan Usaha
Besar tidak mensyaralkan
Tenaga Teknisi atau Analis
dan Operalor,
Hanya mensyaratkan 1 (satu)
sertifikat  kompetensi  kerja
untuk setiap personcl yang
disyaratkan,
Untuk pekerjaan yang memiliki
tingkat risiko kecil, maka dapat
mensyaratkan Petugas K3 atau
Ahli K3  sedangkan untuk
pekerjaan yang masuk dalam
kategori risiko besar maka
mensyaratkan Ahli K3,
Kompetensi personel manajerial
meliputi tingkat pendidikan dan
pengalaman bekerja sesuai jenis
pekerjaan yang ditenderkan.
Sertifikat Kompelensi  Kerju
dibuktikan saal rapal persiapan
penunjukan penyedia.
Pengalaman  kerja  dihitung
berdasarkan  daftar  riwayat
pengalaman kerja atau relerensi
kerja dari pemberi tugas.
Pengalaman yang disampaikan
tanpa  melampirkan  daflar
riwayal hidup atau referensi
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(9.

(10).

maka tidak dapat dihitung
sebagai pengalaman.
Pengalaman kerja yang dihitung,
adalah  pengalaman  scsuai
dengan jenis pckerjaan yang
ditenderkan (bukan
berdasarkan  jabatan  yang
ditawarkan).

Pengalaman kerja dihitung per
tahun lanpa memperhatikan
lamanya pelaksanaan
konstruksi (dihitung
berdasarkan Tahun Anggaran).

ngian pekerjaan  yang  akan
disubkontrakkan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

(1).

Pakel pekerjaan dengan nilai
pagu anggaran di alas

Rp25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah)
sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) wajib
mensubkontrakkan  sebagian
nekerjaan utama kepada

penyedia jasa spesialis (apabila
telah tersedia penyedia jasa
spesialis), dan schagian
pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub
penyedia  jasa  Usaha Kecil;
dan/atau

. Paket pekerjaan dengan  nilai

pagu  anggaran  di  atas

Rp100.000.000.000,00 (seralus

miliar ruptah) wajib:

(a) mensubkon(rakkan sebagiun
pekerjaan ulama  kepada
penyedia  jasa  spesialis
(apabila  f(elah  (ersedia
penyedia jasa spesialis) dan
dalam penawarannya sudah
mchominasikan  penvedia
Jasa spesialis tersebul, dan

(b) mensubkontrakkan scbagiun
pekerjaan  yang  bukan
pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa Tlsaha Kecil
dari lokasi pekerjaan
provinsi  setempat  kecuali
tidak tersedia sub penyedia
jasa provinsi sctempal yang
dimaksud, dan  dalam

penawarannya sudah
menominasikan sub
penyedia jasa Usaha Kccil
tersebut.
Dengan card memilih
perkerjaan yang

disubkontrakkan sesuai yang
tercantum dalam lembar Data
Pemilihan (LDP);
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(8). Penyedia tidak
mensubkontrakkan seluruh
pekerjaan utama;

(4). Penyedia Usaha Kecil  tidak
mensubkontrakkan  pekerjaan
yang diperolch.

f)  Dokumen Rencana Kesclamatan
Konstruksi (RKK) memenuhi
persyaratan sebagaimana lercantum
dalam LDP, yang memual:

(1). manajemen risiko dan rencana
tindakan  (minimal  scsuai
identifikasi bahaya yang
ditentukan PPK), meliputi:

(a) Penjelasan manajemen
risiko meliputi
mengidentifikasi  bahaya,
mcnilai tingkat risiko, dan
mengendalikan tingkal
risiko.

(b) Penjelasan rencana tindakan
meliputi  sasaran  umum,
sasaran khusus, dan
Program K3,

(2). Pakta komitmen yang ditanda-
tangani cleh wakil suh badan
usaha.

2) Dokumen lain yang disyaratkan

(apabila ada) schagaimana
tercantum dalam LDP, dengan
ketentuan:

(1) Kriteria ~ evaluasi  diuraikan
secara rinci dan terukur;

(2) Persyaratan harus
mempertimbangkan  persaingan
usaha yang schat dan jungka
waktu pemenuhan persyaralan.

d. Pokja Pemilihan dapal melakukan verifikasi

lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya
kepada pabrikan/produsen/agen/
distributor material/alat untuk menjamin
konsistensi  jenis  material/alat serta
kemampuan untuk menyediakan
malerial/peralatan sesuai jadwal yang lelah
diletapkan serla kebenaran penyewaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan;

. Apabila dalam evaluasi leknis terdapat hal-
il yang idak jelas alau mcraguian, Fokja
Pemilihan melakukan klarifikasi  dengan
peserta. Dalam  klarifikasi, peserla tidak
diperkenankan mengubah substunsi
penawaran.  Hasil  verifikasi  lapangan
dan/atau klarifikasi dapal menggugurkan
penawaran;

Peserla yang dinyatakan lulus evaluasi leknis
dilanjutkan dengan cvaluasi harga;



2. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah
setelah koreksi aritmatik ada yang tidak
memenuhi  evaluasi  teknis maka Pokja
Pemilihan melakukan cvaluasi terhadap
penawar lerendah berikutnya (apabila ada)
dimulai dari evaluasi administrasi;

h. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang lulus evaluasi teknis, maka
cvaluasi tetap dilanjutkan dengan cvaluasi
harga;

i. Apabila tidak ada peserta yang lulus cvaluasi
tcknis maka fender dinyatakan gagal; dan

J. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi
teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan
ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis.

29.15. Evaluasi Harga:

a. unsur-unsur yang pertu dievaiuast adalah
hal-hal yang pokok atau penting, dengan
ketentuan:

1) Total harga penawaran lerkoreksi
dibandingkan dengan nilai total HPS:

a) apabila tolal harga penawaran
farkorcksl melebihi nilai tolal TIPS,
dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penawaran
terkoreksi di atas nilai total TIPS,
tender dinyatakan gagal.

2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan
biava penyelenggaraan keamanan dan
keschatan  kerja  serta Kesclamatan
Konstruksi maka dinyatakan gqugur.

3) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan
maka harga satuan penawaran yang
nilainya lebih besar dari 110% (scratus
sepuluh persen) dari harga satuan yang
tercantum  dalam  HPS, dilakukan
klarifikasi dengan ketentuan:

a) apabila setelah dilakukan klarifikasi,
ternyata harga satuan terscbut
dinyatakan timpang maka harga
satuan timpang hanya berlaku untuk
volume sesuar dengan  Datlar
Kuantitas dan Harga. Jika lerjadi
penambahan  volume  lerhadap
pekerjaan yang harga saluannya
dinyatakan timpang, maka
petmbayaran terhadap  volume
tersebut berdasarkan harga saluan
hasil negosiasi;

b) apabila setelah dilakukan klarifikasi,
ternyata harga satuan tersebul dapal
dipertanggungjawabkan/ sesuai
dengan harga pasar maka harga
satuan tersebul dinyalakan tidak
timpang,.

4) Apabila terdapat mata pembayaran yang
harganya nol atau tidak ditulis maka
dilakukan klarifikasi, kegialan tersebul
harus tetap dilaksanakan. Harganya



dianggap  termasuk  dalam  harga
pekerjaan lainnya.

b. Dilakukan cvaluasi kewajaran harga dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

3)

4)

Evaluasi kewajaran harga dilakukan
terhadap bagian pekerjaan lumsum dan
bagian pekerjaan harga satuan;
Klarifikasi  terhadap hasil  koreksi
aritmatik,  apabila  ada  korcksi/
perubahan;

Klarifikasi dalam hal pcnawaran Tingkal

Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN)

berbeda dibandingkan dengan perkiraan

Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan

TKDN);

Klarifikasi/cvaluasi  kewajaran  harqa

apabila harga penawaran dibawah 80%

(delapan  puluh  persen) HPS dengan

ketentuan:

a) Peserta  menyampaikan  Rincian
Keluaran dan Harga (untuk bagian
pekerjaan  lumsum) dan Analisa
Harga Satuan FPekerjaan (untuk
bagian pekerjaan harga satuan)

h)  Rincian Keluaran dan Harga (untuk
bagian pekerjaan lumsum) dan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
(untuk bagian pekerjaan harga
satuan) hanya digunakan untuk

evaluasi kewdajaran harea
penawaran  dan  tidak  dapal
digunakan schagai dasar

pehgukuran dan pembayaran
pekerjuan;

¢) Meneliti dan menilai kewajaran
harga satuan dasar meliputi harga
upah, bahan, dan peralatan dari
harga satuan penawaran sckurang-
kurangnya pada seliap  mala
pembayaran utama;

d) Meneliti dan  menilai kewajaran
kuantitas/koefisien dari unsur upah,
bahan, dan peralatan dalam Analisa
Harga Saluan sekurang-Kurangnya
pada setiap pekerjaan utama;

e) MHasil penelitian butir ¢) dan butir d)
digunakan  untuk  mecnghitung
kewajaran harga tanpa
memperhitungkan keuntungan yang
ditawarkan;

f) Harga dalam Analisa Harga Saluan
Pekerjaan dan Rincian Keluaran dan
Harga yang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan digunakan
untuk  menghitung total  harga
nenawaran:

&) Total harga secbagaimana dimaksud
pada huruf f) dihitung berdasarkan:
(1) volume yang ada dalam Daflar

Kuantitas dan Harqa; serla



(2) keluaran  (output) yang ada
dalam Daftar Keluaran dan
Harea.

h) Apabila total harga Iecbih kecil dari
hasil evaluasi sebagaimana huruf g)
terscbut, maka harga penawaran
dinyatakan tidak wajar dan gugur

harga;
i) Apabila total harga penawaran lebih
besar dari hasil cvaluasi

sebagaimana huruf g) tersebul, maka
harga pcnawaran dinyatakan wajar,

J)  Apabila peserta lerscbul dilunjuk
scbagai  perenanyg lender, haius
bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima
persen) dari nilai total HPS; dan

k) Apabila peserta yang bersangkutan
tidak bersedia menaikkan nilai
Jaminan  Pelaksanaan  menjadi
sebesar 5% (lima persen) HPS,
penawarannya  digugurkan  serta
dikenakan sanksi Daflar Iitam.

c. Memperhitungkan preferensi harga  alas

nenggunaan produksi dalam neeeri (apabila
memenuhi  persyaratan  diberlakukannya
preferensi  harga) dengan  kefenluan
perhitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) vyang disampaikan oleh

peserta berdasarkan penilaian sendirvi (self

assessment), dengan kelentuan:

1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa
dalam  negeri  diberlakukan  pada
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai
rupiah  murni tetapi hanya berlaku
unfuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai
diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
ruptah);

2) Preferensi Harga hanya diberikan
kepada Barang/Jasa dalam  ncgeri
dengan TKDN lebih besar alau sama
dengan 259% (dua puluh hma persen).
Apabila peserta lidak menyampaikan
formulir  perhitungan TRON  maka
peserta dianggap tidak menginginkan
diberlakukan preferensi  harga  bagi
penawarannya dan tidak
menggugurkan,
Ketentuan dan tata cara penghitungan
TKDN merujuk pada kelentuan yang
ditetapkan ~ olech ~ Menteri yung
membidangi  urusan  perindusirian
dengan lelap berpedoman pada tata nilai
Pengadaan Barang/]asa.

3) Rumus penghitungan scbagai berikul:

HEA = (1—-KP)x HP
HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.
KF adalah koefisicn preferensi
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d.

e

Preterensi Tertinggl adalah preferensi
harga maksimum yaitu 7,5%
untuk pekerjaan konstruksi
dan 25% untuk barang/jasa

HF = Harga Penawaran sclclah
koreksr aritmalik.

4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau Icbih
penawaran dengan HEA yang sama,
penawar dengan TKDN (erbesar adalah
scbagal pemenang;

5) pemberian Preferensi Ilarga lidak
mengubah Harga Penawaran dan hanya
digunakan olch Pokja Pemilihan untuk
Keperiuan  perhilungan  1IEA  gloia
menetapkan peringkat  pemcenang
tender.

Apabila terdapat calon pemenang memiliki
harga penawaran yang sama, maka Pokja
Pemilihan memilih peserta yang mempunyai
Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal
ini  dicatat dalam Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP);

Apabila dalam evaluasi dilemukan bukti
harga tidak wajar akibal terjadinya
persaingan usaha tidak schal dan/atau
terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persckongkolan) sebagaimana
ketenfuan  peraturan  dan  perundang-
undangan, maka tender dinyatakan gagal
dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi
Daftar Hitam;

Apabila dalam evaluasi harga lerdapal hal-
hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokju
Pemilihan dapat melakukan klarifikasi
dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta
tidak diperkenankan mengubah  substansi
penawaran.  Hasil  verifikasi  lapangan
dan/atau kiarifikasi dapat menggugurkan
penawaran;

Apabila dalam evaluasi kewajaran harga
(apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserla
tidak hadir dan/atau tidak bersedia
dilakukan klarifikasi sehingga lahapan-
tahapan Dvaluasi Kewajaran Harga {idak
dapat dilaksanakan, maka penawaran
digugurkan;

. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran

harga (apabila ada) disampaikan tertulis
secara clektronik dan/atau non clcktronik
kepada data kontak penyedia yang lerdapal
pada daftar isian kualifikasi,

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak
dapal mengakses data kontak (misal akun
email atau no telepon), lidak dapal
dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakscs
alau alasan tcknis apapun dari sisi peserta,
maka risiko sepenuhnya ada pada pescria;
Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah
selelah koreksi aritmatik ada yang tidak
memenuhi  cvaluasi harga maka Pokja
Pemilihan melakukan evaluasi lerhadap
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30. Evaluasi
Kualifikasi

20.16.

50.1.

)
o
|

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

penawar terendah berikutnya (apabila ada)
dimulai dari evaluasi administrasi;

k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang lulus evaluasi harga, maka
cvaluasi  dilanjutkan  dengan  evaluasi
kualifikasi; dan

. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi
harga maka tender dinyatakan gagal.

Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (liga)
penawaran sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi
terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan
(diunggah) oleh peserta melalui form elektronik
isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada
fasilitas upload data kualifikasi lainnya.

Data kualifikasi pada rform  elekironik isian
kualitikasi dalam aplikasi SPSE atau pada tasihlas
upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian
yang saling melengkapi.

Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian
data kualifikasi dengan data yang diunggah
{upivac, maka data yany, dianggap benar adalal
data yang terdapat dalam isian kualifikasi form
clektronik SPSE.

Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan
dengan lahapan Evaluasi Penawaran,

Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.
P

Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU)
memperhatikan ketentuan sebagai berikul:

a) Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU)
berdasarkan masa berluku yang
lertera/tertulis  pada sertifikat  terscbul
dengan tidak memperhalikan keteniuan
registrasi tahunan.

b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis
masa berlakunya sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran tidak
dapat diterima dan penyedia dinyatakan
ugur.

¢) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Badan
Usaha (SBU) habis setelah batas akhir
pecmasukan Dokumen  Penawaran, maka
Peserla harus menyampaikan Serlifikal
Badan  Usaha  (SBU)  yang  sudal
diperpanjang kepada Pejabal Pembual
Komitmen pada saal rapal persiapan
penunjukan penyedia.

Dalam hal peseria ber-KSQO, dokumen kualifikasi
dilengkapi dengan Pakta integritas dari anggola
KSO-nya. Apabila tidak ada, maka tidak dicvaluasi
lebih lanjut dan dinyatakan gugur kualifikasi.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau dala yang
kurang jelas maka dilakukan klarifikasi sccara
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31. Pembuktian
Kualifikasi

30.9.

30.10.

31.1.

31.2.

W
i
Fia

31.4.

31.5.

o
~

31.8.

31.9.

tertulis namun tidak bolch mengubah substansi
formulir isian kualifikasi.

Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi
sudah merupakan ajang kompetisi, maka data
yang kurang tidak dapat dilengkapi.

Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus
kualifikasi apabila memenuhi ketentuan pada
LDK.

Pembuktian  kualifikasi  dilakukan terhadap
peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

Undangan  pembuktian  kualifikasi  harus
disampaikan tertulis secara elekironik dan/atau
non elektronik.

Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah
menyebutkan dokumen yang wajib dibawu oleh
peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika
peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi
SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu
yang dibuluhikan unfuk kehadivan penyedia daii
penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

Apabila  peserta  tidak  dapat  menghadin
pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapal
diterima, maka Pokja Pemilihan memperpanjang
wakiu pcz'nbu‘kiian kualifikasi paling kurang !
(satu) hari kerja.

Dalam hal peserta tidak hadir karcna tidak dapal
mengakses data kontak (misal akun email atau no
telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, lidak
sempal mengakses atau alasan teknis apapun dari
sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada
peserta.

Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian
kualifikasi adalah:

a. Direksi yang namanya ada dalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perubahan;

b. Penerima kuasa dari dircksi yang nama
penerima kuasanya lercantum dalam akla
pendirian/perubahan;

c. Kepala Cabang perusahaan yang diangkal
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik; atau

d. Pejabat yang menurul Perjanjian Kerja
Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

Pemibuktian  kualifikasi  dilakukan  dengan
meinverifikasi Kesesuaian data pada inforimasi
Formulir clektronik isian kualifikasi pada SPSE
atau fasilitas lain  yang disediakan dengan
dokumen asli, salinan dokumen yang sudah
dilegalisir olch pejabat yang berwenang dan
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32. Penawaran
Harga Secara
Berulang (e-
reverse
auction)

al1.10.

31.11.

31.12.

31.13.

32.1.

meminta salinan dokumen terscbut, dan/atau
melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh
penerbit  dokumen. Pembuktian  kualifikasi
terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau
sumber daya manusia serta  persyaralan
kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan
klarifikasi/verifikasi lapangan apabila
dibutuhkan.

Pembuktian  kualifikasi untuk  memeriksa/
meneliti  keabsahan pengalaman  pekerjaan
sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen
kontrak asli dan Berila Acara Scrah Terima
| o P PRt <3 Yo m s - A g i [ . | \ 1 . |
rc:u;l'_]uun d&l‘l [JCI\CIJ.’AE}.II y'(lll(‘s woran discivsaiharn
sebelumnya.

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian
kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempalan
namun lefap lidak dapat menghadiri pembukfian
kualifikasi sesuai dengan 31.6, maka peserta
dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran
(apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan,
dikenakan  sanksi  Daftar  Hilam, Jaminan
Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas
Negara.

Dalam hal tidak ada peserta yang lulus
pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan
eazal.

Dalam hal hanya lerdapat 2 (dua) penawar yang
dinyatakan lulus administrasi, teknis, dan
kualifikasi, pokja pemilihan dapat mcemberikan
kesempatan kepada peserta untuk berkompelisi
kembali dengan cara menyampaikan penawaran
harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifal lebih
rendah dari penawaran scbelumnya.

Dalam hal dilakukan e-reverse auction, pokja
pemilihan mengundang peserta melakukan -
reverse auction dengan mencantumkan waktu
pelaksunaan  unfuk  peserta menyampaikan
penawaran berulang dalam kurun waklu yang
telah ditetapkan.

Peserta menyampaikan penawaran harga melalui
fitur pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman
dokumen berdasarkan alokasi waktu {(batch) alau

secara real-time.

Sctelah masa penyampaian penawaran berulang
berakhir maka sistem akan menginformusikan
peringkat berdasarkan urulan posisi penawar
(positional bidding) secara real-time

Setelah  e-reverse  auction  dilakukan  cvaluasi
harga.

349



F.

32.6
33. Klarifikasi dan 33.1
Negosiasi
Teknis dan
Harga
33.2.
33.3.
PENETAPAN PEMENANG
34. Penetapan 54.1.
Pemenang
34.2,
343,

Dalam hal penawaran terendah sctelah ¢-reverse
auction di bawah 80% (delapan puluh persen),
dilakukan evaluasi kewajaran harea.

Dalam hal hanya 1 (salu) peserfa yang memenuihi
persyaratan administrasi, icknis, dan kualifikasi,
dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga.

Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan
pckerjaan  yang dapal mempengaruhi  harga
untuk dilakukan negosiasi.

Hasil klarifikasi dan negosiasi feknis dan harga
dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan
negosiasi leknis dan harga.

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dpubila
isian yang disampaikan peserta pada formulir
isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.

Dalam hal peserta diketahui mengikuli beberapa
paket pekerjuan yang ditenderkan oleh beberapa
Pokja Pemilihan dalam waktu yang bersamaan
dan telah ditctapkan menjadi pemenang pada
beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan
ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP)
(untuk usaha kecil)/sisa kemampuan nyata (SKN)
(untuk usaha menengah dan besar).

Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa
paket  pekerjaan  konstruksi  dalam  wakiu
penctapan pemenang, bersamaan:

a. Menawarkan peralatan yang sama untuk
beberapa pakel yang diikuti dan dalam
evaluasi  memenuhi  persyaratan  pada
masing-masing  paket pekerjaan, maka
hanya dapal ditctapkan scbagai pemenang
pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara
melakukan klarifikasi untuk menentukan
peralatan  fersebut  akan  ditempatkan,
sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya
dinyatakan peralatan  tidak  ada  dan
dinyatukan gugur;

b. Apabila pescrta menawarkan peralatan yang
sama pada paket pekerjaan lain/yang
sedang  berjalan, maka hanya dapal
ditctapkan  schagai  pemenang,  apabila
sefelah  dilakukan klarifikasi  peralatan
tersebul tidak terikat pada pake! lain;

¢. Kelentuan hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 (satu) pakel pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
dapat dikecualikan dengan syaral waklu
penggunaan  alat tidak tumpang tindih
(overlap), ada peralatan cadanean vang
diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang
memenuhi syarat, lokasi peralalan yang
berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan
schingga dapal digunakan scsuai dengan
Jadwal pelaksanaan pckerjaan, dan/atau
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34.4.

34.5.

34.7.

kapasitas dan produktivitas peralatan sccara

teknis dapat menyelesaikan lebih dari |

(satu) paket pekerjaan;

d. Mecnawarkan personel yang sama pada lebih
dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya
dapal difclapkan scbagai pemenang pada |
(satu) paket pckerjaan setelah dilakukan
Klarifikast  untuk  menentukan persontl
tersebut akan ditempatkan, sedangkan
untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan
personel tidak ada dan dinyatakan quaur;

¢. Ketentuan pada huruf d hanya dapal
ditetapkan schagai pemenang pada 1 (satu)
paket pekerjaan konstiuksi, kecuali:

1) Personel yang diusulkan penugasannya
sebagai  Kepala Proyek/  General
Supcrintendent (GS),

2) Jadwal  penugasan  personel  lidak
lumpang  lindih  (overap)  dengan

kegiatan  lain  berdasarkun  jadwal
pelaksanaan  pekerjaan atau jadwal
penugasan;

3) Terdapat personel cadangan yang
diusulkan dalam Dokumen Penawaran
yang memenuhi syarat.

f.  Menawarkan personel yang sedang bekerja
di paket lain, maka pada saal akan
ditetapkan scbagai pemenang dipastikan
sudah tidak terikat pada paket lain.

Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani
Berifa Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling
sedikit memuat:

a. Nama scluruh peserta;

b. Harea pcnawaran atau harga penawaran
terkoreksi dari masing-masing peserta;
Metode evaluasi yang digunakan;
Unsur-unsur yang dievaluasi;

Rumus yang dipergunakan;

Keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu hal Tkhwal pelaksanaan tender,

& Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada sctiap tahapan evaluasi;

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

i Pernyataan bahwa tender gasal  apabila
tidak ada penawaran yang memenuhi
syarat.

-0 oo

Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
maka penelapan pemenang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan,

Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di
alas  Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan
oleh Pengguna Angearan (PA).

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pemenang dan akan mengakibatkan Surat
Penawaran  dan/ataw  Jaminan  Penawaran
(apabila disyaratkan) habis masa berlakunya,
maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta
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35. Pengumuman
Pemenang

36. Sanggah dari
Peserta Tender

34.8.

yang lulus cvaluasi penawaran dan cvaluasi
kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku
sural penawaran dan/atau Jaminan Penawaran
(apabila disyaratkan) secara lertulis sampai
dengan  perkiraan jadwal penandalanganan
kontrak.

Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran
dan  evaluasi  kualifikasi  tidak  bersedia
memperpanjang sural penawaran dan/alau
Jaminan  Penawaran (apabila  disyaratkan)
dianggap mengundurkan diri dan tidak
dikenakan sanksi.

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSF.

36.1.

36.2,

Sanggahan dari Peserta yang memasukkan
penawaran yang namanya lerlera dalam sural
penawaran  dan/atau  fertera  dalum  akiy
pendirian perusahaan.

Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui
aplikasi ~ SPSE  disertai  bukti  terjadinya
penyimpangan,

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila lerjudi

penyimpangan pirosedui mcliputi

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b. penyimpangan terhadap kelentuan dan

prosedur yang telah  ditetapkan  dalam

Dokumen Pemilihan;

rekayasa/persckongkolan  terlentu  schingga

menghalanai  tevjadinya  persainean  usaha

yang schat; dan/atau

d. penyalahgunaan  wewenang  olch  Pokja
Pemilihan, pimpinan UKPBJ], PPK, dan/atau
pciabat yang berwenang lainnya.

2]

Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima)
hari kerja setelah pengumuman pemenang,

Pokja Pemilihan wajib memberikan  jawaban
secara elektronik atas semua sanggahan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sctelah akhir masa
sangzah.

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja
Pemilihan menyatakan tender gagal.

Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam

hal:

a. sangguhan disampaikan lidak melalul aplikasi
SPSE (offling), kecuali keadaan kahar atau
Zangguan teknis;

b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja
Pemilihan; atau

c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan
tetap harus diproses scbagaimana penanganan
pengaduan.



37. Sanggah 37.1.

Banding dari
Peserta Tender

at.2.

578,

37.4.

37.5.

37.6.

ST,

Peserta  dapat mengajukan  sanggah banding
apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

Penyanggah menyampaikan sanggah banding
secara lertulis kepada KPA paling lambal 5 (lima)
hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam
aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding
disampaikan kepada APIP sesual LDP,

Penyanggah  banding harus  menyecrahkan
Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan
kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen)
dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (liga
pulurj hari kalender scjak langgal pengajuun
sanggah banding.

Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran
Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit
Jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuli
Sangazh Banding sebelum mendapatkan hagi!
klarifikasi Pokja Pemilihan.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding,
dengan lembusan kepada UKPB] paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah menerima
Klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA
tidak memberikan jawaban Sanggah Banding,
maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding,

Apabila Sanggah Banding dinyalakan
benar/diterima, UKPB] memerintahkan Pokja
Pemilihan  melakukan evaluasi ulang  atau
pemilihan penyedia ulang.

Apabila Sanggah Randing dinyatakan salah/tidak

diterima, maka;

a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan
dengan  menyampaikan — hasil  pemilihan
kepada Pejabal Pembual Komitmen:

b. UKPB] mencairkan Jaminan Sanggah Banding
dan disctorkan ke Kas Negara.

Sanggah Banding menghentikan proses Tender.,

Sanggah Banding yang disampaikan  bukan
kepada KPA, atau disampaikan diluar masa
sanggzah banding, dianggap scbagai pengaduan
dan  diproses  sebagaimana  penanganan
pengaduan.

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

38. Tender Gagal  38.1

Pokju Pemilihan menyatakan tender gugal,
apabila:

a. terdapat kesalahan yang substansial dalam
proscs cvaluasi;

b. lidak ada peserta yang menyampaikan
Dokuinen Perawarain setclah ada peinbeiiai
waktu perpanjangan;

c. lidak ada peserta yang lulus evaluasi
penawaran;

d. dalam  Dokumen Pemilihan ditemukan
kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak
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38.2
38.3

39. Tindak Lanjut  39.1
Tender Gagal

39.2

39.5

39.4

sesual dengan ketentuan dalam Peraturan
Perundang-undangan lerkail Pengadaan
Barang/Jasa Pemcrintah;

¢. scluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN);

f. scluruh peserta terlibal persaingan usaha
fidak sehalt;

€. scluruh penawaran harga terkorcksi di atas
HPS; atau

h. calon pemenang dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi
dengan scngaja tidak hadir dalam klarifikasi
dan/atau pembuktian kualifikasi.

PA/KPA menyatakan Tender gagal, apabila KKN
melibatkan Pokja Pemilihan/FPK/Peseria.

Setelah fender dinyatakan gagal, diumumkan
kepada seluruh peserta.

Setelah pengumuman adanya {ender gagal, Pokja
Pemilihan  atau  Pokja Pemilihan  pengganti
(apabila diganti) meneliti dan menganalisis
penycbab terjadinya tender gagal, menentukan
pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain
melakukan:

a. cvaluasi  ulang  terhadap  Dokumcn
Penawaran yang telah masuk;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran
hanya untuk peserta yang memasukkan
penawaran;

¢. lender ulang; atau

d. penghentian proses lender.

PA/KFA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang,
memberikan ganti rugi kepada peserta tender
apabila  penawarannya ditolak atau  tender
dinyatakan gagal.

Pokja pemilihan melakukan cvaluasi penawaran
ulang apabila lerdapat kesalahan dalam cvaluasi.

Pokja pemilihan mengundang peserta untuk
menyampaikan  penawaran  ulang, apabila
ditemiuian Kesalahan dalam Dokumen Permililian
alau tidak sesuai denzan ketentuan dalam
Peraturan Perundang-undangan terkail
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan
terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen
Pemilihan.

Pokja pemilihan melukukan tender ulang apabila:

a. tidak ada  peserta yang menyampaikan
Dokumen Penawaran sctelah ada pemberian
waklu perpanjangzan;

b. tidak ada peserta yang lulus cvaluasi
PCNAWArdn;

c. seluruh peserta lerlibat Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN);

d. seluruh peserta lerlibat persaingan usaha
lidak schal;

e. seluruh  penawaran harga di alas 11PS;
dan/atau



39.6

3.7

39.8

39.9

f. KKN mclibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Dalam hal tender ulang yang discbabkan olch
KKN yang melibatkan Pokja Femilihan/PPK,
tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK
yang baru.

Pokja pemilihan melakukan penghentian proses
pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan
dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan
masih dapal ditunda dan tidak cukup waktu lagi
unluk melaksanakan proses pemilihan dan/atau
pelaksanaan pekerjaan.

Khusus untuk tender gagal yang discbhabkan
karena kesalahan dalam dokumen pemilihan,
apabila penyelesaiannya tidak dapat dilakukan
sesuai kelentuan 39.4, maka dilakukan dengan
cara Tender Ulang,.

Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan

melakukan  Penunjukan  langsung  dengan

kriteria:

a. persetujuan PA/KPA;

b. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan
Tender.

H. PENUNJUKAN PEMENANG

40. Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara
Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabal Pembual
Komilmen dengan tembusan kepada Kepala
UKPB] schagai dasar untuk menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan
dengan ketentuan setelah:

a. masa sanggah berakhir (apabila tidak adu
sangeahan);

b. masa sanggah banding telah berakhir
(apabila ada sanggahan lclapi tidak ada
sanggahan banding); atau

c. KPA  menyatakan sanggah  banding
salah/tidak  diterima  (apabila  ada
sanggahan banding).

Sebelum menerbitkan Sural Penunjukan Penvedia
Barang/Jasa (SPPB]), Pcjabal Pembuat Komitimen,
Pokja Pemilihan dan pemenang melaksanakan
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wujib
melaksanakan Rapat  Persiapan  Penunjukan
Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (liga)
hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP) diterima olch PPK,

Rapat persiapan penunjukan Penyedia
dilaksanakan  untuk  memastikan  Fenyecha
memenuhi ketentuan scbagai berikut:

a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
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40.6

40.7

40.8

40.9

40.10

40.11

40.12

40.13

40.14

b. bukti  scrtifikat  kompctensi  personcl

manajerial;

perubahan jangka wakiu pclaksanaan

pekerjaan dikarcnakan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang ditetapkan scbelumnya
akan melewati batas tahun anggaran;

d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi
operator, teknisi atau analis yang belum
bersertifikal  pada saal pelaksanaan
pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih  pengalaman/keahlian
bidang konstruksi mclalui sistem kerja
praktik/magang, paling sedikil
peribahasan leikail juinlah pescila, durasi

pelaksanaan, dan jenis keahlian.

iz

Dalam hal Pemenang tidak memenuhi ketentuan
sehagaimana dimaksud pada 40.5 di atas, maka
PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapal
persiapan penunjukan  penyedia  bersama

Pemenang Cadangan 1 (apabila ada).

Dalam  hal pemenang cadangan 1 lidak
memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemilihan
melaksanakan  rapat  persiapan penunjukan
penyedia bersama pemenang cadangan 2 (apabila
ada).

Dalam  hal pemenang  cadangan 2 tidak
memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemilihan
melaksanakan  rapat  persiapan penunjukan
penyedia bersama peserla yang memenuhi
persyaratan penawaran dan kualifikasi (apabila
ada) scsuai urulan berikutnya,

Dalam hal tidak ada peserta yang memenuhi,
maka PPK melaporkan kepada Pokju Pemilihan
dan ditembuskan kepada UKPBJ untuk dilakukan
Tender ulang.

Pejabal Pembuat Komitmen menerbitkan SPFB]
dengan ketentuan berdasarkan hasil rapal
persiapan penunjukan penyedia, calon penyedia
mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data
SFPB] dan mengunggah hasil pemindaian SFPBJ
yang teclah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan
mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSF,
kepada Penyedia yang ditunjuk.

SPPB] diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah Pejabat Pembual Komitmen mencrima
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAIIP).

Dalam hal DIPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda
diterbitkan sampai batas walkty pencrhitan oleh
otoritas yang berwenang,

Dalam SPPB] dicantumkan bahwa penycedia harus
menyiapkan  Jaminan Pelaksanaan  sebelum
penandatanganan konlrak.
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40.15

40.16

40.17

40.138

40.19

SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

Dalam hal Pejabat Pembual Komitmen tidak
bersedia  menerbitkan  SPPB]  karena  lidak
sependapal atas penetapan pemenang, maka:

d.  Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan
penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan
diserta alasan dan bukti;

b. Pejabat Pembual Komitmen melakukan
pembahasan bersama lerkail perbedaan
pendapal atas hasil pemilihan penyedia;
Dalam hal tidak tcrcapai kescpakatan,
maka pengambilan keputusan diseruhkan
Kepada PA/KPA paling lambal 6 {cnain)
hari  kerja  setelah  tidak  tercapai
kesepakatan;

d. PA/KPA dapat memutuskan:

I menyetujui penolakan Pejabat Pembual
Komitmen, PA/KPA memerinlahkan
Pokia Pemilihan untuk melakukan
evaluasi ulang, pemasukan penawaran
ulang atau tender ulang; atau

il. menyetujui hasil pemilihan penyedia,
PA/KPA  memerintahkan  Pejabal
Pembual Komitmen unfuk
menerbitkan SPPB] paling lambat 5
(lima) hari kerja.

iii.  Putusan PA/KPA bersifat final.

€. Dalam hal PA/KPA yang bertindak schagai
Pejabal  Pembual  Komitmen tidak
menyetujul - hasil  pemilihan  penyedia,
PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut
kepada Pokja Pemilihan diserta alasan dan
bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan
untuk  melakukan  cvaluasi  ulang,
pemasukan penawaran ulang atau tender
ulang paling lambat 6 (cnam) hari kerja
sctelah hasil pemilihan penyedia diterima.

g

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPB.

PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat
Persiapan Fenandalanganan Konlrak sclelah
diterbitkan SPPB].

Dalam  Rapal Persiapan  Penandatanganan

Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagui

berikut:

a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;

b. Kelengkapan Rencana Keselamalan
Konstruksi;

¢. Rencana penandalanganan Kontrak;

d. Rencana  pemberdayaan  lenaga  kerja
praktik/magang (bila ada);

¢. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi,
waklu penyerahan);

f. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi,
waktu penyerahan);

2. Asuransi;

h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi
pada saal evaluasi penawaran; dan/atau
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41. BAHP, Berita
Acara Lainnya,
dan

Kerahasiaan
Proses

40.20

40.21

40.22

41.1

12

41.

41.3

41.5

1. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi
pada saal rapal persiapan penunjukan
penyedia.

Pejabal Pembuat Komitmen menginputkan dala
kontrak dan mengunggah hasil pemindaian
dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada
aplikasi SPSE.

Penyedia yang ditunjuk  wajib  menerima
keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan
diri dan masa penawarannya masih berlaku
dengan alasan yang dapal diferima scoara
obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka peserta
yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi
apapun;

h. apabila yang bersangkulan mengundurkan
diri dan masa penawarannya masih berlaku
dengan alasan yang tidak dapat diterima
secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka
peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan
Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)
dicairkan dan disctorkan ke Kas Negara; alau

C. apabila yang bersangkulan tidak bersedia
ditunjuk karena masa penawarannya sudah
lidak  berlaku, maka peserta  yang
bersangkutan tidak  dikenakan  sanksi
apapun.

Apabila penyedia yang ditunjuk mengundurkan
diri, maka dilakukan kembali proses penunjukan
penycdia sebagaimana dimaksud pada 40.5
kepada peserta urutan berikutnya.

Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam BAHP
atau Berita Acara tambahan lainnya scgala hal
ferkait  proses  pemilihan  penyedia  sccara
elektronik yang tidak dapat diakomodir atau
difasilitasi aplikasi SPSE.

Berita Acara Tambahan lainnya scbagaimana
dimaksud pada angka 41.1 diunggah (upload)
oleh Pokja Pemilihan menggunakan menu wpload
informasi lainnya pada aplikasi SPSF.

Proscs evaluasi Dokumen Penawaran bersilal
rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan
sccara independen.

Informasi yang berhubungan dengan penelitian,
cvaluast, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon
pemenang tidak boleh diberilahukan kepada
peserta,  alau orang  lain yang  lidak
berkepentingan sampai keputusan pemenang
diumumkan.

Sctiap usaha peserta tender mencampuri proscs
evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan
pemenang akan mengakibatkan ditolaknya
penawaran yang bersangkutan.
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Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAIIP) oleh Pokja
Pemilithan bersifat rahasia sampai dengan saal
pengumuman pemenang,

I.  JAMINAN PELAKSANAAN

42. Jaminan
Pelaksanaan

42.1.

42.2.

42.5.

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum
penandatanganan Kontrak.

Jaminan  Pelaksanaan  dikembalikan  kepada
Penyedia setelah:

d.
b.

penyerahan scluruh pekerjaan;
penyerahan Jaminan Pemeliharaan scbesar 5%
(luma persen) dart harga Kontrak; atau

. pembayaran termin terakhir/bulan

terakhir/sckaligus  telah  dikurangi  uang
relensi sebesar 5% (lima persen) dari harga
Kontrak (apabila diperlukan).

Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabal
Pembuat Komitmen, memenuhi ketentuan schagai
berikul:

a

d.

- Pakel pekerjaan dengan nilai HPS sampai

dengan  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh

miliar rupiah) dapat diterbitkan olch:

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Penjaminan;

3) Perusahaan Asuransi;

4) Lembaga khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan  asuransi  untuk
mendorong  ckspor Indoncsia  scsuai
dengan ketentuan peraturai porinidany -
undangan di bidang Lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia; atau

5) Konsorsium perusahaan asuransi
umum/lLembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kesugian
(suretyship).

huruf a.2 sampai dengan a5 f(elah

ditetapkan/ mendapatkan rckomendasi dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

. Paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar
rupiah) dilerbitkan olch:

1) Bank Umum; atau

2) Konsorsium perusahaan asuransi
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian
(surelyship).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan
rekomendasi dari Oforitas Jasa Keuangan
(QJK).

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan scjak
langgal penandatanganan Kontrak sampai
dengan  scrah terima  pertama pekerjaan
berdasarkan Kontrak (PIIO) sebagaimana
lercantum dalam LDP;

Nama Penyedia sama dengan nama yang
tercantum dalam sural Jaminan Pclaksanaan;
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42.5.

42.6.

¢. Besaran  nilai  Jaminan  Pelaksanuan
sebagaimana yang tercantum dalam L.DF;

f. Besaran  milai  Jaminan  Pelaksanaan
dicantumkan dalam angka dan huruf;

& Nama Pejabat Pembuat Komilmen vyang
menerima Jaminan - Pelaksanaan  sama
dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
yang menandatangan kontrak;

h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan
pakel pekerjaan yang lercantum dalam
SPPBJ;

i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan
lanpa syaral (unconditionad) scbesar nilai
Jaminan dalam jangka waklu paling lanibai
14 (empat belas) hari kerja sctelah surat
pernyalaan wanprestasi dari Pejabal Pembual
Komitmen diterima oleh penerbit Jaminan;

J. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO dilulis
dlas nama KSO atau masing-masing anggola
KSQ (apabila masing-masing menaainkan
Jaminan Pelaksanaan secara ferpisah); dan

k. Memuat nama, alamat dan tanda tungan
pihak penjamin.

Pejuabal Pembuat Komitmen mengkonfirmasi dan
mengklarifikasi secara tertulis subslansi dan
keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepuda
penerbit  jaminan  apabila ada  hal yang
meragukan.

Kegagalan  penyedia  yang  ditunjuk  untuk
menyerahkan  Sural  Jaminan  Pelaksanaan
dipcrsamakan  dengan  penolakan  untuk
menandatangani Konlrak.

Ketentuan  lebih lanjut mengenai  pencairan
Jaminan Pelaksunaan diatur dalam Syaral-Syaral
Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

43. Penanda-
tanganan
Kontrak

43.1.

43.3.

Penandatanganan Kontrak dilakukan sctelah
DIPA ditetapkan.

Scbetum  penandalanganan  konbiak  Fojabai
Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah
pernyataan dalam Dala Isian Kualifikasi masih
berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebul
sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan
kontrak tidak dapat dilakukan.

Penandatanganan  kontrak  dilukukan  sctelah

diterbitkan ~ SPPBJ, dan selelah  penvedia

menyerahkan  Jaminan Pelaksanaan, dengan
ketentuun:

a. nilai  Jaminan Pelaksanaan untuk harga
penawaran terkoreksi antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (scralus
persen) nilai total HPS adalah scbesar 5% (lima
persen) dari nilai Kontrak; atau

b. nilai  Jaminan Pelaksanaan untuk harga
penawaran - dlau penawaran  lerkoreksi
dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai
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435.4,

43.5.

43.6.

43.7.

43.8.

43.9.

43.10.

total HPS adalah scbesar 5% (lima persen) dari
nilai total HPS.

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia tidak
diperkenankan mengubah substansi Dokumcn
Pemilihan sampai dengan penandatanganan
Kontrak,  kecuali mempersingkat wak(u
pelaksanaan  pekerjaan  dikarenakan Jadwal
pelaksanaan  pekerjaan yang  dilelapkan
sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

Dalam hal perubahan  wakiy pelaksanaan
pekerjaan melewati batas lahun anggaran, maka
penaidatangaian  kontrak  dilukukan  sctelali
mendapat persctujuan kontrak tahun Jamak.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia wajib
memeriksa konsep Konirak melipufi subslansi,
bahasa, redaksional, angka dan huruf seria
membubuhkan  paraf pada setiap  lembar
Dokumen Kontrak.

Menelapkan urutan hierarki konlrak sebagai

berikul:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Sural Perjanjian:

¢. Sural Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan
Harga/ Daftar Keluaran dan Harga;

- Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak:

spesifikasi teknis; dan

. 2ambar-gambar.

dengan maksud apabila tegjadi  pertentangan

ketentuan antara bagian salu dengan bagian yang,

lain, maka berlaku urutan hicrarki hukum.

oo

¥

Banyaknya rangkap kontrak dibual  scsuai

kcbutuhan, yaitu:

d. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asi,
terdiri atas:
1) kontrak asli pertama untuk Pejabal
Pembuat Komitmen dibubuhi malerai
pada bagian yang ditandatangani oleh
penyedia; dan

Z) Konirak ashi  Kedua uniuk penycedia
dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh Pcjubal  Pembual
Komitmen,

b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan)
tanpa dibubuhi meterai.

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak
atas nama  penyedia  adalah  direktur
utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya
tercantum dalam  Akta Pendirian/Anggaran
Dasar, yang lclah didaftarkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pejabal Pembuat Komitmen menginputkan dala
kontrak dan mengunggah hasil pemindaian
dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada
aplikasi SPSE.
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. IDENTITAS

POKJA

. PAKET
PEKERJAAN

. SUMBER DANA

D. JADWAL

TAHAPAN
PEMILIHAN

PENINJAUAN
LAPANGAN
[apabila
diperlukan/

PENYESUAIAN
HARGA

. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN

. MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN

1. Pokja Pemilihan:
[diisi nama Pokja Femilihan, contoh: Pokja Pekcerjaan
Konstruksi UKHB Femerintah Derah... |

2. Alamat Pokja Pemilihan:

3. Website LPSE:

I. Nama pakel pekerjaan;

2. Uraian singkat pekerjaan:
[diisi uraian secara singkat dan Jelas ruang lingkup
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

3. Lokasi pekerjaan:
[dist nama alamal, kabupalen/kota seria Proviise
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan)

4. Jangka waklu pelaksanaan pekerjaan:
L ) hari kalender scjak
SPMK.

) T s ¥ So— . ; I
(s wakiu yag diperlukan uniuk ticnyclosaikin

pekerjaan]

Pckerjaan  ini  dibiayai  dari  sumber
__ Tahun Anggaran
[diisi sumber dana dan tahun ANLLArAN Sesnal dokunien

2nggaran/

pendangan;

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE,

[Feninjauan lapangan akan dilaksanakan padai:
Hari
Tanggal .
Waktu g s.d

Tempal /

Penyesuaian harqga [Diberikan/Trdak diberikan/
dalam hal tahun jamak vane melewati pelaksinaan
konstruksi lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dan
diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas).

L. Mata uang yanyg dizunakan
(diisi Rupiah atau mata uang darr negara pembers
pinjamany

2. Pembayaran dilakukan dengan cara
[diisi pembayarannya  didasarkan pada  hasil
pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar benar
lelah  dilaksanakan — secara  bulinan
certiiicale), cara aiigsuiai (icrmijn, dtiii SoRaligiis/

Masa berlaku penawaran sclama
{_ ) hari kalender scjuk batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran, yailu dari fungeal

s.d
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L. JADWAL
PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN

J. BATAS AKHIR

L. PENGISIAN
DOKUMEN
KUALIFIKASI

M. DOKUMEN
PENAWARAN

lditsi dengan memperfutungkan  akhir  pemuasukan
Dokumen Fenawaran sampai penandatanganan kontrak/

Lihal jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE,
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

Pengisian Dokumen Kualifikasi dalam aplikasi SPSF.

1. Dokumen Penawaran yang diminta, scsuai dengan
yang terdapat pada IKP,

2. Pekerjaan utama yang diuraikan dalam metode

pelaksanaan pekerjaan: o
No. | Pekerjaan Utama jJ
I

| Ds. |

Idliisi oleh Fokja Pemilihan] -

3. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama
untuk pelaksanaan pekerjaan, yailu:

: : e
< ; £ K liks
No Jenis Kapasitas Jumlah | o‘:::f::] o

1 S 4. '
9 —
E — — - =

l I
(diisi olch Pokja Pemilihan)
Keterangan:
Pencantuman merk, tipe, dan lokasi dalam daflar
tidak  mcngguguikan,
pembuktian lapangan.

|
% il

N s saamfscte | - T E—
Namun - untus  Keporituai

4. Memiliki  kemampuan menyediakan  personel
manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

Jabulan dalam

Pengalaman

A U-:I:ﬂﬁfkiirl:}\ FCkclii:lﬂ“ }ng Kl..'f_'ill !{:-\n i l
R "/ I_t:’..ll; i ukan Profesional | &5 0
R diluksanakan (Tahun) :
1 . — 5= -
L= =
st [ T -

Keterangan:

[dliisi ofeﬁbﬁ;ﬁq Femilihan]

1. Seriifikat Kompetensi Kevja dibukiikan saai rapul
persiapan penunjukan penyedia;

2. Pengalaman kerja dihitung per tahun lanpa
memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi
(dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

0. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
No. | Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan

| Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Spesialis)

I

i —e

{ Dst




6.

| Pekerjaan bukan Pekeriaan Utama

1,

)

Dst

Pekerjaan yang disubkontrakkan dalam hal:

a. Pokja Pemilihan menetapkan Daftar Pekerjaan
yang disubkonirakkan, maka penyedia wajib
mensubkontrakkan  seluruh  pekerjaan  dalam
daftar tersebut,

b. Pokja Pemilihan tidak menclapkan Daflar

Pekerjaan yang disubkontrakkan, maka peserta
menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan,

Bagian pckerjaan  yang akan disubkonirakkan
memenuhi ketentuan sebagai berikul:

a.

Pekerjaan  utama  disubkonirakkan  kepada

penyedia jasa spesialis, dan pekerjaan yang bukan

pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha

Reuil,

Dalam hal tender paket pekerjaan dengan nilai

pagu anggaran sampal dengan

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) tidak mensyaratkan bagian pekerjaan

yang disubkontrakkan, namun dalam pelaksanaan
pekerjaan, subkontrak dapat dilakukan scsuai
ketentuan dalam kontrak,

Dalam hal Paket pekerjaan dengan nilai pagu

anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua

puluh lima miliar rupiah) maka:

2) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di
atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00  (scratus  miliar
rupiah) wajib mensubkontrakkan schagian
pekerjaan  utama  kepada  penyedia  jusa
spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa
spesialis), dan pekerjaan  yang  bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa
Usaha Kecil.

3) Pakel pekerjaan  dengan  HPS  di alas
Rp100.000.000.000,00 (seralus miliar
rupiah) wajib:

(a) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
utama kepada penyedia  jasa  spesialis
(apabila telah tersedia penyedia jasu
spesialis) dan dalam penawarannya sudah
menominasikan penyedia jasa spesialis
terschut, dan

(b) mensubkontrakkan scbhagian  pckerjuaan
yaig bukian pekevjaan uldainia Kepadi sub
penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi
pekerjaan provinsi setempal kecuali lidak
tersedia sub penyedia jasa provinsi
setempal  yang dimaksud, dan  dalam
penawarannya sudah menominasikan sub
penyedia jusa Usaha Kecil terscbut.

Peserta  tidak  mensubkonlrakkan  secluruh

pekerjaan utama.

Penyedia Usaha Kecil tidak mensubkontrakkan

pekerjaan yang diperoleh.

Rencana Keselamatan Konslruksi (RKK):
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N. PENYAMPAIAN
PENAWARAN
BERULANG (£-
REVERSE
AUCTION)

O. SANGGAH,
SANGGAH
BANDING DAN
PENGADUAN

P. JAMINAN
PENAWARAN
ASLI (Apabila
Disyaratkan)

I

Penyedia menyampaikan pakta  komitmen  dan
penjelasan  manajemen risiko  serta penjelasan
rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan
identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi olch Pejabat
Pembuat Komitmen):

i No. | Jenis/Tipe [ Identifikasi
| ! Pekerjaan ____Bahaya
1, |
Dst

Calalan : Formal dokumen RKK ada pada Bab VI
dokumen ini

. Dokumen lain yang disyaratkan:

a,
b.

Kriteria pemenuhan evaluasi harus rinci dan
terukur.

[Fersyaratan tambahan harus dengan perselijuai
pejabal pimpinan tinggipratama. Kricria pemenuhan
cvaluasi harus rinci dan terukur/

Penyampaian — penawaran — berulang  (F-reverse
Auction) ______ [diisi diberlakukan/tidak
diberlalnkan, ditentukan oleh Poka)

Jangka wakiu penyampaian penawaran berulang
sclama _ (Gam/har)). [diisi lama waktu
pelaksanaan E-reverse Auction olch Fokja, diisi “0”
apabrla tidak diberlakukan/

Sanggah disampaikan melalui aplikasi SPSE,

Tembusan sanggah dapal disampaikan di luar aplikasi
SPSE (o/17ing) ditujukan kepada:
d. Pcjabal Pemibual Komitimen
b. PA/KFPA
c. APIP _ ) [(Remerintal Diacraty
[ dusi secam kngkap dan jelasj

Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SPSF
(offling ditujukan kepada: [PA/KPA
Perangkat Daerah | I isi secara lengkap dan jelas/

Pengaduan  disampaikan di  luar  aplikasi  SPSE
(offlingditujukan kepada  APIP
FemenntahDaerah)/ ldiisi sccara lengkap dan
Jelas]

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran
(sebesar  1-3% dari HPS dan diisi oleh Pokja
Pemilihan).,

Jaminan Penawaran ditujukan kepada (Nama
Pokja Pemilihan, diisi oleh Pokja Pemilihan).

Masa berlaku Jaminan Penawaran selama
{ ) hari Kalender scjuk batas akhir
pemasukan penawaran. (memperhitungkan hingga
perkiraan penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja

Pemilihan).,




Q. JAMINAN
SANGGAH
BANDING

R. JAMINAN
PELAKSANAAN

S. JAMINAN
UANG MUKA

AN

Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka
dicairkan dan disetorkan pada (Kas Negara,
diisi oleh Pokja Pemilihan).

Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding
adalah (scbesar 1% dari HPS dan diisi olch
Pokja Pemilihan).

Jaminan Sangzah Banding ditujukan kepada _
(Nama Pokja Pemilihan, diisi olch Pokja Pemililhian).

Masa Dberlaku Jaminan Sanggali Banding sclama 30
(Tiga FPuluh) hari kalender sciak balas langgal
pengajan sanggah banding.

Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka
dicairkan dan disetorkan pada (Kas Negara,
diisi oleh Pokja Pemilihan).

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama

( ) hari kalender sejak
penandatanganan kontrak.

[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal
penandatanganan  konfrak sampali dengan  seralt
terima pertama Fekerjaan (PHO))]

Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Uang
yang diterima untuk jaminan pelaksanaan.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabal
Pembuat  Komitmen ldiisi nama  Pejabat
FPembual Komitmen bukan nama orang/.

Dalam hal Jaminan Pclaksanaan dicairkan, maka
dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negaral.

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang
Muka yang diterima oleh Penyedia. [jika diberikan
uang mukal

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada [diisi
nama Fejabat Fembuat Komitmen, bukan nama orang|.

Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka
dicairkan dan disctorkan pada [Kits
Negara/ (apabila ada)
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BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Persyaratan 1.
Kualifikasi

2

4,

3}

Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi

(KSO):

a. formulir kualifikasi dan Pakta Integrilas

! ditandatangani oleh scluruh anggota KSQO,
kecuali  Jeadfirm KSO mengisi dala
kualifikasi melalui SPSE;

b. Jumlah anggota KSO dapal dilakukan
dengan batasan paling banyak [3
(liga)/5 (lima), dipilih sesuai dengan
kompleksitas  pekerjaan|  perusahauan
dalam | (satu) kerjasama operasi;

¢. Leadfirm KSO harus memiliki kualitikasi
setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha
anggota KSO dengan porsi modal paling
banyak 70% (tujuh puluh persen).

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki
Izin Usaha Jasa Konstruksi (TUJK);

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasi Usaha
[Kecil/Menengah/ Besar, dipilih sesuai dengan
nilai pekerjaan| serta disyaratkan:

a. Klasitikasi [dusi sesual
klasifikasi  yang  disyaratkan, unluk
Kecil/Menengah/Besar|;

b. Subklasifikasi [diisi SCSUl
Subklasifikasi yang disyaratkan, untuk
Menengah/Besar].

Dalam hal ber-KSO, persyaralan kualiiikasi

usaha harus dipenuhi oleh /feadfirm KSO

Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi

Kualifikasi Usaha Menengah  dan  Besar,

memiliki Kemampuan Dasar (KDD) dengan nilai

KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman

tertinggi):

a. untuk  kualifikasi  Usaha  Menengah,
pengalaman pckerjaan sesuai subklasifikasi
SBU yang disyaratkan, atau

b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman
pekerjaan  pada subklasifikasi SBU yane
disyaratkan dan jenis pckerjaan
[diisi ~ sesuai jenis  pekerjaan  yang
disyaratkan] serta dapal mensyaratkan
kegialan pokok/ key activitics

[diisi sesuai kegiatan pokok/key activitics

yang, disyaratkan], yang scsuai dengan
persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir.

Nilai KD paling kurang sama dengan 11PS;

Memiliki Sertifikal Manajemen Mutu, Sertifikal
Manajemen  Lingkungan, serfa  Serfifikat
Kesclamalan  dan  Keschalan  Kerjay  (hanya
disyaratkan untuk Pekerjaan Konslruksi yang
bersifat  Kompleks/Berisiko  Tinggi  dan/atau
diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar);



8.

1.L

13.

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpdjakan (SPT Tahunan) tahun
pajak__ ; (luliskan tahun pajak vang
diminta dengan memperhatikan batas  akhir
pemasukan  penawaran dan  batas  akhir
pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan)

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan);

Tidak  masuk  dalam Daftar Hitam,
keikutsertaannya tidak menimbulkan
perlentangan kepenlingan pihak yang terkail,
idak  dalam  pengawasan  pengadidan,  iidak
pailil, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/alau yang bertindak untuk dan
atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam

menjalani sanlksi pidana, dan
pengurus/pegawai  tidak  berstatus  Aparatur
Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan

mengambil cuti diluar langgungan Negara;

Pengalaman paling kurang 1 (salu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun fcrakhir,
baik di lingkungan pemerintah maupun swasla
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi
pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun;

. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan

perhitungan:

SKP =5 - P, dimana P adalah Pakel pekerjaan
yang scdany dikerjakan (hanya uniuk
pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi
Usaha Kecil)

Memiliki paling kurang;

a. ] (satu) tenaga tetap bersertifikal terampil
SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU
yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil);

b. 1 (salu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA)
Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi
SBU vyang disyaratkan (untuk Usaha
Menengah); dan

¢ 1 (saha) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA)
Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi
SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Besar),

Memiliki Sisa Kemampuan Nyala (SKN) dengan
nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh
perscratus) dari nilai total HPS, yang disertai
dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan
yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan
Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan
keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik);

Dalam hal peserta akan melakukan KSO:

4. wajib mempunyai  perjanjian KSO  yang
memual persentase KSO dan perusahaan
yang mewakili/ Jeadfirm KSO terscbut;



b.

evaluasi persyaratan pada angka 2, 6,7, 8,9,
10, dan 11 dilakukan untuk setiap
perusahaan yang tergabung dalam KSO;

. evaluasi pada angka 3, sctiap anggola KSO

harus memiliki salah satu dari SBU yang
disyaratkan;

. evaluasi pada angka 5, dilakukan sccara

saling melengkapi oleh scluruh anggota KSO;
evaluasi pada angka 12, dilakukan dengan
menggabungkan SKN anggola KSO; dan
evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan
kepada leadtirm KSO.



BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A.  BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA TUNGGAL/KSO

| CONTOH

Nomor : 5 20
Lampiran

Kepada Yth.:
Pokja UKPR] IK/L]
[diisi oleh Pokja Pemilihan]

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan [nama pekeriaan disi olch Pokia
Femilithan]

Schubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen
Pemilihan nomor; fangeal (Diisi oleh  Pokya
Femilithan) dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berila
Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Femilihan], dengan ini Kan
mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi olch  Pokja
Femilihan/scbesar Rp ( ) termasuk PPN,

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan lersebul.

Penawaran ini berlaku selama (__dalam huruf__) hari kalender scjak
batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
I, Jaminan Penawaran Asli;
2. Surat perjanjian Kerja Sama Operasi, (apabila ber-KSO):

e AL Al P [ R Feiaa Pl 5

3. Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas:

4. Melode pelaksanaan pekerjaan;

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

¢. Daftar isian Peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung;

d. Daflar isian personel manajerial beserta daftar riwayal pengalaman kerja alau
referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat
kompetensi kerja;

¢. Rencana Kesclamatan Konstruksi (RKK);

{. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaralkan);
dan

&. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).

4. Dokumen Penawaran Harga lerdiri atas:

a. Daflar Kuantitas dan Harga;

b. Daftar Keluaran dan Harga.

5. Dokumen lain:

a. Formulir rckapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); dan

b. Daflar barang yang diimpor (apabila ada).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyaltakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta
Pokja Pemilihan tidak terikal uniuk menetapkan penawaran terendah sebugai pemenany,
Apabila dana dalam dokumcn anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup fersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Fengadaan Barang/Jasa dapal
dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugy dalam bentuk apapun.
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PT/CV/Fa/KSQ

[pilih yang scsuai dan cantumkan nama|

Jabatan
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B.  BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) — (apuabila ber-KSQ)
CONTOH
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Schubungan dengan tender pekerjaan maka kami:

[nama perusahaan peserta 1]
[nama perusahaan peseria 2/

[nama perusahaan pescrta 3/

[dan seterusnyal

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam
bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyelujui dan memutuskan bahwa;

k:

6.

Sceara bersama-sama:

a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah

b. Menunjuk [nama perusahaan dari anggota KSO
ini] scbagai perusahaan utama (leadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili scria
bertindak untuk dan atas naina XSO,

¢. Menyetujui apabila ditunjuk scbagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik
secara bersama-sama alau masing-masing atas semua kewajiban sesuai kelenfuun
dokumen kontrak.

Keikutseriaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:

[nama perusahaan peserta 1lschesar % ( persen)

[nama perusahaan peserta 2]sebesar % ( persen)

[nama perusahaan pescria 3jscbesar % ( __ persen)
Jdst.]

Masing-masing pescrta anggota KSO, akan mengambil bagian scsuai sharing lerscbul
pada bulir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran
maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Pejabal Pembual Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-
masing anggota KSQ.

Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing angeola KSO akan
melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian
ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perinlah pembelian, tanda lerimu,
daftar peralatan dan lenaga kerja, perjanjian subkontrak, sural-menyural, dan lain
lain.

Wewenang  menandatangani untuk dan atas nama KSO  diberikan  kepada
K [nama idividu dari perusahaan leadnrm KSOJ daiam
kedudukannya scbagai dircktur utama/dircktur pelaksana
[nama perusahaan dari leadfirm KSO/ berdasarkan

perjanjian ini.
Perjanjian ini berlaku scjak tanggal ditandalangani.

Perjanjian ini secara olomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak
dimenangkan oleh perusahaan KSO.

Perjanjian ini dibual dalam rangkap (- ) yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di

____ pada hari - langzal _ bulan _ _, lahun




[Peserta 1/ [Peserta 2/ [Feserta 3/

( ) ( ) _ ) ldst.]

Catatan;

Apabila dilclapkan sebagai pemenang tender maka Sural Perjanjian Kerja Sama Operasi
ini harus dinotariatkan
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C.  BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK — (apabila disyaratkan)

CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No.
Yang berianda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hai ini bertindak uniuk dan atas numa
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [Pokja Pemilihan)
Alamat
selanjutnya disebul:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) schagal Jaminan Penawaran dalam
mengajukan penawaran untuk tender (semua kata pelelangan direplace dengan fender)
pekerjaan dengun bentuk garansi bank, apabila:
Nama : [peserta tender!
Alamat
sclanjutnya discbut:
YANG DUAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tangaal batas wakiu

berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

I. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN):

2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;

& tidak bersedia menambah nilai jaminan velaksanaan dalam  hal sebhagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80%
HPS:

4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat
diterima; alau

5. mengundurkan diri atau gagal landa tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

. Garansi Bank berlaku selama (- ) hart kalender,
dan efektif mulai dari tanggal [dust sesuar dengan tanggal balas
akhir pemasukan penawaran/

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan sccara tertulis dengan melampirkan
Sural Fernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambal 14 (empal
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank scbagaimana
lercantum dalam bulir 1.

J.  Penjamin akan membayar kepada Pencrima Jaminan scjumlah nilai jaminan
terscbut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan
berdasar  Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima  Jaminan  mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi
kewajibannya.
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Penjammn melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikal sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kilab Undang-Undang,
Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada
pihak lain.

Scgala hal yang mungkin timbul sebagai akibai dari Garansi Bank ini, musing-
masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilun
Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank/
Malerai Rp6000,00
Ehntuk keyakinan,
ML, Lurunst Sang
disarsnkan untuk [Nama dan Jabatan]
mengkonfirmasi Garanst
ini ke flenke!

65



D.

Nomor Jaminan: _

i

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
(apabila disyaratkan)

i CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan/
JAMINAN PENAWARAN

Mitaty o oo

Dengan ini dinyatakan, bahwau kami: VRIIXTA
(alamat] scbagai Peserta, sclanjutnya discbut TERJAMIN, dan
[nama  penerbii  jaminan), laliamat/,  sebaui
Penjamin, selanjutnya discbut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
fegas lerikal pada [nama Pokja Pemilihan], [aliamial]
scbagai pelaksana lender pekerjaan . selanjutnya discbul PENERIMA
JAMINAN atas uang scjumlah Rp (terbilang )

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tiduk
memenuhi ketentuan yaitu:

d. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;

b. lidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal schagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan | dan 2 harga penawarannya di
bawah 80% HFS;

¢. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai
calon pemenang dan calon pemenang, cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang
tidak dapat dilerima; atau

d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

¢. lerlibal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Surdl Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
tanggal [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran/

PENJAMIN akan membayar kepada PENFRIMA JAMINAN scjumlah nilai Jaminan
fersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pehngenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

5. Mcnunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harfa benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUII Perdata.

6. Tuntulan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan sclambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender scsudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Malerai Rp.6000,00
( ) ( )

e

Unluk keyakinan,
PR fariini
disarankan untuk
mengkonfirmasi [aminan

i B et
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BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan/

GARANST BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No.

Yang bertanda langan dibawah ini; dalum jubalan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama

[nama bank/ berkedudukan di

[alamat]

untuk sclanjutnya discbul:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [FPokja Pemilihan]
Alamat

selanjutya discbut:

scjumlah uang Rp

PENERIMA JAMINAN

(terbifang ) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam

mengajukan sanggahan banding unfuk tender pekerjaan

dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : [peserta tender]
Alamat

selanjutnya discbut;

ATANRTSY TOTT AN IIK'I'
[RFR VL% I..-*lJ;rl-l\"l

lernyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikul :

L

2

|91

vy}

Gdl tumi Bank berlaku sclama .................. Carisnind dalam huruf .......... ) hari kalender, dari

’ 'lumut'm pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan

Sural Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambal
14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank scbagaimana
tercanlum dalam butir 1,

. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan terscbul

di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat sctelah
menerima funtutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Sural Pernyalaan
Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat
Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.

. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda

vang diikaf scbagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

. Garansi Bank ini tidak dapal dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak

lain,

. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
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Untuk keyukinan,
pemegany Gavansi Bunk
disarankan untuk
mengkoniirmasi Garansi
L1 < So— fimanik]

Dikeluarkan di
Fada tanggal

[Bank/

o~ -~

Maierui Rp6000,00

[Nama dan Jabatan]
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F.  BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN
PENJAMINAN
CONTOH
[Kop Bank Fenerbit Jaminan/
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
Nomor Jaminan: Nilai:
I. Dengan  ini dinyatakan, bahwa  kami: [namii),
lalamat] sebagai Peserta, selanjuinya disebut TERJAMIN, dun
[nama penerbil janinan/, [alamat/schbagal
Fenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertangeung jawab dan dengan
tegas  terikat  pada [mama  Fokja  Fenulihan),
lalamat] scbagai Pelaksana Tender, sclanjuinyu
disebut PENERIMA JAMINAN atas uang scjumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan FENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pettivayaran juinlan tersebul di atas dengan baik dan benair berKaitan dengiii
sanggahan  banding  terhadap  hasil  tender yang,
disclenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( _) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal sampai dengan tangaal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN scjumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam wakltu paling lambat 14 (empaf belas) hari kerja tanpa syaral
(I'mconditional)setelah menerima tuntulan pencairan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mcngenai pengenaan sanksi
akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat mcelunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdala.

7. Tuntutan pencairan lerhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
digjukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

ity el Ditelunviar o)
e padaitanggal

TERJAMIN PENJAMIN

Malcrai Rp6000,00

[Nama &Jabatan] [Nama &fabatan/
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G. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan scsual dengan kelentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperiukan,
kelerangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan/
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H. DATA PERALATAN

CONTOH
Mork ! Kepemilike
No | [Jenis dan Lokasi Kapasitas | Jumlah L “ o
Tipc dalaluly
] | et _ - —————— _:_’_ e e —
2 | — S p— . =
dst | - s s
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I. DATA PERSONEL MANAJERIAL
CONTOH
Tingkal Jabatan dalam Punﬁu]:}man N
- o TN P 0 erja Sertifikat
Mo Mama Pendidilian/ | pekerjaan yang akan Profasiamil T
ljazah dilaksanakan Erena mpeienst Rerja
(Tahun)
1 .. _ B . =
.2. ST e Trm— —_ - = Rp—
clsl _




J. BENTUK SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

CONTOH
[KOP SURAT BADAN USAHA]
PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
Yang, berfanda tangan dibawah ini;
Nama : [ nama wakil sah badan usaha)
Jabalan
Alamat
No. KTP

Dengan ini menyatakan bahwa Personel Manajerial yang saya usulkan dalam Dokumen
Penawaran, sudah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA scsuai dengan yang
disyaralkan dalam Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perunda ng-undangan,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungy
Jjawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda denean
surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi scbagai
berikut:

d. sanksl adimunisivaiil, berupa pembaialan sebagai pemenang; dan

b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20

Yang membuat pernyataan,

| Nama Penyedial

[ fandda tangan),
[nama lengkap



K.  BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)
CONTOH
No Jenia Eckerjann yang Nama dan alamat sub penyedia -
* disubkontrakkan
A. Pekerjaan Utama Subpenyedia Spesialis
1 [ (. s
Dst.
- L.
2. Dirns
Dst.
Dst. Dst. Dst.
.'
i Pekerjaan Ib;”tlf:,lz Fekeijuan | Subpenyedia Kecil Provinsi Seiempui
I ! 2- RN
Dst. 5
|
| |
l
...... 2. ..
&
Dst.
Dsl. | Dst. Dst.
|
|
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L.

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

|
................. ‘ RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

i
!
[Togo & Nama Perusahaan] ‘ [digunakan untuk usulan penawaran/
|

Tl

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu cksternal dan inlernal
A.2. Komilmen Keselamatan Konstruksi

. Perencanaan kesclamatan konstruksi

0.1 Identifikasi bahaya, Penilaian visiko, Fengendalian dan Peluuny.
B.2. Rencana lindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan

. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya

C.2. Kompetensi

C.4. Kepedulian

C.4. Komunikasi

C.5. Informasi Terdokumentasi

. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan Operasi

. Evaiuasi Kinerja Kesclamatan Konsiruksi

E.1. Pemantauan dan evaluasi
F.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

DAFTAR 18I
. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Kesclamatan Konstruksi
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Penjelasan miengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesual dengan
formal di bawah ini:

|Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S [ nama wakil sah badan usahil
Jabatan e
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ............ [pilih yany
dan atas nama sesual dan cantumkan namal

dalam rangka pengadaan ............... [isf nama pakefl pada ...............

[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehalan Kerja (K3) Konstrukst;
Menggunakan lenaga kerja kompelen bersertifikal;

Mengaunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi siandar kelaikan; dan

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOF)

B 9 1=

........ o ltempal, ... tanggall ............ [bulan) 20.... | tahun)

[ Nama Penyedia)

[ tanda tangan),
[ nama lengkapl
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan dl bawah ini:

. Nama S R [nama wakil sah badan usaha)
Jabatan 1
Bertindak untuk F’T/ CV/Firma/atau lainnya ............... | pprirh
}w:e sesual dan cantumkan nama)
2., Nama B reeesnssis [ nama wakil sah badan usaha
Jabalan s
Bertindak untuk - PT/CV/ Firma/atau lainnya ............... | pulils

vang sesual dan cantumkan namal
...... [dan scterusnya, diisi sesuai dengan jumiah anggota KSOj

dalam rangka pengadaan ............... lisi nama pakell pada ...............
lisi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan
konstruksi - berkesclamatan  demi  terciptanya  Zero  Accident,  dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3) Konstruksi:
Menggunakan fenaga kerja kompeten bersertifikal;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar keiaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

A

Uk W

........... Vempal, ..... | tanggal ............ |bulan] 20.... | taahun)
[ Namua Penyedia) [ Nama Penyedial [ Nama Fenvedial
[tanda langan], [Landa tangan, [tanda tangan),
| nama lengkap) | nama lengkap) |nama lengkap)

(cantumkan tanda tangan dan nama scliap anggota KSO)
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B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang,

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan

Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibual

halaman : ..... / ...

Dibuatl oleh,

PENTLAIAN RISIKO }
Ne | JENIS/TIPE | IDENTIFIRASL | o0 o l ' B SKALA PENETAPAN FENGENDALIAN
! PEKFRJAAN BAHAYA e KEKFRAPAN | KEPARAHAN | TINGKAT PRIORITAS RISIKO KA

RISIKO

( (@) ) () (5) ) ) (®) )
Reterangan: -
Kolorn (1), (2), (%) mengikuti tabel dalam LDF huruf M.6
Kolom (4). (5), (6:), (7). (R). (9) diisi oleh penyedia

PJT (Penanggung Jawab Tcknis)
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B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan

Kegiatan
Lokausi

Tanggal dibual

SASARAN KHIISUS PROGRAM
NO | i | TENGENDAUAN | kaian | TOLOK | SUMBER | JANGKA | INDIKATOR | oo | IENANGGING
RERJAAT SR i UKUR DAYA WAKTU | PENCAPAIAN | ° e JAWAR
| | s—
1) (2) {4 (1) (5 () 7 | (8] 149) | LR
T I t— EChe
|
! |
| {
|
. |
| i
. N 1 | |
Dibuat olch,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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M. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH
[ Kop Perusahaan lLessor/ penyedia peralatan |
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
NO. v
ANTARA
PT: o [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan/
DAN
| S pp— |difsi nama perusaliaan Lessee/ penerima peralatarn
Pada hari ini ...... langgal ... bulan..... tahun ..., yang bertanda langan di bawah
ini:
Namau R PN
Jabatan RN ——
Alamal b i e e
Berlindak untuk dan alas nama PT. ......... [elitsi nama perusahaan Lessor/
penyedia peralatan/, selanjulnya discbul sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama o ssansmstss
Jabatan e A
Alamal F R A S R
Bertindak untuk dan atas nama PT. ......... [diisi nama pcrusahaan Tessee/

pencrima peralatan, selanjutnya discbut schbagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

f I i T z
No Peralatan | Merk Tipe | Spesifikast | Tahun
! | Pembualan

l.
ple
dst..

Untuk selanjutnya discbut scbagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan
kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHTAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK
PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN
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Harga Sewa Peralatan terscbut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara
kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan
sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ............... (dliisi nama paket]

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sclama
berjalannya Paket Pekerjaan ...... [diisi nama paket] terhitung sctelah PIHAK
KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari
Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan
kepadanya kwitansi tanda terima dari PIIHAK PERTAMA.

2) Kwitansi tanda terima scbagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang
dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan fidak dilakukannya pembayaran biaya scwa oleh PIHAK KEDUA
berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka lanpa
memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukfi
bahwa PTHTAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi terscbut mengakibatkan perjanjian sewa ini
batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang
berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan
yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Sclamjulnya FIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA
yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik
PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau lempat pihak
lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian tm secara otomalis menjadi batal dan tidak berlaku lag1 apabila
PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan ............... [ diisi
nama preket]

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PITIAK PERTAMA bersedia menyiapkan alal yang disewa dalam keadaan siap
operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK
KEDUA.

Z) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, Aclper
dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persclujuan tertulis dari PIHAK KEDUA lidak
dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN terscbut di lempal
lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan
kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.



2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung
jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun,
baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum lercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan sccara
musyawarah untuk mufakat olch kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi becukupnva
yang herkekuatan huknum vang sama dan mulai herlaku sejak ditandalangani oleh
kedua pihak

FIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
| L——— [diisi nama perusahaan | [diisi nama perusahaan
Lessory penyedia peralatan) Lessee/ penerima peralatan/



N.  BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN) [apabila diberikan preferensi hargal

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

GABUNGAN BARANG DAN JASA
Nama Penyedia Jasa
Nama Pengguna Jasa
Nama Pekerjaan
Si= o " i e TKDN Burang, & |
Uraiiti Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp) lasa (%6) |
KDN | KN ] Total | Barang/jusa
(1) 2) | @ (4) _m ]
|
Barang
. gﬁ:ﬁ;“‘l langsung (Bahan | (5 (1B) | (ICZ1A+1B) | (ID=1A/3CX100%) |
Il. Peralatan (Barang Jadi) (ZA) (2B) __ (2C=2A+2B) | (2D~ 2A/3Cx100%) ,
|_A.  Sub Tolal Barang (3A) (3B) | (BC=8A+8B) | (3D=3A/3Cx100%) |
| 4
Jasa
i - Manajemen Proyek dan , “_, ! - - e |
Perekayasaan (4A) (4B) | (4C=4A+4B) . (4D=4A/8Cx100%)
- Alal/Fasilitas Kerja (5A) (5B) | (5C=5A+5B) | (5D=5A/8Cx100%) |
- Konstruksi dan Fabrikasi (6A) (6B) | (BC=6A+6B) | (6D-6A/B8Cx100%) |
 -JasaUmum (74_}_______‘_ (7B) | (7C=7A+7B) | (7D=TA/8Cx100%) |
B. Sub Total Jusa 1 (8A) | (SB) | (3C=SA+SE)  (3D-SA/SCxIO0N) |
C. Tolal Biasa (A+B) (BA) [ (9B) | (9C=9A+9B) | (9D=8A/9Cx100%) |
Penjelasan:
Kolom (1)

Barang:

Biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai yang digunakan
untuk membuat suatu produk jadi schingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat,
besi beton, besi siku, H-Beam, tiang pancang, dan pipa.

Biaya peralatan lerpasang (barang jadi) adalah biaya produk jadi yang suduh
mempunyai fungsi tertentu dan akan diinlegrasikan atau dipasang pada suatu produk
akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa, compressor,
electrival equipment.

Jasa:

Manajemen Proyek dan Perckayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat
dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja
pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek. contoh manajer
proyek, site mangger, supervisor, dratter, dan engineer.

Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah biaya alat kerja/tasilitas kerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi
milik dari penyedia barang/jasa, seperti biaya sewa alal beral, mobil dan sebagainya.
Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada
proses pekerjaan dilapangan atau di workshop (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya
untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerju yang merupakan
fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan, contoh tukang dan lenaga terampil
lainnya, conloh jenis pekeriaan teknis instalasi, perawatan, welder, operator, Jielner,
subkontraklor konstruksi, subkontraklor pembersihan lahan, dan subkontrakior
pemasangan pondasi.

Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan biaya-biava yang dikeluarkan untuk pengurusan
pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, conloh biaya
kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya
penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman/kurir.

Kolom (2)

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku),
peralalan (harang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alal keria/fasilitas kerja, dan jasa
umum yang berasal dari dalam negeri.



Kolom (3)

Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Malerial Langsung (Bahan Baku),
Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alal/Fasilitas Kerja, dan jasa umum
yang berasal dari luar negeri.

Kolom (4)

Maber] ladosnmey TPTIAT ... 17T
ekl L’ld‘]d LAY wldll iy

Kolom (5)
Total Biaya KDN (9A)
= B S = : X 100%
Total Blaya Gabungan Rarang & Jasa (9C)

% TKDN Gabungun
Barane & lasa (9D)

hE



O.  BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR!

NAMA ;|

NO| BARANG/TRAIAN

SPESIFIKASI | SATUAN | [t TMM”[' o ]\;i‘-\:IR i
I i

| TOTAL ITARGA H =

! Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor



P.

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta
telah menyetujui dan menandatangani pakia integritas



[Contoh Fakta Intcgritas Badan Usaha anggota KSO/

PAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : [nama wakil sah badan usaha)
No.ldentilas [diisi dengan no. KTF/SIM/Faspor/
Jabatan
Berlindak . FT/CV/Firma [piih yang scsual dan
untuk dan cantumkan nama/

alas nama

2. Nama : [nama wakil sah badan usahal
No.ldentitas [diisi dengan no. KTP/SIM/Faspor]
Jabatan
Bertindak : PT/CV/Firma [pilih vang sesuai dan
untul dan cantumkan namalj

alas nama

1,

O ....ldan seterusnya, diisi sesual dengan jumlah anggota KSO/

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada (181 sesual dengan
nama FPokja Pemilihan] dengan ini menyatakan bahwa:

. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan mengikuli proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, berscdia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daflar ITitam,
digugal sccara perdata dan/atau dilaporkan sceara pidana.

[fempat], __ [tanggall [bulan] 20 [tahun/

[Nama Penyedial[Nama Penyedial[Nama Fenvedial

[tanda fangan/.[tanda tangan/.[tanda tangan/,
[nama lengkap/[nama lengkap//nama lengkap/

[cantumbkan landa langan dan nama scliap anggola KSO/

]7



Q.

ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta Tunggal atau Peserta sebagai Leadfirm KSO
berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang lersedia pada aplikasi SPSE

hh



FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda langan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usahal
Jabatan 2 [diisi scsuai jabatan dalam akta nolaris]
Bertindak . PT/CV/Firma

untuk [pilih yang scsuai dan cantumkan nama badan usahal

dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan scsungguhnya bahwa:

E

93}

saya secara hukum bertindak untuk dan alas nama KSO
berdasarkan [akta pendirian/anggaran dasar/sural
kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, dischbutkan sccara jelas nomor dan tanggal
akta pendirian/anggaran dasar/sural kuasa/Ferjanjian Kerja Sama Operasil,

ltanggungan K/L ditulis sebagal berikul : “Sava merupakan pegawal K/L yang
sedang cull diluar langgungan K/17/,

saya tidak scdang menjalani sanksi pidana;

saya lidak sedang dan tidak akan terlibat perlentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proscs pengadaan ini;
badan usaha yang saya wakili lidak masuk dalam Daflar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedung dihentikan;
data-data badan usaha yang saya wakili adalah scbagai berikut:

89



A. Data Administrasi

Nama Badan Usaha

Status ! D Pusat

D Cabang

Alaimat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

AT wcos m b TP e va e Y ale s
Saladirial ]\'(.‘lll[kll \ui.'i.UilllS

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

It

Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar
4. Nomor :

b. Tanggul

c. Nama Nolaris

d. Nomor Pengesahun

Kementerian Hukum dan
HAM (untuk vang
berbentuk PT)

N

Akla/Anggaran Dasar
Perubahan Terakhir
a. Nomor

b. Tanggal

¢. Nama Nolaris

C. Pengurus Badan Usaha

| No. Nama | No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha
l """ | - =
| Sewond il 5w o
D. Izin Usaha
1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi a4 Nomor................

i

3.

Masa berlaku izin usaha :
Instansi penerbit o Se—

E. Sertifikat Badan Usaha

D o

Sertifikat Badan Usaha ¢ d. Nomor ..
b. Tanggul
Masa berlaku S s
[nstansi penerbit T e
Kualifikasi L st
Klasifikasi U s
Subklasifikasi ;
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F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

L. Serfifikal oo a: NOMOF coesvsan
b. Tangeal ............

2. Masaberlaku 1 L

3. Instansipenerbit L.

1. Serfifikat ............ ¢. Nomor ............
d. Tanggal ..ccoconuen.

2. Masaberlakb 1

3. Inslansipenerbit ...

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No. Nama No. Identitas Alamat Persentase
1 | |
2, Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak 'l ;
b. Bukti Laporan Pajak Tahun | _ N T, al
terakhir * l e anz34

H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

Tingkal | Pengzalaman Sertifikal S ek g o
e e aublitingt v i o
No Nama resdidiian, Jabatan }f“:]‘l Kompetensi | Pajak FPh Pasal
nomor dan e profesional : > :
= Kerja 1721/1721-A1
tahun [jazah (Lahun) ‘
1 2 4 0 6 7 8
| |
| | — =
I | !
] i T —
| SN (RS | S cepuefli L |
I. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket fterlinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10

tahu

1 terakhir)

| [ I Pemberi Thoas / " -
saialaat Parbos angaal Selesu
[ K[:-I{;]lj‘ﬂ F(;‘;;'b_fl#t Kontrak Pekerjuan/PHO
Nama Sub Ringkasan anh '_”f;gj C.Jl‘t " Berdusarkan
No. Pakel Klasifikasi | Lingkup | Lokasi ——iouiz ROMITMEN
Pekerjaan | Pekerjaan | Pekerjuan . BA
Al: al s J
Nama '.i\'nl_:]la.l‘na‘:_#l T'll\no 'i'll Nilai | Kontrak Serih
) AN Terimu ||
i Z 3 4 5 B 7 8 i 0 T

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Wakiu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang lelah berdiri 3 [ahun alau lebih. Untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 lahun lidak wajib mengisi tabel ini)
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[ | [ Pemberi Tugas / Pejabat . o
g Heaibual Kontrak I’ull( |l“.z‘¢|;7!:'l,li"
Nama Paket | Ringkasan . Komitmen/Pejabat LBL:-Jh:wk-m
No. Pekerjaan | Lingkup | Lokasi Pembuat Komitmen St
: 1 Pekerjaan ! . : s
i Nama Al Rl Nilai | Kontrak | DA Scrah
i i Telepon Tangeal Terima
I 2 1 | 4 | 5 6 7 8 o T
I |. - SN,
| !
! I
I 1
K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP
dan/atau SKN)
| Pemberi Tugas /
Pejabal Pembual
Komitmen/Pejabat Kontrak Total Progres '
Nama | Klasifikasi/Sub Pembuat
No. Pakel Klasifikasi Lokasi Komitmen
Pekerjaan Pekerjaan [
Alamat/ No / . No / . :
e e . Til
Nama Telepon | Tanggal Nilai Tunggal Fotal Nilai
I 2 3 + 5 b ) ) 10

L. Kualifikasi Keuangan

Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

Nomor

Tanggal
Nama Auditor
Kekayaan Bersih

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya
sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili
bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar
[Mitam, gugatan secara perdata, dan/alau pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

[tempat],  [tanggall

f‘?ﬂ'lf}? Vang sesual aan C.’HI{H.’?T&:IH f?:fffh’f/
o fa]

[rekatkan melerai Rp 6.000,00
dan tanda tangan]

(nama lenekap wakil sah badan usaha)

[jabatan pada badan usahal

[bulan] 20 __ [tahun/
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BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

II.

o

Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan
aplikasi SPSE (Uscr Guide)

KSO (apabila ber-KSO)

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing - masing anggota KSO wajib mengisi
formulir isian kualifikasi untuk masing — masing kualifikasi badan usahanya dengan
petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikul:

Data Administrasi

[. Diisi dengan nama badan usaha pescria.

2. Pilih status badan usaha (Pusal/Cabang).

3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang
dapal dihubungi.

4. Diisi dengan alamal, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang
dapat dihubungi, apabila peserla berslatus kantor cabanga,

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama nolaris penerbit Akla Pendirian
perusahaan/Anggaran Dasar,  scerta untuk badan usaha yang berbentuk
Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian [Tukum dan TTAM.

2. Diiist dengan nomor, langgal dan nama nolaris penerbit akla perubahan ferakhir
badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika lerdapal
perubahan nama anggota Dircksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian
Kuahtikasi peserta diminta menunjukkan ash dan memberikan salinan Bukl
Pemberitahuan dari Notaris sclaku Kuasa Dircksi yang telah diajukan melalui
Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

Pengurus Badan Usaha
Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabalan dalam badan usaha.

Izin Usaha

Tabel izin usaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal pencrbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.

3. Diisi dengan nama instansi penerbil sural izin usaha.

Sertifikat Badan Usaha

Tabel Sertifikat Badan usaha :

Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
Diisi dengan masa berlaku Serfifikat Badan usaha.

Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.

Diisi dengan kualifikasi usaha.

Diisi dengan klasifikasi usaha.

Diisi dengan Subklasifikasi usaha.

LRl A

o

Sertifikat Lainnya [apabila disyaratkan]

1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku scrtifikat,

3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikal.

Data Keuangan
1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Faspor, alamal pemilik
saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/ persero,
2. Pajak
4. Dust NPWP badan usiaha
b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT
Tahunan.

Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)



Diisi dengan nama, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/82/83) dan nomor dan
lalun penerbitan ijazah, jabalan, lama pengalaman kerja profesional berdasarkan
jenis pekerjaan, Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor Bukli Setor Pajak PPh Pasal
1721/1721-A1.

Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama pakel pekerjaan, subklasifikasi pckerjaan yang disyaratkan,
ringkasan lingkup pekerjaan, lokast tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan
alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabal Pembual Komitmen/ Pejabal Pembual
Komitmen, nomor/tanggal dan nilai konirak, langgal sclesai paket pekerjaan/PHO
berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing
pakel pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk
menghilung Kemampuan Dasar (KD) (Usaha Kecil tidak disyaratkan).

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi lempal
pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat Pembual Komitmen, nomor/langgal dan nilai kontruk,
tanggal sclesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan konlrak, dan tanggal berila acara
serah ferima, untuk perusshaan yang lelah berdiri 3 tahun atau lebih, Uniuk
perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi label ini.

Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi
lempal pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/lelepon dari  pemberi
tugas/Pcjabal Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/lanagal dan
nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir,
Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Pakcl (SKP) dan Sisa
kemampuan nyata (SKN) (apabila disyaratkan).

Kualifikasi Keuangan

Diisi dengan nomor dan anzgal laporan keuangan/neraca lahun lerakhir, nama
auditor/konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan keuangan/neraca
tahun lerakhir, dan kekayaan bersih perusahaan  berdasarkan  laporan
kcuangan/neraca  lahun  terakhir.  Penyedia  menyampaikan  Laporan
Keuangan/Neraca Tahun Terakhir.,
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BAB VIIL TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A.  Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaralan sesuai yang
tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi,

B.  Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:

L. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya
(apabila disyaratkan) dengan ketentuan:

a.

Pokja pemilihan mclihat kescsuaian antara persyaratan pada LDK dengan
Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SFSE.

b. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:

c,

1) lzin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang
lertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;

2) lzin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia
dinyatakan gugur;

3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis sctelah balas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta huarus menyampuikan
izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pcjabal Pembual
Komitmen scbelum penandatanganan kontrak;

I
L

Khusus untuk SBU, tidak perlu  mengevaiusi registrast  tabiunan,
melainkan cukup memperhatikan masa berlaku keseluruhan sesuai yang,
lertera dalam SBU.

Pokja Pemilihan dapal memeriksa kescsuaian izin/sertifikal dengan
menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan
daring (on/ine) milik penerbit dokumen vang lersedia.

Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketenfuan:

a.

Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

KD = 3NPt
NPt = Nilai pengalaman lertinggi pada pekerjaan sesual yang

disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

b. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang

C.

d.

c.

mewakili/ feadfirm KSO;

KD sckurang-kurangnya sama dengan nilai tolal HPS;

pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan

sesual yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan

stalus peserla pada saal menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebul;

1) sebagal anggota KSO/ leadfirm KSO mendapat bobol nilai sesuai dengan
porsi/sharing kemitraan;

2) sebagai sub penyedia jasa mendapal nilai sebesar nilai pekerjaan yang
disubkontrakkan kepada penyedia jusa tersebut.,

Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan

sckarang (present value) menggunakan perhitungan schagai berikut:

Is
NPs=Npo x —
' lo

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk cskalasi (apabila ada)
saat serah terima pertama

lo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima
pertama

[s = Indeks dari BFS pada bulan penilaian prakualifikasi (apubila

belum ada, dapal dihitung dengan regresi linier berdasarkan
indeks bulan-bulan sebelumnya)



Indeks BPS yang dipakai adalah indcks yang merupakan komponen
lerbesar dari pekerjaan.

Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan) dapal dikecualikan untuk peseria yang secara peraturan perpajakan
belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru
berdiri scbelum batas waktu laporan pajak tahun (erakhir,

Persyaralan akta pendirian perusahaan disertai dengan akla perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saal
pembuktian kualifikasi,

Pernyataan  Tidak masuk  dalam  Daftar  Hitam, keikutsertaannya tidalk
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang lerkail, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak scdang dilicntikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usahu lidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstalus Aparatur Sipil
Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar langgungun Newgara,
dengan ketentuan:

a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak
perlu dinyalakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSQ:

b. Apabila suatu saat dilemukan bukti bahwa pescria mengingkari pernyataan
ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini,
maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.

Persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4

{ciipal) tahiun terakhir, dengan kelentuan:

a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang
dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli
dan Berita Acara Serah Terima;

b. Khusus untuk pengalaman scbagai subkontrakior, maka sclain membawa
dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harue dilengkani dengan
surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa pescrti
memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.

Persyaratan Sisa Kemampuan Pakel (SKP) (apabila disyaratkan), dengan

ketentuan:

a. Rumusan SKP

SKP KP — jumlah paket yang scdang dikerjakan
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. KP = 5

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan:

g

Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaun yang seduny
dikerjakan walaupun scbenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan,
maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta lidak memenuhi,
maka dinyalakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan
jaminan penawaran (apabila ada).

Persyaralan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuklian Tenaga  Telap
dilakukan pada (ahap pembuktian kualifikasi dengan meminla peserly
membawa:

a. Bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1.

b. SK, Susunan Organisasi, alau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenagu
kerja tetap.

Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan
ketentuan:

4. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

SKN = KN - Znilai kontrak pakel pekerjaan yang sedang dikerjakan
KN = fpxMK
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MK = flIxKB

KN = Kemampuan Nyata

fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar,
fp=7)

MK = Modal kerja

il = Fakior likuidiias (untuk usaha menengah dan besar, i = 0,6)

KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neracu

keuangan tahun terakhir

b. Znilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikuranei
prestasi pckerjaan yang sudah terbayar, diambil dari isian Data Pekerjaan
yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi .

m

SKN harus sama alau lebih besar dari 10% (sepuluh persen) nilai (otal 118,

d. Apabila ditlemukan bukli peserta lidak mengisi daftar pekerjaan yang scdungy,
dikerjakan walaupun scbenarnya ada pekerjaan yang sedang, dikerjakan,
maka apabila pekerjaan tersebur menycbabkan SKN peserta tidak memenuhi,
maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan

Jaminan penawaran (apabila ada).

Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara
persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:

I
2

kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
pemenuhan persyaratan kualifikasi.

dalam hal peserta melakukan KSO :

1

2)

3)

Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operusi
disampaikan oich pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi beriak
mewakili KSO;

Anggola KSO wajib menyampaikan pakta integritas yang, ditandalangani sccara
sendiri-sendiri alau bersama-sama dengan Jeadfirm KSO untuk disampaikan
olch Jeadfirm KSO;

peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memual
persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO (ersebul

Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak
digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai
ULl Bea Melerai.

Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembukiian
kualifikasi,

Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:

1.

Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saal pembuklian
kualifikasi dengan cara:

a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/ Passpori);

b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Ferubahan
Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Dircksi yang
namanya tertuang dalam Akia;

¢. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memual nama direksi
(Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta
surat pengangkatan scbagai dircksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam
Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta
surat keputusan RUPS);

d. Apabila yang hadir bukan Dircksi, maka Pokja meminta Bukti Sctor Pajak
SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 yang memuat identitas wakil
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]

peserta sebagal karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta
meminta Sural Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada
di dalam akta atau pihak lain yang berdasarkan Akla Pendirian/Perubahan
berhak untuk mewakili perusahaan,
Pokja membandingkan kesesuaian antara Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NFPWP, Bukti Pajak
Tahun Terakhir, SKA untuk tenaga ahli tetap, Bukti Sctor pajak, dan Akt
Pendirian/Perubahan Terakhir dengan yang dituangkan dalam formulir isiin
kualitikasi, dengan ketentuan:

a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyalakan gugur;

b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi  kepuda
penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan
sanksi daftar hitam;

Pokja memeriksa bukti pengalaman  pekerjaan yang disampaikan  dalam
Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berila Acara Serah lerima,
dengan ketentuan:

a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan
yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adaiah
pengalaman yang lercantum dalam isian kualifikasi;

b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan
yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah
pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;

¢. Apabila ditemukan pemalsuan  berdasarkan  hasil  klarifikasi  kepada
penerbil dokumen, maka peserta selain dinyatakan guaur juga dikenakan
sanksi daftar hitam.

G.  Apabila ditemukan hal-hal dan/atau dala yang kurang jclas maka Pokja Pemilihan
dapat meminta pescrta untuk menyampaikan klarifikasi sccara tertulis, termasuk
dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkail, namun
lidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi
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BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

I.  SURAT PERJANJIAN

l CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGG AL —r

SURAT PERJANJIAN
Ronlrak Gabungan Lumsum dan Harga Saluan

Paket Pekerjaan Konstruksi
voeneecenn (TSI naMa paket pekerjaan)
NOMOr : ... [dlilsi nomor Kontrak/

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya discbut “Kontrak” dibual
dan ditandatangani di ........... pada hari .......... fargeal owndbulan soii ... tahun
.............. [tanggal, bulan dan lahun diisi dengan huruf], berdasarkan Sural Penelapan
Pemenang Nomor..... .. tangzal ....... , surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasu
(SFFBj) Nomor ....... tanggal ....... , [fika kontrak tahun jamak ditambaikan sural
perseliyjuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menfori Keunangan (untuk
sumber dana APEN) Nomor- ... tanggal..... perihal .....”], antara;

Nama R R—— [nama PPK]

NIP ¥ memmesaemns [NIP FPK)

Jabatai T, AN— (scsiai SK Tengangkatiin

Berkedudukandi ... falamat FFK/
yang bertindak untuk dan atas nama" Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara c.q. Perangkat Dacrah ... berdasarkan Surat $
Kepulusan ....... Nomor ....... tanggal ....... tenlang ....... | SK pengangkatan FFK/
sclanjutnya discbut “PPK”, dengan:

Nama f s [nama wakil Penyedia/

Jabalan i [sesuar akta notaris)

Berkedudukan di s [alamal Penyedial

Akla Notaris Nomor — : ... .. [sesuar akta notaris/

Tanggal (tanggal penerbitan akita/

Netasis @000 ¥ cesssiss [mama nolaris penerbit akial

yang berlindak untuk dan atas nama .............. [nama badan usahal selanjutnya

discbul “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 lentang Jasa Konstruksi;

2. Kilab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku 111 lenlang Perikatan);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi scbagaimana (elah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016:

4. Peraluran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 lenlang Slandar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Mclalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
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(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPFB]) untuk melaksanakan Pekerjaan
Ronstruksi ........... /dissi nama pakel pekerjaan/ scbagaimana diterangkan dalam
dokumen Kontrak ini sclanjulnya discbul “Pekerjaan Konstruksi":

(¢) Penyedia telah menyalakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, lenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta (elah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketenfuan
dalam Kontrak ini;

(d) FPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(¢) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak inj masing-masing pihak :

1) tclah dan scnantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olch advekat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

&) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) lelah mendapatkan kesempalan yang memadai untuk memeriksa  dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserla semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penycedia dengan ini bersepakat dan menyctujul untuk
membual perjanjian pelaksanaan pakel Pekerjaan Konstruksi ........... [diisi nama
pakel pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan scbagai berikul.

Pasal [
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGRUP PERKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

3. dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan dilsi dengan output dari pekerjaan terschut
sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstral

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN FEMBAYARAN

(1) Harga Konlrak termasuk Pujak Perlambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan tofal harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah scbesar Rp. ........... (...........
ditulis dalam huruf ........ J dengan kode akun kegiatan .......... :

(2) Konlrak ini dibiayai dari ........... [diisi sumber pembia yaannyday,

(0) Pemibayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Dank . FCRCIING HOMON & .o
alas nama Penyedia . ............... 4

[Calatan : untuk kontrak tahun Jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk

masing-masing Talun Anggarannya/

Pasal 4

v CRTFT YR AAINTY TAONRUTIY AT
UORUMEN KONTRAR

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang lidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Sural Perjunjian
(apabila ada), Sural Perjanjian, Sural Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran
dan Harga, Syaral-Syaral Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta

lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subrenyedia,
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personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Kesclamatan
Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:
Surat Penunjukan Penycdia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapal Persiapan Penandalanganan Konlrak,

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika ferjadi pertentangan antara ketentuan dalam sualu dokumen dengan

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki scbagai berikul:

a. adendum Sural Perjanjian (apabila ada);

b. Sural Perjanjian;

¢. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;

d. Syarat-Syaral Khusus Kontrak:

¢ Syarai-Syaral Uriun Konirak,

{. spesifikasi teknis; dan

2. 2ambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini lerhitung scjak
langaal penandalanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syaral Khusus Kontrak, dihilung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sclama .......... (... dalam hurut ...) hari
kalender;

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
scjak  Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampal  dengan  Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ........ (covennddalam huruf......) hari kulender.,

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada langgal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekualan
hukum yang sama dan mengikal bagi para pihak, rangkap yang lain dapal
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
............. [diisi nama badan usaha) PPK ............. [diisi sesuai SK
Fengangkatan/

[tanda langan dan cap (jika salinan asli
ini untuk PFK maka rekatkan meterai  [tanda langan dan cap (Jika salinan asli

Rp 6.000,00)] i untuk Penyedia maka rekatkan
meferai Rp 6.000,00)/

[nama lengkap/
[1abatan] [nama lcngkap/
i .
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CONTOH 1. PENYEDRIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
ceveveenens [AIIST nama paket pekerjaan)
3 (617 [o] G- ——— [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikul semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Tumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya discbut “Kontrak” dibual
dan ditandatangani di ........... pada hari ......... VENReR] oo BEIBT covanneu tahun
.............. [tanggal, bulan dan lahun diisi dengan huruf], berdasarkan Sural Penctapan
Pemenang Nomor....... tanggal ....... , Sural Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) Nomor ....... langgal ....... , Uika kontrak lahun jamak ditambahkan sural
perselujuan pejabat vang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (uniuk
sumber dana AFBN) Nomor ..... tanggal ..... perihal ....."”J, antara:

Nama e [nama FPK]

NIP I ssavansasinye [NIP FPPK]

Jabalan I PP s [sesuai SK Pengangkatan)/

Berkedudukan di B s lalamat FIX]
yang bertindak untuk dan alas nama’ Pemerintah Daerah Kubupalen Tapanuli
Ulara cq. Perangkal Dacrah ....... berdasarkan Surat Keputusan ... Nomor .......
tanggeal ....... fentang, ....... 5K Fengangkatan PPK] selanjutnya disebul “PPK”, dengan :
Nama T [nama wakil KSO/

Jabalan R T [seswar sural perjanjian KSO/
Berkedudukan di P s lalamat wakil KSO/
yang bertindak untuk dan atas nama .................... [nama badan usaha KSO/ scbagal

badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikul:

Yo oo [nama Penyedia 1/;
Py s [nama Penyedia 2/:

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tangzung renteng atas
semua kewajiban terhadap PPK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan
surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ... tangl
selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kilab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku IIT tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraluran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Menleri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 lentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
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(@) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

(b) PPK felah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPB]) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan/ sebagaimana diterangkan dalam
dokumen Konlrak ini sclanjulnya discbul “Pekerjaan Konstruksi”,

(¢) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Peckerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaralan dan kclentuan
dalam Kontrak ini;

(d) FPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandalangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(¢) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa schubungan dengan
Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampinai oleh advokatl;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patul;
3) lclah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak int;
4) felah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang lerkail.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakal dan menyelujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ... [eliisi naami
pakel pekerjaan] dengan syaral dan ketenluan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang,
sama seperli yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan oulput dari pekerjaan fersebul
sesual dengan dokumen identitikasi kebutuhan dalam Renstra/

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dulam
Dattar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. .......... (iosmmmenss
ditulis dalam huruf ........ J dengan kode akun kegiatan .......... :

(2) Konlrak ini dibiayai dari ........... [ditsi sumber pembiayaannyal,
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............
alas nama Penycedia : .............. .

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumbkan rincian pendanaan untuk
masing-masing Tahun Anggarannyal

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesaluan dan bagian

yang tidak lerpisahkan dari Konlrak ini terdiri dari adendum Sural Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, Sural Penawaran, Daftar Kuanlilas/Keluaran
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(2)

(D

(2)

(3

dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta
lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Kesclamalan
Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya scperti:
Sural Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Konlrak,
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Jika lerjadi pertentangan anlara kelentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a4. adendum Sural Perjanjian (apabila ada);

b. Surat Perjanjian;

<. Sura!l Penawaran berikul Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;

d. Syaral-Syaral Khusus Kontrak;

¢.  Syaral-Syarat Umum Kontrak;

. spesifikasi teknis; dan

2. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini lerhilung sejak
langgal penandatanganan Konlirak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan difentukan dalam Syarat-Syaral Khusus Kontrak, dihitung,
scjak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan FPertama FPekerjaan selama .......... (... dalam huruf ...) hari
kalender;

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama FPekerjaan sampai dengan Tanggal

Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia lelah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibual dalam

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kckuatan
" hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk duan atas nama Untuk dan alas nama
ceverneneens [diIST nama KSOJ PPK ............. [disi sesual SK
FPengangkalan]

[fanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk PPK maka rekatkan meterai  [tanda tangan dan cap (jika salinan asl

Rp 6.000,00)] ini untuk Penyedia maka rekatkan
melerai Rp 6.000,00)]

[nama lengkap/

labalan] [nama lengkap)]
NIP oo

U4



I1. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

T
1.

Definisi

istilahi-istilahi yang digunakan dalam Syarat-Syaral
Umum Konirak selanjutnya disebul SSUK harus
mempunyai  arti atau  tafsiran  seperti yung
dimaksudkan sebagai berikul.

1.1

i

(47}

1.8

1.9

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yuang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparal
yang melakukan pengawasan melalu audit,
reviu, pemanlauan, evaluasi, dun kegialun
pengzawasan lain terhadap penyclenggaraan
tugas dan tungsi Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
adalah bagian pekerjaan ulama alau bagian
pekerjaan bukan utama yang diletapkan
sebagaimana tercantum dulum Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaannya discrahikan
kepada Penyedia lain  (subpenyedia) dun
disctujui terlebih dahulu olch PPK.

Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah
daftar kuantilas/keluaran yang Iclah diisi
harga satuan  kuantitas/keluaran  sesuui
ketentuan pemberlakuannya dan jumlah
biaya kescluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.

Direksi  Lapangan  adaiuh  ienaga/iim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan olch
PPK, terdiri dari 1 (salu) orang alau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah  total  harga
pelaksanaan pekerjaan yang lercanium
dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang sclanjulnya
disingkut HPS adalah perkiraan  harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh FPPK.

Harga Satuan Pekerjaan yang seianjuinya
disingkat HSP adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan  adaluh
kerangka waktu yang sudah lerinci
berdasarkan  Masa Pelaksanaan, sclclah
dilaksanakan pemeriksaan lapanzan
bersama dan disepakati dalam rapal
persiapan pelaksanaan Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak  dan  tidak  dapat  diperkivakan
scbelumnya, schingga  kewajiban  yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi,

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau  tlidak
berfungsinya bangunan sctelah penycrahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang sclanjulnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar
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1.20

Penyedia  yang  masing-muasing  pihak
mempunyai hak, kewajiban dan langgung

jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksi sclanjutnva discbut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen vang
mengatur hubungan  hokum  antara PPK
dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa
konsultansi  konstruksi atau  pckerjaan
konstruksi.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan adalah Kontrak yang merupakan

I (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada
pelaksanaan  APBD  yang  sclanjutnya
disingkat KPA  adalah pcjabat  yang
memperolch  kuasa  dari PA unfuk
melaksanakan sebagiun kewenangan dan
langgung jawab Penggunaan Angguran pada
Perangkal Daerah yang bersangkulan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya  Kontrak ini lerhilung sejuk
tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan  Tangzal  Penyerahan  Akhir
Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan scluruh  pekerjaan
terhitung, seink Tanggal Mulai Keria sampai
dengan Tanggal Penyerahan  Perlama
Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jungka waktu
unfuk melaksanalan kewajiban
pemeliharaan oleh Penyedia, lerhitung scjak
Tanggal Peonyorahan Toitama  Pokcijadn
sampai dengan Tanggal Penycrahan Akhir
Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mala
pembayaran yang pokok dan penling yang
nilai bobot kumulatitmya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nila
pekerjaan, dihitung mulai dari  mala
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah
melode yang menggambarkan penguusaan
penyelesaian pekerjaan yang sislemalis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing  jenis  kegiatan  pekerjaan
utama yang dapal dipertanggungjawabkan
secura teknis.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yung
selanjutnya disingkal PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa adminisirasi  hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya
disingkat PPK adalah pcjabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambhil
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1.24

1.2

keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan
atau scbagian kegiatan vang mcliputi
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pemhongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yung
secara langsung menunjang ferwujudnya
dan berfungsinya suatu konstruksi scsuai
peruntukannya ying ditetapkan
el e e e b g TR o T R
SCUagalimana ICicaniuin  adidin  voKdinien
Pemilihan.

Pelaku Usaha adalah  sctiap  orang
perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan
badan  hukum  yang didirikan  dan
berkedudukan atau melakukan kegalan
dalam  wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun Dbersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan wusaha dalam berbagai bidang
ckonomi.

Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis
adalah tim pendukung, yang
ditunjuk/ditelapkan oleh PPK yang bertugas
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Pengguna Anggaran yany sclanjuinya
disingkat PA adalzh pejabal pemegung
kewenangan penggunaan anggaran
Perangkal Daerah.

Penyedia adalah Pelaku  Usaha  yang
menyediakan  barang/jasa  berdasarkan
Kontrak.

Personel Manajerial adalah tenaga ahh atau
tenaga tcknis  yang  ditempatkan  sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yung

1 Poooyin

Ailaasileanm lroqada
i wan aepann g

pemilihan/Penyedia berupa laranean
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di scluruh
Kementerian /  lLembaga/  Pemerinlah
Daerah dalam jangka wakiu lerlentu.

Subpenyedia  adalahh  Penyedia  yang
mengadakan perjanjian kerja tertuiis dengan
Penyedia penanggung jawab Kontrak, unluk
melaksanakan sebhagian pekerjaan
(subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjulnya disebul
Jaminan adalah jaminan (ertulis  yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaun
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
ASUransi untuk mendorong, ckspor
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/ Konsorsium Lembaga
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2. Penerapan

3. Bahasa dan Hukum

4. Korespondensi

5. Wakil Sah Para Pihak

Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Fenjaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang -undangan.

1.32  Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjulnya
disingkat SPMK  adalah  surat  yuang
diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan,

1.33 Tanggal Mulai Kerja adalah langgal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkun olch
PPK  untuk  memulai meclaksanakan
pekerjaan.

1.34 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
adalah tanggal scrah lerima  perlama
pekerjaan  sclesai  (Provisional  Hand
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang
diterbitkan oleh PPK.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan sclesai
(Ffinal Hand Over/FHQO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
yang, diterbitkan oleh PPK.

[
o
81

1.36  Tenaga Kerja Konstruksi adaluh tenaga kerja
vang hekeria di seklor konstraksi vang
meliputi  ahli, teknisi atau analis, dan
operator.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjnan Konstruksi ini telapt  tidak dapal
bertentangan dengan ketentuan-kelentuan dalam
Dokuiicin Kontrak  lain yang  lcbin dinaal
berdasarkan urutan hicrarki dalam Surat Perjanjian.

31 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa
Indonesia.

3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuatl dalam bhahasa Indonesia
dan bahasa Ingeris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.

3.3  Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk sural,
e-mail dan/atau faksimili dengan alamal
tujuan para pihak yang lercantum dalam
SSKK.

4.2  Semua pemberitahuan, permohonan, atau
nersetuinan herdasarkan Kontral ini harng
dibuat  sccara tertulis dalam  Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
jika telah disampaikan sccara langsung
kepada Wakil Sah Para Pihak dalum SSKK,
alau jika disampaikan melalut sural tercalal
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yung,
tercantum dalam SSKK,

5.1 Sctiap tindakan yang disyaratkan alau
diperbolchkan untuk dilakukan, dan sctiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibual berdasarkan
Kontrak ini olch PPK atan Penyedia hanya
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Larangan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan

wm
w

6.1

6.2

dapat dilakukan atau dibuat olch Wakil $uh
Para Pihak alau pejabal yang disebulkan
dalam SSKK.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.

Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi

Wakil Sah PPK memiliki tugas :

4. melaksanakan  pendelegasian  sesuai
dengan pelimpahan dari PPK;

b. mengelola administrasi kontrak; dan

¢.  mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan clika pengadaan barang/jasa

pemerintah, para pihak dilarang untuk :

4. menawarkan, menerima aldau
menjanjikan  untuk  memberi  atau
menerima hadiah atau imbaian berupu
apa saja atau melakukan (indakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapal diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau

c. membual dan/alau  menyampaikan
sccara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.

Penyedia menjamin bahwa yang,

bersangkutan termasuk semua angzotla KSO

(apabila berbentuk KSQ) dan

subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan

tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.

Penyedia yang menurul penilaian PPK
lerbukli melakukan larangan-laranzan di
alas  dapal  dikenakan  sanksi-sanksi
administratif oleh PPK sebagai berikul:

a. pemutusan Kontrak;

b, Jaminan Pelaksanaan  dicaivkann  dai
disetorkan  sebagaimana  ditetapkan
dalam SSKK;

C. sisa uang muka harus dilunasi olch
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disctorkan scbagaimana
ditetapkan dalam SSKK, dan

d.  pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[eatatan:  pengenaan  Sanksi  Dallar
Hitam ditetapkan olch PA/KPA  alas
usulan FPK.

FPA/KFA  menyampaikan  dokumen

penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:

1) Fenyedia yang dikenakan Sanksi
Daftar Hitam; dan

2) unil  kerja yang melaksanakan
tungsi layanan pengadaan sccard
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10.

11.

12.

13.

14.

Asal Material/Bahan

Pembukuan

Perpajakan

Pengalihan Seluruh
Kontrak

Pengabaian

Penyedia Mandiri

KSO

Pengawasan
Peiaksanaan Pekerjaan

clektronik, — untuk  ditayangkan
dalam Daftar Ilitam Nasional]

6.4 Pengenaan  sanksi  administratif  di - alas
dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

7.1 Penyedia — harus  menyampaikan  asal
material/bahan yang ferdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen
impor,

7.2 Asal material/bahan  merupakan tem pat
material/bahan  diperoleh, antara lain
tempat material/bahan ditambang, tumbuh,
atau diproduksi.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencalalan
keuangan yang akurat dan sistematis schubungan
dengan nelaksanagan p.;l((:lj:{;_m int herdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenugu Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar  semua pajak, bea, retribusi,  dan
pungulan lain yang dibchankan olch peraturan
perpajakait atas polaksanaan Koitrak ini. Scinua
pengeluaran  perpajakan  ini dianggap lelah
termasuk dalam Harga Kontrak.

10.1  Pengalihan  scluruh  Kontrak hanya
diperbolchkan dalam hal pergantiun nama
Penyedia, baik sebagai akibal peleburan
(mergen) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas  dilanggar maka
Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan
Penyedia  dikenakan sanksi  schagaimana
diatur dalam pasal 41.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran kelentuan tertentu Konlirak oleh pihak
yang lain maka pengabaian lersebut tidak menjadi
pengabaian  yang terus-menerus  sclama Masa
Kontrak atau scketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain, Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia  berdasarkan Kontrak ini bertanggung
Jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang

discbut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas

nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

4.1 PPK  menetapkan  Pengawas  Pekerjaun
(Direksi  Teknis) untuk  melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan scsuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan  dapal
berasul dari personel PPK atau Penyedia Jusa
Pengawasan (Konsultan Pengawas).
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15. Tugas dan Wewenang

Pengawas Pekeriaan

16. Penemuan-penemuan

17. Akses ke Lokasi Kerja

14.2

15.1

15.2

15.4

Dalam melaksanakan kewajibannya,
Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Fersoncl PPK
dapal bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Semua gambar dan rencana kerja yang
dignnakan dalam pelaksanaan nekeriaan
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen
maupun  pekerjaan  semenlara harus
mendapatkan  persctujuan dari Pengawas
Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini
diperiukain terlebih dahulu ada pekerjaan
sementara yang tidak lercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harqa di dalam Kontrak
maka  Penyedia  berkewajiban  untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pckerjaan  sementara  terscbut  untuk
mendapatlan pernyataan tidak herkeberatan
(o objection) untuk  dilaksanakan dari
Pengawas Pekerjaan,
Pernyalaan lidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
Pengawas Pekerjaan melaksanakan lugas
dan wewenang paling sedikit meliputi:
a.  mengevaluasi dan menyctujui rencana
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;

5

memberikun  {jin dimulai

tahapan pekerjaan;

€. memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak:

d.  memeriksa dan menilai mutu  dan
kesclamatan konstruksi ferhadap hasii
akhir pekerjaan;

€. menghenlikan seliap pekerjaan yang,
tidak memenuhi persyaratan;

f.  bertanggungjawab  ferhadap  hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
fugas dan tanggungjawabnya;

g memberikan  laporan sceara  periodik

kepada PPK sesuai dengan kelentuan

dalam Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai  dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Konltrak ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan
kepada pihak yang berwenang semua penemuun
benda/barang yang mempunyai nilai scjarah atau
penemuan  kekayaan di lokast  pekerjaan  yang
menurut peraturan perundang-undangan dikuasai
oleh negara.

17.1

Penyedia berkewajiban untuk mcenjamin
akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapal
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17.3

1zin dar1 PPK ke lokas Kerja dan [okasi
lainnya dimana pekerjaan ini sedang alau
akan dilaksanakan.

Penyedia harus dianggap telah menerima

kelayakan dan ketersediaan Jalur  akses

menuju lapangan. Penvedia harus berupaya
menjaga sctiap jalan atau jembatan duri
kerusakan akibat penggunaan/lalu linfas

Penyedia atau akibat personcl Penyedia.

Kecuali ditentukan lain maka:

a.  Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibal penggunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan  rambuy
alau petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh oloritas lerkail uniuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

¢. biaya karena ketidaklayakan atau tidak
lersedianya jalur akses untuk digunakan
olech  Penyedia, harus dilangeung
Penyedia; dan

d. PPK tidak bertanggung jawab alas klaim
vang mungkin limbul alkibat
penggunaan jalur aksces.

PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul selain pengaunaan jalur
akses tersebul.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN » ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Pelaksanaan
Kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja

17 ..
nutig

rax ini berlaku cicktif s¢jak penandataiizaiiain

Surat Perjanjian olch Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.

19.1

19.2

19.5

Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan
peninjauan lapangan bersama olch para
pihak.

PPK berkewajiban  untuk  menycerahkan
lokasi kerja sesuai dengan kebuluhan
Penyedia yang tercantum dalam rencana
kerja yang telah disepakati oleh para pihak
dalam Rapat Persiapan Penandalanganan
Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan
lanpa ada hambatan kepada Penyedia
scbelum SPMK diterbitkan.

Hasil perinjann dan perycriian
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan
Lokasi Kerja.

Jika dalam peninjauan lapangan bersuma
dilemukan hal-hal yang dapat
mengakibalkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokusi
kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang
lercantum dalam rencana kerja (scsuai pasal
19.2) untuk melaksanakan pekeriaan dan
terbukti merupakan suatu hambatan, maka
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20. Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)

21. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi
(RMPK)

22, Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)

20.1

[
2
s

e
iy
8]

21.4

21.5

21.6

[N
i
~1

| o
I
(&

22.3
224

kondisi ini ditetapkan schagai  Peristiwa
Kompensasi.

PPK menerbitkan SPMK paling lambal 14
(empal belas) hari kerja scjak langgal
penandatanganan Kontrak atau 14 (cmpat
belas) hari kerja sejak penverahan lokasi
keeria pertama kali

Dalam SPMK dicantumkan scluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

Penyedia berkewajiban untuk

mempresentasikan dan menyerahkan RMPK

scbagal penjaminan dan peneendalian mutu

pelaksanaan pekerjaan pada rapal persiapan

pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan

disctujui olch PPK.

RMPK disusun paling scdikil berisi:

4. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
{(Method Statement ),

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Flan (ITP);

¢.  Pengendalian Subpenyedia dan
Pemasok.

Penycdia wajib menerapkan dan

mengendalikan pelaksanaan RMPK  sceara

konsisten untuk mencapai mulu yang

dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan

ini,

RMPK dapal direvisi scsuai dengan kondisi
nekeriaan,

Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan lerhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK
harus mendapatkan persctujuan PPK.

Persctujuan PPK  terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktial Penvedin

Penyedia berkewajibun unluk
mempresentasikan dan menycrahkan RKK
pada saal rapat persiapan  pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disctujui olch FPK.

Para  Pihak wajib mencrapkan  dan
mengendalikan  pelaksanaan RKK  sccara
konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Konlrak.

Penyedia berkewajiban unfuk
memutakhirkan KKK sesual dengan kondist
pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemutakhiran RKK  harus  mendapal
persetujuan PPK.
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23. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak

24. Mobilisasi

25. Pengukuran /
Pemeriksaan Bersama

226

2
w

23.2

24.1

24.2

24.3

25.1

Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK
lidak mengubah kewajiban kontrakiual
Penyedia.

Paling lambal 7 (tujuh) hari kalender scjak

diterbitkannya  SPMK  dan  schelum

pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan

Penyedia, umsur perancangan, dan unsur

pengawasan, harus sudah

menyelenggarakan rapal persiapan

pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati

dalam rapal persiapan pelaksanaan konlrak

meliputi

a. RMFK;

b. pelaksanaan RKK;

C. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan
nekerjaan;

o

Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang
ditkuti uraian lentang metode kerju
yang mcmperhatikan Keselamatan dan
Keschatan Kerja;

. Jadwal  pengadaan  bahan/malerial,
inobilisasi peralatan dain Teiiuga Keija
Konstruksi;

2. penyusunan renciang
pengukuran/pemeriksaan bersama; dan

h. hal-hal Iain yang diangap perlu.

[asil rapal persiapan pelaksanaan Konlrak
ditnangkan dalam Berita Acara  Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi paling lambal harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender scjak diterbitkan SPMK, alau

sesuai kebutuhan dan vencana keria

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait  yang  diperlukan  dalam
pelaksanaan  pekerjaan,  fermasuk
instalasi alat;

b.  mempersiapkan fasililas seperli kanlor,
rumah, gedung laboralorium, bengkel,
fudang, dan schagainya; dan/atau

¢.  mendatangkan Tenaga Kerju Konstruksi.

Mobilisasi peralatan  dan Tenaga  Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.

Pada lahap awal pelaksanaan Konltrak, PPK
dan Pengawas  Pekerjaan  bersama-sama
dengan Penyedia melakukan pengukuran
dan pemeriksaan  detail terhadan kondisi
lokasi pekerjaan untuk seliap rencana mala
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Multual Check 0%).
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26. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan

26.1

26.2

27.1

27.3

Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan
bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia
Penelili Pelaksanaan Kontrak.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan
dalam  Berita Acara. Apabila  dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Komtrak maks
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama yang sesuai dengan persyaralan
Kontrak dapat segera dimobilisasi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti kelentuan pasal 65 dan 66.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini; Penyedia
berkewajiban mengutamakan
malerial/bahan produksi dalam negeri dun
lenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang,
diluksanakan di Indoncsia scsuai dengan
yang disampaikan pada saal pcnawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaun Konslruksi,

bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan

perangkat lunak yang digunakan mengucu
kepada dokumen:

a. formulir rekapitulasi  perhitungan
Tingkal Komponen Dalam  Negeri
(TKDN), untuk  Penyedia  yung
mendapat preferensi harga; dan

b. daflar barang yang dimpor, untuk
barang yang diimpor.

Apabila  dalam  pelaksanaan  pekerjaan
ditemukan ketidaksesualan dengan
dokumen pada pasal 26.2, muaka akan
dikenakan  sanksi  sesuai  peraluran
nerundanean vane berlakn,

Kecuali Kontrak diputuskan lebih - awal,
Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan  RMPK, serta  menyelesalkan
pekerjaan  paling lambal  selama  Mauasu
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

Apabila Penyedia berpendapal tidak dapal
menyelesaikan - pekerjaan sesual Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian (ersebul
kepada PPK, dengan disertai bukti-bukli
yang dapat disctujui PPK, maka PPK dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembah
pelaksanaan  tugas  Penyedia  dengun
membual adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesual Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau  Peristiwa Kompensasi atau  karena



28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan

29. Rapat Pemantauan

30. Peringatan Dini

B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaan

274

kesalahan atau  kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.

Apabila diberlakukan serah ferima schagian
pekerjaan (secara parsial), Masa
Pelaksanaan dibuat berdasarkan  bagian
pekerjaan lersebul sesuai dengan SSKK.
Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adaiah
bagian pekerjaan yang telah diletapkan
dalam Dokumen Pemilihan.

Pengawas Pekerjaan dapal memerintahkan sccara

tertulis

Penyedia untuk menunda pelaksunuaun

pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
segera difembuskan kepada PPK.

29.1

29.3

30.1

30.2

31.1

31.2

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapal
menyelenggarakan rapal pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri
rapal tersebul. Rapal pemantauan
diselenggarakan itk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaan
alas  sisa  pekerjaan  serla untuk
menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berila acara
vapal, dan rekamannya discrahkan kepada

PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaun dapal
memutuskan baik dalam rapal alau seiclah
rapat melalui pernyataan fertulis kepada
semua pihak yang menghadiri rapal.

Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pengawas
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
lertentu yang dapal mempengaruhi mutu
pekerjaan, menaikkan Harga Konlrak alau
menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas
Pekerjuan dapat memerintahkan Penyedia
untuk  menyampaikan  secara  tertulis
perkiraan dampak peristiwa atau kondisi
tersebul di atas terhadap Targa Kontrak dun
Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampatkan oleh
Penyedia.

Penyedia berkewajiban unluk bekerjia sama
dengan  Pengawas  Pckerjaan  unluk
mencegah  atau  mengurangi  dampuk
peristiwa atau kondist tersebul.

Setelah  pekerjaan  sclesai 100%  (seratus
persen), sesual dengan  ketentuan yang
tertuanz  dalam  Kontrak, Penyedia
mengajukan  permintaan sccara  tertulis
kepada PPK untuk scrabh torima portama
pekerjaan.

PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan
untuk melakukan pemeriksaan  terhadap
hasil pekerjaan.
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31.3

31.4

31.5

31.6

31.9

31.10

31.11

31.12

51.13

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian
hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Konirak.

Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan
disampaikan kepada PPK, apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak dan/atau cacal hasil pekerjaan, PPK
memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.,

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan
telah  sesuai dengan kelenluan  yang
tercantum dalam Kontrak maka PPK dan
Penyedia menandatangani Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Pembayaran  dilakukan  scbesar  93%
(sembilan puluh lima persen) dari [Targa
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen)
merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, alau pembayaran dilakukan
sebesar 100% (seratus persen) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus mcnycrahkan
Jaminan Pemecliharaan scbesar 5% (lima
persenj dari Harga Konirak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan schingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan,

Masa Pemeliharaan paling singkal unluk
pekerjaan permanen selama 6 (cnam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permancn
sclama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

Setelah  Masa Pemeliharaan  berakhir,
Penyedia mengajukan permintaan sccara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir
pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia lelah  melaksanakan  scmua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah scsuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
maka PPK dan Penyedia menandalangani
Berita Acara Scrah Terima Akhir Pekerjuan,

PPK wajib melakukan pembayaran  sisa
Harga Kontiak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemcliharaan.

Apabila  Penyedia tidak  melaksunakan
kewajiban  pemeliharaan  scbagaimana
meslinya, maka Kontrak dapal diputuskan
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan
sanksi scbagaimana diatur dalam pasal 4 1.4,

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan
hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

117



32. Pengambilalihan

33. Pedoman Pengoperasian
dan Perawatan /
Peimeliharaan

31.14

31.15

3l.16

31.17

31.18

31.19

31.20

31.21

51.22

PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahlerimakan.

PPHP melakukan pemeriksaan administratif
proses pengadaan  barang/jasa  scjak
perencanaan pengadaan sampai dengan
seralt terima  hasil  pekerjaan, meliputi
dokumen program/penganggaran, suraf
penetapan  PPK, dokumen perencanaan
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan
pengadaan, dokumen pemilihan Penycdia,
dokumen Kontrak dan perubuahannya scrta
pengendaliannya, dan dokumen serah
terima hasil pekerjaan.

Apabila  hasil pemeriksaan adminisirasi
ditemukan  ketidakscsuaian/kekurangan,
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan dokumen administratif

Hasil pemeriksaan administratif dituangkan
dalam Berita Acara.

Serah terima pekerjaan dapal dilakukan
perbagian pekerjaan (sccara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pckerjaan yang dapat dilakukan
serah terima pekerjaan scbagian atau sccara
parsial yaitu:

a. bagian pekerjaan yang fidak tergantung
satu sama lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya lidak
lerkail salu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.

Dalam hal dilakukan scrah terima pekerjaan

secara parsial, maka cara pembayaran,

ketentuan denda dan kewajihan

pemeliharaan tersebul di atas disesuaikan.

Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan
untuk bagian pekerjaan  (PHO  parsial)
tersebul  dilaksanakan  sampai  Masa
Pemcliharaan bagian pekerjaan (erscbut
berakhir sebagaimana yang lercantum
dalam SSKK.

Serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pckerjaan (PHO parsial) dituangkan
dalam Berila Acara.

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pckerjaan
dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan
surat keterangan sclesai/pengakhiran pekerjaan.

33.1

53.2

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk
kepada PPK lentang pedoman pengoperasian
dan perawatan/peiiclihiaraait scsuai dengai
SSKK.

Apabila  Penyedia  tidak  memberikan
pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan, PPK berhak
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B.4 Adendum
34, Perubahan Kontrak

35. Perubahan Pekerjaan

w
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34,

W
9]

3

&

menahan  uang refensi  atau Jaminan
Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapatl diubah melalui
adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan

apabila disctujui olech para pihak, yang

diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Konirak,

c. perubahan Jjadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

d. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, FPK
dapat meminta pertimbangan dari Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Peluksunaan
Kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan anlara
kondisi lapangan pada saat pclaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi leknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,
PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang melipuli:

a. menambah atau mengurangi volume
yang tercantum dalam Kontrak:

b. menambah dan/atau mengurangi jonis
kegiatan/pekerjaan;

¢, mengubah spesifikasi teknis dan/atan
gambar pekerjaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi

lapangan seperti yang dimaksud pada pasal

35.1 namun ada periniah perubahan daii

PPK, PPK bersama Penyedia dapat

menyepakali perubahan pekerjuan yang

meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegialan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi icknis dan/uiuu
gambar pekerjaan; dan/atau

¢. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan

Perintah perubahan pekerjaan dibuat olch

PPK sccara tertulis kepada  Penyedia

kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

fcknis dan harga dengan telap mengacu

pada ketentuan yang lercantum dalam

Kontrak awal.

Hasil negosiasi lersebul dituangkan dalam
Berita  Acara  scbagai  dasar  penyusumin
adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan
scbagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan
33.2  mengakibatkan penambahan Harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan
dengan kelentuan penambahan  Harga
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36. Perubahan Harga

36.3

36.4

36.6

Kontrak akhir tidak melebihi 10% (scpuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontrak awal dan lersedianya angaaran.

Kelentuan pasal 35.1 huruf a lidak berlaku
untuk bagian pekerjaan lumsum.

Perubahan Harga Kontrak dapal diakibatkan
oieh:

a. perubahan pekerjaan;

b. penyesuaian harga; dan/alau

c. Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantilas mala pembayaran utama
yang akan dilaksanakan berubah akibal
perubahan pekerjaan lebih dari  10%
(sepuluh persen) dari kuanlitas awal, maka
pembayaran  volume sclanjulnya  dengan
menggunakan harga satuan yang,
discsuaikan dengan ncgosiasi.

Apabila dari hasil cvaluasi pcnawaran
terdapat harga satuan timpang, maka harga
saluan timpang terscbut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas
pekerjaan  tambahan  digunakan  harga
satuan berdasarkan hasil negosiast.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang,
masuk kategori harga satuan timpang, maka
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

Apabila terdapal perubahan pekerjaan,

indka poncituain haiga baru  dilakukaii
dengan negosiasi.

Kelentuan penggunaan rumusan

penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

a) harga yang tercantum dalam Kontrak
dapat berubah akibat adanya
penyesuaian  harga  scsuai dengan
peraturan yang berlaku.

b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan  yang
masa pelaksanaannya lebih dari 18
(delapan belas) bulan;

¢) penyesualan harga saluan diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) scjuk
pelaksanaan pekerjaan;

d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh  kegiatan/mata  pembayuran,
kecuali komponen keuntungan, biaya
tUdak  langsung (overficad coslh  dan
harga satuan timpang sebagaimana
tercantum dalam penawaran,

e) penyesuaian harga satuan diberlakukun
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak,

f) penyesuaian  harga  satuan  bagi
komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan  indeks
penyesuaian harga dari negara asal
barang lersebut;
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37. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan

36.9

36.10

37.1

7.2

37.3

&) jenis pekerjaan baru  dengan  harga
satuan baru sebagai akibal adanya
adendum Kontrak dapal diberikan
penyesudian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) scjak adendum Kontrak
tersebut ditandatangani;

h) indcks yang  digunakan  dalam
pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indcks terendah antara jadwal
Kontrak dan realisasi pekerjaan;

1) jenis  pckerjaan  yang  lchih cepat
pelaksanaannya diberlakukan
peiyesuaian haiga perdasdaikain indceks
harga pada saat pelaksanaan,

Ketentuan lebih lanjut  terkail penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.

Ketentuan  ganti rugl  akibat  Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa

Kompensasi.

Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku
untuk bagian pekerjaan lumsum.

Ketentuan  pasal 36.2 dan  36.3  hanyu
berlaku untuk bagian pekerjaan  harga
satuan.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan

dapat diakibatkan olch:

a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masu Pelaksanaan;
dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan  dapal
diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
herikut:

da. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
¢.  Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat  diperpanjang
paling  kurang sama denean  waklu
lerhentinya Kontrak akibal Keadaan Kahar
atau  waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan  pekerjaan  akibat  dari
ketentuan pada pasal 37.2 hurut a atau b
PPK dapal menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan
penelitian  terhadap  usulan  tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waklu
sesual  pertimbangan yang wajar  sctelah
Penyedia  meminta perpanjangan. Jika
Penyedia lalai untuk memberikan peringalan
dini atas keterlambatan atau lidak dapat
bekerja sama untuk mencegah
kelerlambatan — sesegera  mungkin, maka
keterlambatan  seperti  ini  tidak dapat
dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.
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37.5

B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar 38.1

38.2

w
&%
o

38.6

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa
lama,

Persctujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Jika lerjadi Peristiwa Kompensasi schingga
penyelesaian  pekerjaan  akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak
untuk  meminta  perpanjangan  Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.
PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Masu
Pelaksanaan sccara lertulis. Perpanjangan
Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

Contoh Keadaan Kahar tidak lerbalas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ckstrem, dan gangguan industri lainnya.

Tidak lermasuk Kcadaan Kahar adalah hal-
hal  wiciugikan  yang discbabkan  oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK alau
Penyedia memberitahukan lentlang
lerjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara fertulis dalam waktu paling
lambat 14 (cmpat belas) han kalender scjak
menyadari atau seharusnya menyadari alas
kejadian atau  terjadinya Keadaan Kahar,
dengan menyertakan bukti serta hasil
identifikasi  kewajiban  dan kinerja
pelaksanaan yang terhambal dan/atau akan
feriambai akibal Keadaan Ranar [crscbul.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyalaan yang diterbitkan  oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraluran perundung -
undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.

PPK meminta Pengawus Pekerjuan untuk
melakukan penelitian lerhadap
penyampaian  pemberitahuan  Keadaan
Kahar dan bukli scbagaimana dimaksud
pada pasal 38.4.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang
ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuar pada pasal
58.3. Kewajiban yang dimaksud adalah
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan
terhadap pekerjaan/bagian pckerjaan yang
terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar.



38.7

38.8

38.9

38.10

38.11

Dalam  hal terjadi  Keadaan — Kahar,

pelaksanaan Kontrak dapal dihentikan.

Penghentian Kontrak karcna Keadaan Kahar

dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kuhar
berakhir; atau

b.  permancn apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/disclesaikannya pekerjaan.

Penghenlian Kontrak karena Keadaan Kahar

dilakukan secara tertulis oleh PPK dengun

disertai alasan penghentian pckerjaan.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat mclakukan perubahan
Kontrak. Masa  Pelaksanaan dapal
diperpanjang  sckurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Konlrak
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan  dapat  melewati  Tahun
Anggaran.

Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK
memerintahkan  secara lertulis  kepada
Penyedia unfuk sedapal mungkin
meneruskan  pekerjaan, maka Penyedia
berhak  untuk  mencrima  pembayaran
scbagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat  penggantian biaya yang wajar
sesual  dengan  kondisi  yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar., Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan,
para pithak menyelesaikan  hak  dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai selelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan  bersama  atau
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

39. Penghentian Kontrak

40. Pemutusan Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal

2Q
e,

40.1

40.2

40.3

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan olch
PPK alau Penyedia.

Pemutusan  kontrak dilakukan sckurang-
kurangnya 14 (empai belus) hari kalender
sefelah  PPK/Penyedia  menyampaikan
pemberitahuan rencana Femutusan Konlrak
secara lertulis kepada Penyedia/PPK.

Dalam hal dilakukan pemutusan Konlrak
oleh salah satu pihak maka PPK membayar
kepada Penyedia scsuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang lelah diterima oleh
PR dikuraigi denda yang harus dibayai
Penyedia  (apabila  ada), scrta  Penyedia
menyerahkan  semua  hasil  pelaksanaan
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak
milik PPK.



41. Pemutusan Kontrak oleh 41.1

PPK

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK
dapat  melakukan pemutusan  Kontrak
apabila:

d,

Penyedia terbukti melakukan KKN.
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;,

pengaduan  fentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN = dan/alau
pelanggaran persaingan schal dalam
pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Inslansi yang,
berwenang;

Penyedia berada dalam keaduan pailif;
Penyedia terbukti  dikenakan  Sanksi
Daftar Hilam scbelum
penandatanganan Kontrak;

Penyedia  gagal memperbaiki Kincija
sclelah mendapal  Surat Peringatan
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak
3 (tiga) kali;

Penyedia  tidak  mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan:
Fenyedia  lalai/cidera janji  dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki - kelalaiannya  dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan:
berdasarkan penelitian PPK, Penyedia
tidak akan mampu menyclesaikan
keseluruhan  pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak

masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyclesaikan
pekerjaan;

sctelah diberikan Kesempatan

menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya  pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia  tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia  menghentikan pekerjaan
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak
lercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan  serta  lanpa persclujuin
pengawas pekerjaan; atau

Penyedia mengalihkan seluruh kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan
Penvedia, maka:

a.

b.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan:;

sisa uang muka harus dilunasi olch
Penyedia atau Jaminan Uang Muku
dicairkan (apabila diberikan);
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42. Pemutusan Kontrak oleh
Penycedia

43. Berakhirnya Kontrak

44, Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontral Kritie

¢. Penyedia membayar denda  (apabila
ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar [itam

41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud

e

Ua

pada pasal 41.2 di alas, dicairkan dan

disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan

pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan

Penyedia, maka:

a. PPK berhak untuk tidak membayar
retensi  atau  Jaminan  Pemcliharaan
dicairkan untuk membiayai
perbaikain/ pemelinaraan; dan

b. Penyedia dikenakan  sanksi  Daftar
Hitam.

41.5 Dalam hal terdapal nilai sisa penggunaan

uang retenst atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.

41.6  Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak

secara sepihak oleh PPK karcna kesalahan
Penyvedia, maka Pokia  Pemilihan  dapat
menunjuk pemenang cadangan berikulnya
pada paket pekerjaan yang sama  atau
Penyedia yang mampu dan memenuhi
syarat.

Mengesampingkan Fasal 1266 dan 1267 Kilab
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a.

sctelah  mendapatkan  persetujuan  PPK,
Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan alau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebul
tidak ditarik selama 28 {dua puluh delapai)
hari kalender;

PPK lidak menerbitkan Sural Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang discpakati
schagaimana tercantum dalam SSKK,

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan

hak

dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam

Kontrak sudah terpenuhi.

44.1

Apabila Penyedia terlambal melaksanakan
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus
memberikan peringatan secara lertulis alay

memberlakukan ketentuan kontrak krilis.

44.2  Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode 1 (rencana [isik
pelaksanaan 0% - 70% dari Konlrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana Iebih
besar 10%

b. Dalam periode 11 (rencana  fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Konlrak),
selisth  keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 5%;
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45. Pemberian Kesempatan

44,

45.

N
w1

3

1

I

Dalam  periode 11  (rencana  fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak).
selisih  keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan  rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan
melampaui tahun anggaran berjalan,
Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM)

a. Pada saal Kontrak dinyatakan kritis,
Pengawas  Pekerjaan  memberikan
peringatan  secara lerlulis kepada
Penyedia dan selanjutnya
menyelenggarakan Rapal Pembuklian
(SCM) Tahap 1.

b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia membahas dan
menyepakati  besaran kemajuan  fisik
yang harus dicapai olch Penyedia dalam
periode  waktu lerfentu (i coba
perlama) yang dituangkan dalam Berila
Acara SCM Tahap 1.

¢. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
perlama, maka PPK menerbitkan Sural
Peringatan Kontrak Kritis [ dan harus
disclenggarakan SCM Tahap I yang
membahas dan menyepakali besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai olch
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
kedua) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Talap 1.

d.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba
kedua, maka PPK menerbitkan Sural
Peringatan Kontrak Kritis 11 dan harus
diselenggarakan SCM Tahap 11l ying,
membahas dan menyepakali besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Fenyedia daiam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap 111,

¢.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba
ketiga, maka PPK menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis 111 dan PPK
dapat mclakukan pemutusan Kontrak
secard sepihak dengun
mengesampingkan  Pasal 1266 dan
1267 Kilab Undang-Undang lukum

)

Perdata.
f.  Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan  pekerjaan sclanjutnya

Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awul.

Dalam hal diperkirakan Penycdia gagqal
menyelesaikan  pekerjaan sampai  Masa
Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan,  PPK  dapat  memberikan
kesempatan  kepada  Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian  kesempatan kepada  Penyedia
nntuk  menyelesaikan pekerjaan dimual
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Peningaga

dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:

a. waktu pemberian kesempalan
penyelesaian pekerjaan;

b.  pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;

C.  perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan

d. sumber dana  untuk  membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan vang, akan
dilanjutkan ke  Tahun  Anggaran
berikutnya dari DIPA Tahun Angauran

3-8

berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.

45.5 Pemberian kesempatan kepada Penycdia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
{iima  pulub) hari kalender, sejak  Masu
Pelaksanaan berakhir.,

45.4 Pemberian kesempatan kepada Penycdia
untuk  menyelesaikan  pekerjuan  dapat
melampaui Tahun Anggaran.

Semua  bahan, perlengkapan, peralatun, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada d: lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya  olch PPK tanpa  kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan  kembali
semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya
dapal  dilakukan  setelah  mempertimbangkan
kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban
Penyedia

Hak-hak yaiig dimiliki serla r\uWaJu_uh ‘\L\l’\’;.i.Jtl!clll
yang harus dilaksanakan olch Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima  pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan scsuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak:

b, meminta tasilitas-tasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari PPK untuk kelancaran
pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  kelentuan
Kontrak;

c.  melaporkan pelaksanaan  pekerjaan  sceara
periodik kepada PPK;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan ].'Jn.kt..l' aan scsuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan kelentuan vang
telah ditelapkan dalam Kontrak:

¢.  melaksanakan dan menyelesaikan  pekerjaan
secara cermal. akural dan penuh langeung
jawab dengan JHLHYLdlal\Ell'l lcnaga lu,rlt
bahan- bahan, peralatan, angkulan ke atau dari
lapangan, dan segala pckerjaan permancn
maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Konlrak;

f.  memberikan  keterangan-keterangan  yung
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PPK;
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48. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi

49. Hak Kekayaan
Intelektual

50. Penanggungan Risiko

2. mengambil langkah-langkah yang moemadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
sctiap orang yang berada di lempal kerja
maupun masyarakat dan lingkungun sckitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi
dan proses produksi;

h.  melaksanakan semua perintah  Pengawas
Pekerjaan yang scesuai dengan  kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i.  hak dan kewajiban lain yang limbul akibal
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan  dokumen  Konirak  alau
dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya
spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, scrta
informasi lain yang berkaitan dengan Kontruk,
kecuali dengan izin ftertulis dari PPK sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia wajib melindungi PPK dari scgala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga yang discbubkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual olch Penyedia.

50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi.
membebaskan, dan menanggung tanpa balas
PPK beserta instansinya tcrhadap semua
bentuk  tuntutan,  tanggung  jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
Zugatan  atau  tuniutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap PPK beserta mstansinya
(kecuali kerugian yang mendasari lunlulan
terscbut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat PPK) schubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikul lerhitung scjak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Fenyerahan Akhir Pekerjaa .

a. kehilangan atau kerusakan peralatan
dan harta benda Penyedia, Subpenyedia
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;

¢.  kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh. sakit atau kematian
pihak ketiga.

U1
2
12

Terhitung scjak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan  Tanggal  Penyerahan  Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan terscbut
diakibatkan oleh kesalahan alau kelalaian
PPK.

50.3 Perlanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia  tidak  membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini.

50.4  Kchilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan alau bahan yang menvalu dengan
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51. Perlindungan Tenaga
Kerja

5Z. Pemeliharaan

Lingkungan

53. Asuransi

54. Tindakan Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan

hasil pekerjaan sejak Tangeul Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki olch
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kclalaian Penyedia.

51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban
atas biaya sendiri untuk mengikulsertakan
Tenaga Kerja Konstruksinya pada program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BFJS)
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

51.2  Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan ‘l'enaga Kerja Konstruksmya
untuk  mematuhi peraluran keselamalun
kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya
dianggap telah membaca dan memahami
peraturan kesclamatan kerja tersebul.

51.3  Fenyedia berkewajiban uniuk menycdiakan
kepada sctiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk  Tenaga  Kerjau  Konslruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamalan kerja yang sesuai dan memadai.

51.4 Tanpa mengurangi kewajiban  Penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkun
hukum yang berlaku, Penyedia  wajib
melaporkan kepada PPK mengenai setiap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengun
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24
(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambii langkah-
langkah yang memadai uniuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungun
terhadap pihak ketiza dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai
dengan ketentuan peraturan porundang -undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan lingkunguan
hidup.

53.1  Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak
SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir  Pekerjaan untuk barang  yang
mempunyat  risiko  tingegl  terjadinya
kecelakaan dalam  pelaksanaan  pekerjaan
atas segala risiko lerhadap kecelakaan,
kerusakan akibat kecclakaan, kchilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2  Penyedia wajib menyediakan asuranst bugi
pihak ketiga sebagai akibal kecelakaan di
lokasi kerja.

53.%5 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam  penawaran dan  lermasuk  dalam
Harga Kontrak.

54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatian
lebih dahulu perselujuan lerlulis PPK
sebelum  melakukan  tindakan-tindakan
berikut:

a.  mensubkontrakkan scbagian pekerjaan
dalam Lampiran A SSKK;
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55. Laporan Hasil Pekerjaan

55.1

18] |

o

(9}

v

15}

9.5

o

oyl

b.  menunjuk Personcl Manajerial  yang
namanya  tidak tercantum  dalam
Lampiran A SSKK;

mengubah atau memutakhirkan RMPK
dan RKK;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

~

Penyedia berkewajiban untuk mendapatian
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan  sebelum  melakukan  lindakan-
tindakan berikut:

a.  melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;

¢. mengubah Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama:

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan  kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegialan yang lelah
dilaksanakan  guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaun
ditnangkan dalam laporan kemainan hasil
pekerjaan.

Untuk  kepentingan  pengendalian  dun
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas  kegiatan  pekerjaan  dilokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian schagai
vahai laporan harian pekeijaan yaiig bevisi
rencana dan realisasi pekerjuan harian,

Laporan harian berisi:

4. jenis dan kuantitas bahan yang berada
di lokasi pekerjaan;

b. penempatan lenaga kerja konstruksi
untuk tiap macam tugasnya;

. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
Jenis dan  kuantitas pckerjaan  yang
dilaksanakan;

o

keadaan cuaca termasuk hujan, banjir
dan  peristiwa  alam  lainnya  yang
berpengaruh  terhadap  kelancaran
pekerjaan; dan

f.  catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan.

Laporan mingguan ferdiri dari rangkumun
laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan ferdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
Untuk  merekam kegialan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, PPK dan  Penyedia
membual foto-foto dokumentasi dan video



56. Kepemilikan Dokumen

57. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia

58. Penyedia Lain

pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan
sesuai kebutuhan.

05.7  Laporan hasil pckerjaan  dibual  olch
Penyedia,  diperiksa  oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disctujui olch PPK/ pihak
PPK.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain.
laporan, dan dokumen-dokumen lain serla piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewujiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada
PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak terscbut di atas di
kemudian hari diatur dalam SSKK.

57.1 Penyedia  hanya  boleh  melakukan
subkontrak sebagian pckerjaan  ulama
kepada  Penyedia  Spesialis — dan/atau
pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada
Penyedia Usaha Kecil.

57.2  Penyedia f(elap bertanggung jawab alas
bagian pekerjuan yang disubkontrakkan
tersebul.

57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.

19) |

7.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan
Penyedia Usaha  Kecll, maka pekerjaan
terscbut harus dilaksanakan sendiri olch
Penyedia  yang  ditunjuk  dan  dilarang
dialihkan atau disubkontrakkan kepada
pihak lain.

Ui
~l
9]

Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanya bolch
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang  disubkontrakkan (apabila
ada) yang diluangkan dalam Lampiran A
SSKK.

ol
~]
op

Lampiran A SSKK (Daftar Pckerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan
lertulis dari PPK dan dituangkan dalam
adendum Kontrak.

57.7  Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia  diawasi  oleh  Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada PPK.

57.8 Apabila Penyedia melanggar kelentuan
sebagaimana diatur pada pasal 57.4 alau
57.5 maka akan dikenakan denda senilai
pererjaan yang disubkontrakkan terscbut,
Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (ika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepenlingan alas
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59. Alih
Pengalaman/Keahlian

60. Pembayaran Denda

61. Jaminan

lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat
memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi
kerja.

Dalam hal pelaksanaan pakel pekerjaan konstruksi
dengan  nilai  pagu  anggaran  di  atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penvedia diwajibkan membierikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah
yang disepakali pada saal Rapal Persiapan
Penunjukan Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk membuayar sanksi
finansial berupa denda scbagai akibat Waiipirestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembaydran prestasi
pekerjaan  Penyedia. Pembayaran denda  tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

61.1  Jamman yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi alau
surely  bond. Jaminan bersifal  tidak
bersyarat, mudah dicairkan, dan harus
dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (cmpat belas) hari kerja setelah
sural perintah pencairan dari PPK atau pihak

yang diberi kuasa oleh PPK diterima.,

o
)

Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah  ditetapkan/mendapat  rckomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

61.3  Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemecliharaan
sebagai berikut:

a.  pakel  pekerjaan  sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (scpuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan olch:

1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha  di bidung
pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ckspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ckspor
Indonesia; atau

5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Uniniiin/Konsorsitim foimbaza

Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan  Penjaminan  yang
mempunyai  program  asuransi
kerugian (surctyship).

b. paket pekerjaan di atus
Rp10.000.000.000,00 scptitun miliar
rupiah) dapat diterbitkan olch:

1) Bank Umum; atau

2) Konsorsium Perusahaan  Asuransi
Umum/Konsorsium lLembaga
Penjaminan/Konsorsium



D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
62. Hak dan Kewajiban PPK

61.4

61.5

61.6

61.7

G1.8

61.9

61.10

61.11

61.12

Perusahaan  Penjamman  yang
mempunyai  program  asuransi
kerugian (surctyship).
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK
setelah diterbitkannya Surat Penunjukan
Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ)  scbelum
dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:
a. 5% (lima perscn) dari Harga Konlrak;
alau
b. 5% (lima persen) dart nilai total HPS
untuk  harga  penawaran  atau
penawaran lerkoreksi di bawah 80%
(delapan puluh persen) nilai total HPS,
Masa  berlakunya Jaminan  Pelaksanaan
paling kurang scrak langaal
penandalanganan Konlrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan  Pertama  Pekerjuan
(Provisionai Fand Over/ PHUO).
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan sclelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seralus
persen) dan diganli dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang refensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harea
Kontrak;

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK
dalam rangka pengambilan uang muka
yang besarannya paling kurang sama
dengan besarnya uang muka yang diterima
Penyedia

Nilai Jaminan Uang Muka dapal dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.

Masa  berlakunya  Jaminan Uang  Muku
paling kurang sejak tangeal perselujuan
pemberian  uang muka sampai  dengan
Tanggal Penyerahan FPerlama  Pekerjaun
(PHO).

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK
sctelah pekerjuan dinyatakan sclesai 100%
(seratus persen),

Pengembalian  Jaminan Pemeliharaan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah Masa Pemcliharaan sclesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai
dengan ketentuan Kontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang scjak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan  sampai  dengan  Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Fnal Hand
Over/FHO).

ak-hak yang dimiliki seria kewajiban-kewajiban

yang

harus  dilaksanakan olech PPK  dalam

melaksanakan Kontrak, meliputi :

4. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang,
dilaksanakan olch Penyedia;
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63. Fasilitas

64. Peristiwa Kompensasi

£
PPK

menerima laporan-laporan  sccara  periodik
mengenai  pelaksanaan  pekerjaan  yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan kelenluan yang,
lelah ditelapkan dalam Kontrak.

membayar pekerjaan sesuai dengan harqa yung
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;

memberikan  fasilitas  berupa  sarana  dan
prasarana yang dibuluhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan scsuai
ketentuan Kontrak; dan

menilai kinerja Penyedia.

dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan

prasarana alau kemudahan lainnya (jika ada) yang
fercantum  dalam  SSKK  untuk  kelancaran

pela
64,1

ksanaan pekerjaan ini.

Peristiwa Kompensasi— dapat  diberikan

kepada Penyedia yaitu:

a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang
dapat  mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;

¢. PPK tidak memberikan gambar Lambuar,
spesifikusi  dan/alau  instruksi  sesuui
Jadwal yang dibuluhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokusi
sesuai jadwal dalam kontrak;

¢. PPK menginstruksikan  kepada prhitk
Penyedia unluk melakukun pengujian
tambahan yang sctelah  dilaksanakan
pengujian lernyala tidak dilemukan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan
pelaksanaan pekerjaan,

& PPK memerintahkan untuk mengatasi
kondisi tertentu yang tidak dapal diduga
sebelumnya  dan  disebabkan/tiduk
disebabkan oleh PPK: alau

h. kelentuan lain dalam SSKK.

b4.2  Jika Peristiwa Kompensasi mengzakibatkan
- p “

pengeluaran tambahan dan/atau
kelerlambatan penyelesaian pekerjaan maka
PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan
Masa Pelaksanaan.

64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi

hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data  penunjang  dan perhitungan
kompensasi yang diajukan olch Penyediu
kepada PPK, dapat dibukiikan kerugian
nyata.

64.4  Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanva

dapat diberikan jika berdasarkan  data
penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan olch Penyedia kepada PPK,
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dapat dubuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
Jika Penyedia gagal atau lalai  untuk
memberikan  peringatan  dini  dalam
mengantisipasi  atau  mengatasi - dampak
Peristiwa Kompensasi.

E.  TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
65. Tenaga Kerja Konstruksi  63.1

66. Personel Manajerial
dan/atau Peralatan
Utama

66.1

66.2

66.3

66.4

66.5

66.6

Setiap Tenaga Keija Kounstiuksi yang be Kcija
pada pekerjaan ini wajib memiliki scrtifikat
kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi sclain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki serfifikat
kompelensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan  dipenuhinya persyaralan
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.

Personel Manajerial yang dilempatkan duan
diperkerjakan harus scsuai dengan yang
tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Peralatan  Utama yang ditempatkan  dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
adalah peralatan yang laik dan harus scsuai
dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.

Penggantian Fersonel Manajerial dan/alau
Peralalan Utama tidak bolch dilakukan
kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dun
dituangkan dalam adendum Kontyrak.

lika  penggantian  Personcl Manaijcrial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka  Penyedia  berkewajiban  unluk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara alau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi  dan/atau  peralatan yang,
digantikan tanpa biaya tambahan apapun,

PPK dapal menyelujui
penempatan/penggantian Personel
Manajerial  dan/atau  Peralatan  Ulama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah
mendapal  rckomendasi  dari Pengawas
Pekerjaan.

Jika PPK menilai bahwa Personel Manajcerial:
) tidak  mampu  atau  tidak dapat
melakukan pekerjaan dengan buik;

2)  berkelakuan tidak baik; dan/atau

3) mengabaikan pekerjaan yang mernjadi

tuzasnya;

maka  Penyedia  berkewajiban  unluk
menyediakan  pengganti  dan menjamin
Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (fujuh) hari
kalender sejak diminta olch PPK

Personel  Mangjerial berkewajiban  untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh PPK, Personel Manajcrial
dapal sewaktu-waktu disyaratkan untuk
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menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.

Apabila  ada  penambahan  Personcl
Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka
penambahan  terscbut  harus  mendapal
persefujuan lerlebih dahulu dari PPK dan
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

67. Harga Konirak

68. Pembayaran

67.1

67.2

68.1

FIRK  mmchibayar  kepada  Fenyedia o atas
pelaksanaan pekerjaan dalam  Kontrak
sebesar Harga Kontrak.

Harga Kontrak felah memperhitungkan
meliputi :

a. bcban pajak;

b. keuntungan dan biaya overhcad (biaya
umum);

biaya pelaksanaan pckerjaan; dan

biaya penyelenggaraan keamanan dan
keschatan  kerja  serta  kesclamalan
Konstruksi.

o o

Harga Kontrak bagian pckerjaan harga
satuan  sesuai  dengan  rincian yang,
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga dan Harga Kontrak bagian pckerjaan
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan
Harga,

Uang Muka

a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi  peralatan/Ilcnaga  kerja
konstruksi, pembayaran uang landa jadi
kepada  pemasok  bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.

b.  Untuk usaha kecil, uang muka dapat
diberikan paling linggi 30% (liga puluh
persen) dari Harga Kontrak.

¢. Untuk usaha non kecil, uang muka
dapal diberikan paling linggi 20% (dua
puluh persen) dari Harga Kontrak.

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang
muka dapat diberikan paling tinggi 13%
(lima belas persen) dari IHarga Kontrak.

¢, Besaran uang muka difentukan dalam
SSKK dan dibayar sefelah Penyediu
menyerahkan Jaminan Uang Muka
paling sedikil scbesar uang muka yang

dilerima.
f.  Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan

permohonan pengambilan uang muka
secaia  lerfulis  Kepada TPK diseriai
dengan rencana  penggunaan  uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak dan rencand
pengembaliannya.

PPK harus mengajukan Sural
Permintaan Pembayaran (SPP) kenada
Pejabat Penandatanganan Sural Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
terscbul pada huruf f, paling lambat 7
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68.2

(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima.

Pengembalian  uang  muka  harus
diperhitungkan berangsur-angsur
secara  proporsional  pada  sctiap
pembayaran prestasi pekerjaan  dan
naling lambat harns hinas pada saat
pekerjaan mencapai  prestasi  100%
(seratus persen).

Prestasi pekerjaan

Pembayuaran prestasi hasil pekerjaan yang
discpakati dilakukan olch PPK, dengan
ketentuan:

d.

7]

Penyedia telah  mengajukan lagihan
disertai  laporan  kemajuan  hasil
pekerjaan;

pembayaran  dilakukan tidak  bolch

melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang

telah dicapai dan diterima oleh PPK;
pembayaran dilakukan lerhadap
pekerjaan yang sudah terpasang;;
pembayaran dilakukan dengan sistem
termin yang ketentuan Iebih  lanjut
diatur dalam SSKK;

pembayaran harus memperhitungkan:

1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan yang akan
diserahterimakan {(mafciial on sitd)
yang sudah dibayar sebelumnyu;

3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/alau
5) uang relensi.
untuk  Kontrak yang mempunyai
subkontiak, permintaan  pebayaian
harus dilengkapi bukti pcmbayaran
kepada  seluruh  Subpenyedia — sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Fembayaran
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai
preslasi  pekerjaan  yang  selesai
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari PPK;

pembayaran terakhir hanya dilakukan

selelah pekerjaan selesai 100% (seratus

persen) dan Berila Acara Serah Terima

Pcr-!u ma p.‘:kcr‘l 10y Aita \\d;l I-lh.‘;uni L‘-!":Iﬂ-

bobsdiiie R R

PPK dan Penyedia;

PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari
kerja sctelah  pengajuan  permintaan
pembayaran dari Penyedia diterima
harus  sudah  mengajukan  Surat
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Sural Perintah
Membayar (PPSPM);

apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, (idak akan
menjadi  alasan unluk  menunda

. T, 7 A Y
pemcayaran.  PPK dapal mominta
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68.4

Penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan,

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai
dengan ketentuan vang fercantum  dalam
SSKK. Bahan dan/atau peralalan yang
menjadi  bagian dari  hasil  pckerjaan
memenuhi kelenfuan:

d.

7]

o

bahan dan/atau peralatan yang belum

dilakukan wji fungsi (comumisioning),

serta merupakan bagian dari nekeriaan
utama harus memenuhi persyaralan
scbagai berikut:

(1) berada di  lokasi  pckerjaan
schagaimana  (ercantum  dalam
Kontrak dan perubahannya;

(2) memiliki sertifikal wji mutu dari
pabrikan/produscn;

(3) bersertitikal garansi dari
produsen/agen resmi yang ditunjuk
oleh produsen;

(4) disclujui oleh PPK scsuai dengan
capaian fisik yang diterima;

(5) dilarang dipindahkan dari areua
lokasi pekerjaan dan/alau
dipindah-tangankan olch  pihak
manapun; dan

(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan schelum
diserahlerimakan  secara  sulu
kesatuan fungsi merupakan
langgung jawab Penyedia.

sertifikal uji mutu dan sertifikal earansi

tidak diperlukan dalam hal peralatan

dan/alau  bahan dibual/dirakit oleh

Penyedia;

besaran yang akan dibayarkan dari

malerial on site (berkisar anlara 50%

sampai dengan 70%);

ketentuan bahan dan/atau peralalan

yang menjadi bagian permanen dari

hasil pekerjaan hanya diberlakukan
untuk bagian pekerjaan harga satuan.

besaran nilai pembayaran  dan  jenis
material on site dicantumkan di dulam

SSKK.

Denda dan Ganti Rugi

d.

b.

Denda merupakan sanksi finansial yang,
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam
penyelesaian  pelaksanaan  pekerjaan,
denda keterlambalan dalam perbaikan
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.

Ganli rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada PPK maupun
Penyedia karena lerjadinya cidera
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69. Hari Kerja

69.1

69.2

Jjanji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.

c. Besarnya denda keterlambalan yang
dikenakan kepada Penyedia  alas
keterlambatan  penycelesaian pekerjaan
adalah:

) 1% (satu perseribu) dari harga
bagian Kontrak yang tcercantum
dalam Kontrak (sebelum PPN); alau

2) 1%o (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);

sesual yang, ditetapkan dalam SSKK.

d. Besarnya ganti rugi scbagai akibal
Peristiwa Kompensasi yang dibayar olch
PPK  atas kelerlambatan pembayaran
adalah scbesar bunga dari nilai tagihan
yang lerlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat iu  menurul keletapan Bank
Indonesia, sepanjang telah diputuskan
oleh lembaga yang berwenang;

¢. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
dipcrhitungkan  dalam  pembayaran
prestasi pekerjaan.

f. Ganti rugi kepada fonyedia  dapat

mengubah  Targa Kontrak setelah

dituangkan dalam adendum kontrak.

Pembayaran ganti rugi dilakukan olch

PPK, apabila Penyedia lelah mengajukan

tagthan disertai perhitungan dan data-

]

data

Orang hari standar atau satu hari orang

bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7

(tujuh) jam kerja (cfektif) dan 1 (satu) Jam

istirahat.

Penyedia tidak diperkenankan melakukan

pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu

yang secard kelentuan peraluran

perundang-undangan dinyatakan sehagai

hari libur atau di luar jam kerja normal,

kecuali:

4. dinyatakan lain di dalam Kontruk;

b.  PPK memberikan izin; atau
pckerjaan tidak dapat ditunda, atan
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia  harus
segera memberilahukan urgensi
pekerjaan fersebul kepada Pengawas
Pekerjaan dan PPK.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan

datanya disimpan olch Penyedia. Daflar

pembayaran masing-masing pekerija dapal

diperiksa olch PPK,

Untuk pekerjaan yang dilakukan di iuar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuli  ketentuan  Menteri  yung
membidangi ketenagakerjaan.



70.

71.

Perhitungan Akhir

Penangguhan

G. PENGAWASAN MUTU

Lo s ]
Lo

75.

74.

Penigawasan dan
Pemeriksaan

Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh PPK

Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu

69.5  Pelaksanaan pckerjaan di luar har Kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi olch Pengawas Pekerjaan.

70.1  Pembayaran angsuran preslasi pekerjaan
terakhir dilakukan sctelah pekerjaan sclesai
100% (seratus persen) dan berita acara serah
terima pertama pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedua pihak.

70.2 Sebelum  pembayaran (erakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada  Pengawas  Pekerjaan  rincian
perhitungan nilai fagihan terakhir yang
jatuh  tempo. PPK  berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran  (crakhir
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung,
scjak tagihan dan dokumen DCHUNang
dinyatakan lengkap dan dilerima oleh
Pengawas Pekerjaan.

71.1 PPK  dapat menangguhkan  pembayaran
seliap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia
Jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnyua, termiasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.

71.2 PPK sccara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia  fentang pen angguhan  hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang,
Jjelas  mengenai penangguian  terscbut.
Penyedia  diberi  kesempatan  untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu,

71.3  Pembayaran yang dilangguhkan harus
discsuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia,

71.4  Jika dipandang perlu oleh PPK, penangauhan
pembayaran akibal keterlambatan
penycrahan  pekerjaan  dapat  dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.

TK  berwenaig  clakukan PUiigawasdii - daii
pemeriksaan lerhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan  olch Penyedia.  PPK  dapal
memerintahkan  kepada  pihak ketiga  untuk
melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan  alas
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia,

73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan
dapat melakukan penilaian sementara atas
hasil  pckerjaan  yang  dilakukan  olch
Penyedia.

73.2  Penilaian alas hasil pekerjaan dilakukan
lerhadap mutu  dan kemajuan  [isik
pekerjaan,

74.1 PPK  atau Pcngawas Pekerjaan  akan
memeriksa  setiap hasil pekerjaan  dan
memberitahukan Penyedia sccara lertulis
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75. Perbaikan Cacat Mutu

76. Kegagalan Bangunan

74.2

=~
Ut
L]

76.1

atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK
atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk
menemukan  dan  mengungkapkan Cacal
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang
dianggap olch PPK atau Pengawas Pekerjaan
mengandung  Cacat  Mutu . Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat
Mutu selama Masa Kontrak.

Jika  PPK  alau  Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat
mutu maka Penyedia berkewajiban uniuk
menanggung biaya pengujian lersebul. Jika
tidak ditemukan adanya Cacal Mutu maka
uji coba tersebut dianggap scbagai Peristiwa
Kompensasi

PPK alau Pengawas Pekerjaan  akan
menyampaikan pemberitahuan Cacal Mulu
kepada Penyedia segera selelah dilemukan
Cacal Mutu tersebut. Penyedia bertanggung
jawab atas Cacal Mutu selama Masa
Kontrak.

Terhadap  pemberitahuan  Cacat  Mutu
tersebul, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam Janzka
waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang dilentukan maka
PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung
atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk olch
PPK melakukan perbaikan lersebul, Penyedia
scgera setelah menerima Kaim PPK scoaia
lertulis berkewajiban untuk mengganti biayu
perbaikan tersebut. PPK dapal memperolch
penggantian  biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang

Jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau

pencairan Jaminan Pemeliharaan alan jika
tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada PPK yang telah jatuh tempo.

PPK  mengenakan denda  keterlambatan
untuk sctiap keterlambatan perbaikan Cacat
Muiu dan imengenakan Sanksi Daitar Hitam
kepada Penyedia jika lidak melaksanakan
perbaikan cacal mufu. Besaran denda
keterlambatan dan jangka waktu perbaikan
akibal Cacal Mutu ini ditentukan dalam
SSKK.

Apabila lerjadi Kegagalan Bangunan maka
PPK dan/atau Penyedia terhitung  scjak
Tanggal ~ Penyerahan  Akhir  Pekerjauan
bertanggung  jawab  atas Kegagalan
Bangunan scsuai dengan kesalahan masing-
masing  sclama  Umur  Konstruksi yang
trercantum daiam SSKK iciapi tidak icbinh dari
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76.2

H PFNYELESA[AN PERSELISIHAN

Pcrschslha.n/ Sengketa

78. Itikad Baik

_—

1.1

78.2

10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama perldng_gun an ferhadap
Kegagalan Bangunan yang dilctapkan
apabila rencana Umur Konstruksi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun.

Penyedia berkewaijiban untuk melindunai,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua
bentuk  tuntutan,  tanggung  jawab,
kewajiban, kchilangan, kcrugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proscs
pemeriksaan  hukum, dan  biaya  yang
dikenakan terhadap F‘F‘I\ beserta inslansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebul disebabkan kesalahan atau kelalaian
PPK) schubungan dengan klaim kehilangan
alau kerusakan harla benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang
timbui dari kegagaian bangunan.

PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan  dan  memelihara  semua
dokumen yang digunakan dan (crkail
dengan  pelaksanaan  ini sclama  Umur
Konstruksi yang lercanfum dalam SSKK
tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Fura Pihak barkewyjiban untuk berupaya
sungguh-sungguh  menyelesaikan  secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini aluu
nterpretasinya  selama  atau  selclah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip

"'JE"J! mllﬁ‘\"’!\lfﬂ""‘ll1 vl I'Vlr-‘hr""ll’\"l‘
reaeey L R (SR I e

kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1
tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka  penyelesaian  perselisihan atau
sengkela aniara para pihak dalam Konirak
dapat  dilakukan  melalui,  alternatif
penyelesaian sengketa, dewan sengkelua
(mengeantikan mediasi/konsiliasi),
dan/atau arbitrase.

Penyelesalan  persclisihun/sengketa  yang
dipilih ditetapkan dalam SSKK.
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak
yang terdapat dalam Kontrak.

Para pilmk sctuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjoikan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah salu pihak merasua
dirugikan, maka diupayakan lindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan terscbut.
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II1. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 &£ 4.2 | Korespondensi | Alamat Para Pihak schagai berikut:
Satuan Kerja PPK:  PPK ... [diisi  nama
satuan kerja PPK]
Nama % asenavin [diisi nama FPPKY
Alamal cRp——— {dusi alamat PPK]
Website AR [diisi website PPK]
E-mail J—— [diisi email PPK]
Faksimili TR [diisi nomor faksimili FFK/
Benvedid. & aovessssesamss [difsi  nmama  badan
usafias/ nama KSO/f
Nama L — [diisi nama yang td sural _
perjanjian/ -
Alamat ¥ oo [diisi alamat Penyedial
E-mail 2 s [diisi email Penyedia)
Faksimili 2 G [diisi  nomor  faksinili
Penyedial f
4.2&5.1 | Wakil  Sah | Wakil Sah Para Pihak scbagai berikut: i
Para Pihak
Untuk PPK:
Nania ¥ i [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah PP/
Berdasarkan  Sural Kepulusan
PPK ...... nomor ... langeal
....... [diisi nomor dan tangeal SK
. pengangkalan Wakil Sah FFK/
Untuk Penyedia: ,
Nama Vv [dIST nama vang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedial '
Berdasarkan  Surat  Keputusan
...... nomor ..... tanggal ....... |
[diisi nomor dan tanggal SK |
pengangkalan Wakil Sah
Penyedia/
6.3 & | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada .....................
41.83 & | Jaminan [diisi nama kantor Kas Negara]
41.5
27.1 Masa Masa Pelaksanaan sclama ........ [diisi jumiah hari
Pelaksanaan Calender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak Tanggal Muiai Kerja yang tercantum ;
dalam SPMK, '
274 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan ............... |
Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannyal selama ... [ddiisi
untuk  Serah Jumlah hari kalender dalam angka darn huret)
Terima nari kalender ferhitunyg scjuk Tanggal Mulai |
Sebagian Kerja yang tercantum dalam SPMK. '
Pekerjaan 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan ...............

[diisi bagian pekerjaannyal selama ... [dliisi
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(Secara

Jumiah hari kalender dalam angka dan hurut]

Harga

Parsial) hari kalender terhitung scjak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK.
3. Dsl
Catatan:
Keteniuan di aias diisi apabiia diberiakukan serah |
ferima sebagian pekerjaan (secara parsial) .

31.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama ... Idiisi

Pemeliharaan | jumiah hari kalender dalam angka dan huruf] hari
kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertaina Pekerjaan (PHOL |

31.18 | Serah Terima | Dalam Kontrak ini diberlakukan scrah (erima
Sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian
Pekerjaan scbagai berikut;

| R,

3. Dst

Idiisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah
lerima sebagian pekerjaan (secara parsial))

31.21 | Masa 1. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan |
Pemeliharaan VA [diisi bagian pekerjaannya] selama
untuk Serah . [diisi jumlah hari kalender dalam angka
Terima dm: f?!e‘)‘”ﬁ hari kalender lerhitung scjak tangeal
Sebagian penyerahan  perlama  bagian pekerjaan
Pe.ketjaa_n ............... [diisi bagian pekeriaannyal
(Secara 2. Masa  Pemeliharaan bagian pekerjaan
Parsia) | ... [diisi bagian pekerjaannya/ selama

......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka
dan huruf] hari kalender ter hitung, sejak tanggal
penyerahan  pertama  bagian  pekerjaan |
............... [diisi bagian pekeriaannyal,
3. Dsl.
Calatan: 5
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan scrah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah |
dilelapkan dalam Dokumen Pemidlihan

133.1 Pedoman Gambar " As builf’ dan/atau pedoman pengoperasian
Pengoperasian | dan  perawatan/pemeliharaan  harus  diserahkan
dan paling lambal ... Ciwa dalam hurut ... ) hari

| Perawatan/ kalender  sctelah  Tanggal Penyerahan  Pertama
Pemeliharaan | Pekerjaan.
36.7 Penyesuaian Penyesuaian T [dipilih:

diberikan/lidak diberikan] dalam hal diberikan maka
rumusannya scbagai berikul:

Hn | =]Ho ‘ .
(a+b.Bn/Bo+c¢.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) |
n |= Harga Satuan pada saal pekerjaan I
dilaksanakan; ;
Ho = | Harga Satuan pada saal harga |
penawaran; [ |
d = | Koefisien tetap yang (erdiri alas i

keuntungan dan overficad, falam hal |

| S :
| penawaran _ lidak  mencantumkan |

| I
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=
[ besaran komponen keuntungan dan |
_overhead maka a = 0,15

b,c,d | = | Koefisiecn komponen kontrak scperti
tenaga kerja, bahan, alal kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+...dst adalah

= ]FOL-‘ e

Bn, = | Indeks harga komponcn pada bulan |

| Cn, saal pekerjaan dilaksanakan. I

Dn ]

Bo, = | Indeks harga komponcen pada bulan |

Co; penyampaian penawaran.

Do

Rumusan fersebut diatas memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a) Penetapan koefisien bahan, lenaga kerja, alal
kerja, bahan bakar, dan sebagainyu ditetapkan |
seperti contoh sebagai berikut:

Koefisien Komponen |
| Pckerjaan a. b. e | d a+b+c
! i +dl
| Timbunan 0,15 | ceie | OO
| Galian 0,1 1,00 |
_ 5 /
| Galian 0,1 1,00 i
| dengan alat | 5 |
| Beton 0,1 . 1,00 ||
| 5 ' !
| . ;
| Beton 0,1 1,00 |
_bertulang | 5 |

b)  Koefisien komponen kontrak ditetankan oleh PPK
dari perbandingan antara harga bahan, lenaga
kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada)
terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS
dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan
(Rancangan Kontrak).

¢) Indeks harga vang digunakan bersumber dari
penerbitan BPS.

d) Dalam hal indcks harga tidak dimuat dalam _
penerbitan BFS, digunakan indeks harga yang |
dikeluarkan oleh instansi teknis. 3

¢)  Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditctapkan

arveyes las

e e e T
SCUAZAL OCTinuL!

Pn = (FIn1xVT)+(Hn2xV2)+(11n3xV3) + ;
. dst j

Pn = Harga Kontrak sctelah dilakukan '
penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru seliap  jenis

komponen pekerjaan sctelah
dilakukan  penyesuaian  harqa

menggunakan rumusan
penyesualan Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen

pekerjaan yang dilaksanakan.

) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan olch |
PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai perhitungan beserta data-data dan telah
dilakukan audit sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan;,
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No  Tahapan Besaran % ] Keterangan
- pembayaran | pembayaran
- (milestone) | dari Harga
‘ i Kontrak
' PR | S ldiisi| ............
‘ [diisi dengan | dengan [diisi
salu atau | ketentuan dengan
' gabungan persentase yang | bagian
keluaran/su | dibavarkan | pekerjaan
{ bkeluaran maksimal | lumsum
L vang  akan | senilai | dan/atau
dibayarkan | pekerjaan yang | harga
dan/alau sudah saluan
- kombinasi lerpasang/ Yang akan
| dengan dibavarkan
- realisasi / ,
 pekerjaan/ |
& | vovwcaig b it | cneeerieens ]
3 dst ] . |
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk

mengajukan tagihan pembayaran prostasi pekerjuan:

3. Dst
[diisi dokumen yang disvaratkan/

68.3.(d)

Pembayaran
Bahan
dan/atau
Peralatan

Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan

dan/atau peralatan yang menjadi bagian permancn

dari pekerjaan utama (material on site), diletapkan

scbagai berikut:

L. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar
harga satuan pckerjaan;

2. ..[diisi bahan/peralatani.... dibayar
harga satuan pekerjaan;

& L dst.

....... % dari

dari

,
R

[contoh peralatan: eskalator, litl, pompa air stationcr,
turbin, peralatan elektromekanik; contoh bahan
fabrikasi: sheet pile, geosintotik, kondukior, ower,

insulator; contoh bahan jadi: belon pracetak)

68.4.(c)

75.4

Denda akibat
Keterlambatan

Perbaikan

Cacat Mutu

Untuk pekerjaan ini besar denda kelerlambatan untuk|
seiap hari kelerlambatan adalah  1/1000 (satu
perseribu) dari ..o (scbelum  PPN)  Jedizss
dengan memilih salah satu dari Harea Kontrak atan
harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
dan belum diseraliterimakan apabila ditetapkan scrah
terima pekerjaan secara parsial|

| Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap,

hari kelerlambatan adalah sebesar 1/1000 (salu
perscribu) dari biaya perbaikan cacal mutu. Jangka
waktu perbaikan cacal mutu sesuai dengan perkiraan
waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan’
ditetapkan oleh PPK.
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76.1

| Umur
Konstruksi dan
Pertanggungan
terhadap

Kegagalan

Bangunan

a. Bangunan Hasil Pekeriaan memiliki Umur
Konstruksi selama. ........ (........ dalam huruf........... )|
fahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pckerjaan. |
[diisi sesual  dengan  yang lcrtuang  dalam
dokumen perancangan]

b. Perlunggungan terhadap Kegagalan Bangunan |

ditotanlan aclama rd Fealosar frsvsned’ )
M!Lbltll'l\{l P let LENEL socananns Qosasacocsahdaddanids A8 L dieainsee '

lahun scjak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
[diisi sesuai dengan umur rencana pada hurut a
apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun]

77.4

Penyelesaian
Perselisihan/Se
ngketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tevcapai |
maka  para  pihak  sepakal  menyelesaikan
perselisihan/sengketa melalui :

b s lapabila  menggunakan  allernalir,
penyclesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi)
menunjuk L. [diisi nama
mediator/konsiliator]

atau

Dewan Sengketa menunjuk ............ [disi nama
sejumiah anggota dewan sengketa/

2. Arbitrase menunjuk ............ [diisi nama
lembaga arbitrase yang berbadan hukum)

[dapal dipilil 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian

sengketa berdasarkan hasil kescpakatan saat Rapaf
Fersiapan Fenandatanganan Kontrak/
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LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG

[No

Mata | Satuan | Kuanfita I Harga Harga % Kelerang |
| Pembaya | Ukuran ] Saluan Satuan | Terhada an
‘ ran | HFS (Rp) | Penawar | pHPS |
i an (Rp)
|| S o — | tiiiinng | penevgrsnn | gresorsam | st s |
8| siwwvnesiai | 6siicmnmmm [ommmansarans | swmsmnina: | ssscommnss | Saunsinem Nmomoneres :
3 | Dst ! E j ]

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

. Pekerjaan Utama N
[ No | Bagian Pckeriaan | Naia | Alamal Kualifikasi | Keterangan
yang Subpenyedia | Subpenyedia ! Subpenyedia
Disubkontrakkan ?
L disesssmonm e | sssseon R
AT T e e B
3 | Dst I
b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
No | Bagian Pekerjaan Nama Alamat | Kualifikasi Keterangan
yang, Subpenyedia | Subpenyedia | Subpenyedia !
Disubkontrakkan i ,I _
i . P R Ja —— O
I
2 | s | et = beadresems | samen
3 | Dst i
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
No| Nama Jabatan Tingkat "T'Pcn;r.';alani:ln - Sertifikat ' Kelerangan
Personel dalam | Pendidikan/ Kerja Kompetensi |
Mungjerial | Pekerjaan ljazah Profesional Kerja
1 ini J ~ (Tahun) _
[ e — i o v | mmarin. b )
I8 | cmevmsen T U SO e
| 3 | Dst 1 | gy
DAFTAR PERALATAN UTAMA
No | Nama Merk | Kapasitas | Jumlah | Kondisi |  Status Kelerangan
Peralalan | dan - Kepemilikan
Utama Tipe _ !
U] soernrs o huovmmnnd sisasen [ ISR R | F—— |
7§ pem—— IO [P P P P
3 Dst l J |
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LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH
BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
I
................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ‘
(logo & Nama Perusahaan/ (digunakan untuk usulan penawaran/ }

B.

("

D

DAFTAR ISI

- Kepemimpinan dan Partisipasi Pckerja dalam Kesclamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan (erhadap Tsu cksternal dan internal
A.Z. Komitmen Keselamatan Konstruksi

Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

B.3. Standar dan peraturan perundangan

. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya

C.2. Kompctensi

C.3. Kepeduhian

C.4. Komunikasi

C.5. Informasi Terdokumentasi

. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan Operasi

Evaluasi Kinerja Kesclamatan Konstruksi

F.1. Pemantauan dan cvaluasi

E.2. Tinjauan manajemen

E.5. Peningkaian kinerja keselamaian konsiruksi



Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakla Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO|

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama N SRR e [ nama wakil sah badan usahal
Jabatan ¥ s
Bertindak untuk : FT/CV/Firma/atau lainnya ............ [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan namal

dalam rangka pengadaan .............. lisi nama pakefl pada ..............

[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen meluaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi lerciptanya  Zero  Accident, dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi kelentuan Keselamatan dan Kesehalan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan lenaga kerja kompeten bersertifikal;

3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

4. Menggunakan malerial yang memenuhi standar mutu;

5. Menggunakan ieknologi yang memenuhi siandar kelaikan; dan

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

............ llempal, ..... [tanggal) ............ |bulan] 20.... {tahinl

[Nama Penyedial

[fanda tangan),
[nama lengkap



[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO|
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama e [nama wakil sah badan usaha)
Jabalan £ S
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ............... [pilih

yang sesual dan cantumkan nama)
2. Nama 2 svemssges | nama wakil sah badan usaha)
Jabatan

Bertindak untuk

FT/CV/Firma/atau lainnya ............... [ pilih
yang sesuai dan cantumkan nama)
3. ...[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumiah anggota Kemtraan /KaQ)j

dalam rangka pengadaan ............... [isi nama pakel) pada ...............
lisi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan
konstruksi berkesclamatan  demi terciptanya  Zero  Accident,  dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Keschatan Kerja (K33) Konstruksi;
Menggunakan Ienaga kerja kompeten berscrlifikat:

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan leknologl yang memenuhi standar kelatkan: dan

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

N

............ llempal, ..... [tanggal ............ |bulan| 20.... [ fahun)
[Nama Penyedial [ Nama Penyedial [ Nama Penvedial
[fanda langan, [Landa tangan), [Landa tungan),
[ nama lengkap) | nama lengkap) [ nama lengkap|

(cantumbkan tanda tangan dan nama scliap anggota KSO|



B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan

Kegiatan Sawvssey
Lokasi .
Tanggal dibuat vt halaman ; ..... VA
i I T AN rsiko
o | JENIS/TPE | pENTRAS | - Tl skala PENETAPAN PENGENDALIAN
: PEKERJAAN BAHAYA o KEKERAPAN | KEpaRAHAN | TINGKAT PRIORITAS RISIKO K2t
RISIKO
() (2) ) () (5 - @) ) (®) o
1
Keterangan:
Kolom (4). (5). (6), (7). (8). (9) diisi olel penvedia

Dibuat oleh,

PIT (Penanggung Jawab Teknis)



B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan
Kegiatan

Lokasi

Tangaal dibual

SASARAN KHUISUIS PROGRAM i _-_‘

: i |
o | R | ER | o || s | g | omrn | s | momsge|
| f |
(4 }] (2) 13 ] (1) (5) () (7 | (=) (531 - B (BT _|
| |
: ?
| | [

|

|

|

_ ot C L [ ——— wizzeid T LT E

Dibuat olch,

FIT (Penanggunyg Jawab Teknis)
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BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Pokja Pemilihan menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan.

Keterangan

Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan
oleh Pcjabal Pembuat Komitmen (PPK) scsuai jenis pekerjaan yang akan
ditenderkan, dengan ketentuan ;

1.

W W

o

A

9.
i0.

11.

12.

Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapal mungkin menggunakan
produksi dalam negeri;

Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;

Jangka waktu pclaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;

Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan

pekerjaan;

Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;

Mencantumkan  kriteria  kinerja produk (oufput performance) yang

diinginkan;

Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

Spesirikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konsiruksi sesuai
hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK.

b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3), seperti cal, thinner, gas acelylene, BEM,
BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara
pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara
pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/alau peraturan
perundangan yang berlaku;

¢. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Dala
Kesclamatan Bahan (Malerial Safely Data Sheel) yang dilerbilkan oleh
pabrik pembuainya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/
atau berwenang.

Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai
hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK .

b. Alal dan perkakas yang digunakan harus dipastikan lelah diberi sistem
perlindungan alau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan
(expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;

c. Informasi tentang jenis, cara
penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat
diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuainya, ataupun dari
pedoman/peraturan pihak yang kompeten,

Spesifikasi Proses/Kegiatan:
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13.

d.

(o]

Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau
dengan melibatkan Ahli K3/Pctugas K3 Konsiruksi) harus menilai
kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegialan yang sudah
ditetapkan olch PPK;

Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem
perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu
rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan aiat pelindung
diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses lersebul;
Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko linggi, alau
pekerjaan yang berisiko linggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih
dulu dilakukan analisis kesclamatan pekerjaan (Job Safcty Analysis) dan
lindakan pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui proscdur izin kerja
lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;
Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh lenagu
kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai
kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, lermasuk
kompceicnsi melaksanakuan prosedur kesciamatan dan keschaian kerja
yang sesual pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebul.

Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

a.

Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analvsis (JSA) harus dilakukan
terhadap setiap metode konstruksi/ melode pelaksanaan pekerjaan, dan
persyaralan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan
kecelakaan kerja;

Metode kerja harus disusun sceara logis, realistis dan dapat dilaksanakan
dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi
sementard, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapal
dikerjakan oleh pekerja dan operator yang teriatii;

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan
menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan
alat bantu, perkakas, malerial dan konstruksi semeniara dengan urutan
kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja
dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko
kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

Sctiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis
keselamalan pekerjaan/job Satety Analysis  (JSA), diuji efektivilas
pelaksanaannya dan  cfisiensi biayanya, Jika semua faktor kondisi
lokasi/tanah/cuaca, alal, perkakas, malerial, urutan kerja dan
kompeiensi pekerju/operaior teluh ditinjau  dan  dianalisis, seria
dipastikan dapal menjamin kesclamatan, kesehatan dan keamanan
konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapal disctujui,
sctelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis
dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;

Setiap lahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunydi polensi
bahaya linggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya
sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/job Safety Analysis
(JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan
perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangea kerja, pagar
pelindung tepi, serta alal pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain
helm dan sabuk keselamaian agar pekerja feriindung dari bahaya jaiui.
Untuk pekerjaan saluran calian tanah berpasir yang mudah longsor
dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus mengunakan
turap dan langga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
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fi

Sctiap metode kerja harus wmelalui analisis dan perhitungan yang
diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat diperlanggung-
Jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan
teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli ferkail yang
independen.

I4.Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

o.

b.

C.

d.

Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhilungan dan
gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur leknis
serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh lenaga
ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan
arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan
lingkungan maupun inicrior dan jenis pekerjaan luin yang icriaii;
Sctiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai
kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (idenlifikasi
bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan
disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan
bahwa scmua potensi bahaya dan risiko yang terkail pada bentuk
rancangan, spesifikasi tcknis dan metode kerja/konstruksi terscbul telah
diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima
sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;

Sctiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran,
pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perlelakan,
pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan olch
tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambay
gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan
yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkail;
Sctiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas
harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job sately analysis)
setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa polensi
bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan
lerhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di lempat kerja;

B. Kelerangan Gambar
Gambar-gambar uniuk pelaksanaan pekerjuan harus difefapkan oieh Pejabai
Pembuat Komitmen (PPK) secara terinei, lengkap dan Jelas, antara lain :

Pela Tokasi

Lay out

Polongan memanjang

Potongan melinlang

Detail-detail konstruksi

1
2;
3.
4
5
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BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN

HARGA

Keterangan

Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus scsuai
dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontruk
(SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan
Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan  dilakukan  berdasarkan
kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan
scbagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai
dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar
Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan Material on-Sile (bagian
pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harea
telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-
bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea,
keuntungan, overhiead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban
yang diatur dalam Kontrak.

[Targa harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari
apakah kuantitas/kecluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan
lerscbut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain
dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam seliap mata pembayaran,
dan jika mata pembayaran terkail tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran vang terkait.

Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik tuntuk bagian pekerjaan harau
satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikul:

(@) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf
pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf: dan

(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan haraa
satuan pekerjuan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Pokja Pemilihan akan wmelakukan koreksi aritmatik (untuk bagian
pekerjaan lumsum) atas kesalahan penghitungan dengan kelenluan
scbagai berikut:

a. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga
penawaran dengan menycsuaikan keluaran (outpuh) pekerjaan yang
lercantum dalam Daflar Keluaran dan Harga dengan yang fercantum
dalam Dokumen Pemilihan;

b. Korcksi arilmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daflar
Keluaran dan Harga, maka keluaran (oufput) pekerjaan yang
ditawarkan ditetapkan sama dengan yang lercantum dalam Dokumen
Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian
kontrak Lumsum;
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c. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran: ]
1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran
antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan huruf;
2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkun
dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/alau salah
‘maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
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Daftar [: Mata Pembayaran Umum

. ) CONTOH
A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan
Sy | — Tt
No. Uraian Pekerjaan ;,fu‘{” | Kuantitas Harga o
- i | Ukuran | ™ C | Satuan | Harga
i |
1 !
| -
Total Daftar 1
| (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
B. Bagian Pekerjaan Lumsum
; | Perscntases Satue 5
Wi Uraian : Pcnui,;:;,a n?m'm Satuan Harga Total
| Keluaran/output Keluaran/outpul Keluaran/output | Iarga
| | = B
i | ]

~ Total Daftar 1
(pindahkan nilai {otal ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:

I. Mala Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang, bersifat
umuin.

Z. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantilas/Keluaran dan Harga merupakan harga scbelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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Daftar 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Keschatan Kerja serta
Keselamatan Konstruksi

A. Bagian Pckerjaan Harga Satuan CONTOH
' . - Satuan | Lo | Harga | Total |
| g 7 o Y | a4 L=
No. Uraian Fekerjaan — Kuantitas J Eran | Iarga |
| | |
|
|
| | ] |
|
4 — - !
Total Daftar 2 o
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) [

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

I , I S |
! Uraian 3 Ferseniser Satuan Iarga Total
N | Keluaran/outpur | S31an Ukuran Keluaran/output Herg:
; P | Keluaran/output i i
| | I N
| T
| |
| ) !
| ! : N
-
_ ! 2]
- | ) L.,
| | | sy
‘ Total Daftar 2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
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Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan CONTOH |
| . e Satuan | . Harga | Total |
NnT | Unw.m_!f::.&_:,g.rim{ Ukuran | ff”‘mtff‘_'“ Satuan | Hurga |
- | |
|
| |
|
Total Daftar 3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) |

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

— e T
, Uraian : nPcmmfzm/ | Satuan Harga Total
e Keluaran/output | S3an Ukuran Keluaran/outpul Harga
AHRONPEY | Keluaran/output e B e
: | | ]
| |
| | o
N =
| |
| |
| N e S
|
' | — B
Total Daftar 3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Keterangan:

I. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pckerjaan Ulama yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian

pekerjaun lain.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang lercantum  dalam  Daflar

Kuantilas/Keluaran
Pertambahan Nilai).

dan  Harga

merupakan

harea

sebelum

PPN (Pajak
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Daftar 4: Mata Pembayaran

A. Bagian Pckerjaan Harga Satuan CONTOH
No. Uraian Fekerjaan Satuan | Kuantitas [ Harga Tolal
| Ukuran | _ | Satuan | Harga

. [ 3

| |

% i

-
1

Total Daftar 4
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

No. [lraian Persentase/ Satuan Satuan Harga Tofal
Keluaran/output Ukuran Keluaran/output | Ilarga
Keluaran/output
|
! |
" i |
= S [ R [ !
-  Total Daftar 4 f }
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) | B

Kelerangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan sclain yuang
sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapal lebih
dari satu jenis pekerjaan.

Z. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga scbelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).

163



DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

Mata Pembayaran Harga

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan
Keamanan dan Keschatan Kerja serta
Keselamatan Konstruksi

Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pckerjaan Utama

Daftar No. 4: Mata Pembayaran ..................

—dll.— i

Jumlah A (Daftar 1+2+3+.........) i

B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan '

Daftar No. I: Mala Fembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan
Keamanan dan Keschatan Kerja serta

Keselamalan Konstruksi

Daflar No. 3: Mata Pembayaran Fekerjaan Utama

Daftar No. 4: Mata Pembayaran ..................

dil.

1 .41

junilah B {Daflar 142484 ......... )
J

TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%
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BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPB])
(kop surat K/L]

Nomor
Lampiran

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor

tanggal perihal dengan [nilai penawaran/penawaran
terkoreksi] sebesar Rp ( ) kami nyatakan

diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Sural Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan schesar Rp. ..........
(i Rupiah) /5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/lerkoreksi antara
80% sampal dengan 100% HFS atau 5% dari HFS untuk nilai penawaran/ferkoreksi
dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama ... (.................. ) hari kalender
[sekurang-kurangnya sama dengan jangka  wakfu  pelaksanaan/  dan
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empal belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi scsuai kelentuan
dalam Peraturan Perundangan lerkail tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan/

[nama lengkap/

[jabatan]

NTP.

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L]

2. [AFPIPK/L]

3. [Pokja Femilihan/

.. dst
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda langan di bawah ini:

[namua Pejabal Fembuat Komitmen]
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen/
lalamat satuan kerja Pejabal Pembuat Komitmen/

selanjutnya discbut scbagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Sural Perjanjian nomor tanggul
bersama ini memerintahkan:

[nama Fenyedia Pekerjaan Konstruksif
lalamat Penyedia Fekerjaan Konstruksi/
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kelentuan-
ketenluan sebagai berikul:

1. Macam peckerjaan: ;
2. Tangzgal mulai kerja: :

3. Syaral-syaral pekerjaan: sesuai dengan persyaralan dan kelentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ____ ( ) [hari kalender/bulan/tahun/ dan
pekerjaan harus sudah selesai pada langgal

5. Denda: Terhadap sctiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan scbesar 1/1000 (satu per seribu)
dari Nilai Kontrak atau bagian lertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komilmen

[tanda langan]

[nama lengkap]

[jabatan]
NIF:
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Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

[tanda tangan]/

wakil sah badan usaha
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C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Fenerbif Jaminan/

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal tn1 bertindak untuk dun atas nama
[nama bank/ berkedudukan di
lalamal]
untuk sclanjutnya discbut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nama Fejabat Fembuat Komitmen/
Alamat
selanjutnya discbut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan alas pekerjaan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) No.

langgal , apabila:
Nama : [nama penyedial
Alamat

sclanjutnya disebut; YANG DIJAMIN

lernyala sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi langgal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerimu
]dminan berupa:
1. Yang .11_;,1-1":1 tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada wakiunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikul:
1. Berlaku selama ( ) hari  kalender. dari langeal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataun Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender selelah langgal jatuh lempo Garansi Bank sebagaimana lercantum dalam
butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan lersebul
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja lanpa syaral
(Unconditional)sctelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar
Suratl Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi
akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4,  Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuniut supaya benda-bendu
yang diikat scbagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutung
Yang Dyamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdala.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6.  Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing,
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pu:gdd:l.m Negeri
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Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank/

Malerai Rp6000,00

Ulntuke keyakinug, pemeging

T HETE R S H P
menghontimas Garsant i ke [Nama dan Jabatan/
gy
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

Nomor Jaminan: Nilai:

1.

S8

6.

[Kop Penerbit Jamminan/

JAMINAN PELAKSANAAN

Dengan  ini dinyalakan, bahwa  kami: [nama).

lalamat] scbagai Penyedia, sclanjuinya discbut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan/, falamat/ sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan legas
terikal  pada [nama  Pejabal  Fembual Komilmen)/.
lalamat/ sebagai Pemilik Pekerjaan. sclanjuinya discbut
PENERIMA  JAMINAN  atas uang sejumlah Rp (terbilang

)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah terscbut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN lidak
memenuhi  kewajiban dalam  melaksanakan pekerjaan
scbagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB])
No. tanggal untuk pelaksanaan  lender
pekerjaan yang disclenggarakan olch PENERIMA JAMINAN,

Sural Jaminan ini berlaku selama (- ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

4. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dun
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara lertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibal
TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harla benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual quna dapat melunasi hutangnya sebazaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambal-lambalnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp6000,00

INamz dan Jabatan] INimza dan Jabatan]

Uitk Leyakinarn, pe
Juavivin Jdigwrankan untuk

g
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Jaminan Uang Muka dari Bank

|Kop Bank Penerbit Jaminan/

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda langan dibawabh ini: dalam jabalan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank/ berkedudukan di
lalam:it]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: ‘

Nama : [nama Pejabat Pembual Komitmen]

Alamal
selanjutnya discbut: PENERIMA JAMINAN
scjumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , dpabila;

Nama : (nama penyedial

Alamal
sclanjutnya discbut: YANG DIJAMIN

lernyala sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas wakiy
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang
ditcrimanya, scbagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan scbagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari  kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntulan pencairan atau klaim dapat diajukan secara fertulis dengan melampirkan
Sural Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambal 14 (cmpal belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh lempo Garansi Bank scbagaimana tercantum dalam
butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan terscbut
di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)sciclah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Sural Pernyalaan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat schagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul scbagai akibat dari Garansi Bank ini, Mmasing -1masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan letap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikelnarkan di

Pada tanggal

[Bank/

Malterai Rpa000 00

Uniuk keyulanan, peincging
Garans funk disgrankan untuk

menghon i Garams i ke [Nama dan Jabatan]

S— T
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Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

Nomor Jaminan: Nilai:

=2

[Kop Penerbit Jaminan|

JAMINAN UANG MUKA

Dengan  ini  dinyatakan, bahwa kami: = _ [namal,

lalamat] scbagai Penyedia, selanjutnya discbut TERJAMIN, dan
[mama penerbit jaminan/, falamat/ scbagai
Ferjamin, sclanjutnya discbut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
lerikal  pada [nama Fejabat  Fembual  Komitmen),
[alamat/ scbagai Pemilik Pekerjaan, sclanjulnya discbul
PENERIMA  JAMINAN  atas uang sejumlah Rp (terbilang,
)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
scbagaimana  ditctapkan  berdasarkan  Konlrak No.
langgeal dari PENERIMA JAMINAN,

Surat Jaminan ini berlaku sclama ( ) hari kalender dan efektit mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen
Kontrak.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu
paling lambal 14 (empal belas) hari kerja tanpa syaral (Unconditional)setelah
menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibal TERJAMIN cidera
Jjanji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapal melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah digjukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

—_—

TERJAMIN PENJAMIN

Malerai Rp6000,00

[Nama dan fabatan/ [Nama dan fabatan/

Untuke kvyakeoman, pomdgang

Jamingn disurankan untuk

SRS Jambnaun i ke
. APenerrit Inmmivian)




Jaminan Pemeliharaan dari Bank

IKop Bank FPenerbit Jaminan/

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda langan dibawah ini: dalam jabalan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama
[nama bank] berkedudukan di
Jalamal]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama ; [nama Pejabat Pembuat Komitmen)

Alamat
sclanjutiya discbut: PENERIMA JAMINAN
scjumlah uang Rp .
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tangyal , dpabila:

Nama : Inama penyedial

Alamat
sclanjutnya discbut: YANG DIJJAMIN

lernyala sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikul:
1. Berlaku selama ( ) hari  kalender, dari langgal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan sccara fertulis dengan melampirkan

Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (cmpat belas)

hari kalender setelah tanggal jatuh lempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam

bulir 1.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut

di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syaral

(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar

Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi

akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikal sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yaing Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kilab Undang-Undaig
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank Ini, masing-masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

=

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]

Materai Rp6000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Grrans Banle disarankan untul

menhofrm Garan i e [Nama dan Jabatan]
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

Nomor Jaminan; Nilai:

1.

[ 2]

[Kop Pencrbit Jaminan/
JAMINAN PEMELIHARAAN

Dengan ini  dinyatakan, bahwa kami: [namal,
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminanj, ______ [alamal] scbagai
Penjamin, sclanjulnya disebul sebagai PENJAMIN, berlanggung, jawab dan dengan lcgas
terikat  pada [nama Pejabat Fembuat ’nm.r"ﬁuvn/,
laiamat/ sebagai Pemiiik Fekerjaan, selanjutnya disebul
PENERIMA JAMINAN atas uang scjumlah Rp (terbilang
)
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN lidak
memenuhi - kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
stbagaimana  dilctapkan  berdasarkan  Kontiak  No.
tanggal dari PENERIMA JAMINAN,
Surat Jaminan ini berlaku sclama ( ) hari kalender dan cfeklif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal
Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan schagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak,
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN scjumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambal 14 (empal belas) hari kerja tanpa syaral
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibal
TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdala dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya schagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah digjukan
selambal-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnyu
masa berlaku Jaminan ini.

oovidey ool Ehiatandl
e L pada langgal

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp6000,00

[Nama & Jubutan/ [Nama & Juabatan/
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BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagai berikut:

1.

Pokja meminta kepada penyedia jasa untuk membuat analisa harga saluan semua Mala
Pembayaran Utama (jika dalam dokumen pengadaan tidak tercantum ketentuan untuk
menyampaikan analisa harga saluan) dengan format sebagai berikut:

[JENTS PEKERJAAN

SATUAN MATA PEMBAYARAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

VOLUME,
i ] |
i No. Urgian Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Bp) Ket |
| ! |
| i
1Y (2) (3) (4} (5) 16 = (4)x(5) n

| L UPAH
(T P (P I — |

S O | | —

1L, BAHAN

Gl s e ] s | s
b ol emse I emm ) meme )| e
i. ML PERALATAN
[T (PP (NN [ K (R

2 B - BN~~~ S B -1 S ==
! v, JUMLAR (I+ D41} :
! Y- BIAYAUMUM
| VI BIAYAKEUNTUNGAN
! VI TOTAL(IV+vV)
|

Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membual format sebagai berikut:




JENIS FERERJAMN
SATUAN MATA PEMBAYARAN
VOLUME

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

No. Uraian Saluan

Kuantitas Harga Satuan {Rp} Jumiah (Rp)

HPS 8 b HPS a b HPS a b
I

It ) irkm ) [Hi)= Bpeie Fdp e T )

UPAH
BAHAN

. |PERALATAN

W |JUMLAH {1+ 11+ i1

VI |BIAYA KEUNTUNGAN |misal: 7%)" 0.00 0.00 D.00

BIAYA UMUM [misal: 3%)

L |TOTALIIV+V)

L{H

a0 Pendamaial,
b: Hasil Klarifilkasi
*} hasll kiarifikasi dan pembuktian

==] blaya keuntungan tidak diperhitunghkan

®

o

6.

9.

Penyedia jasa diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukkan dalam analisa
harga satuan.

Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi
spesifikasi teknis, maka kuantitas/kocfisien tersebut dapat digunakan,

Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/ koefisien agar dapal
diyakini bersama dapal memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis.
Kuantitas/koefisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koefisien hasil klarifikusi.

Penyedia jasa harus dapat membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan peralatan yang
ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian. Hal ini dilakukan agar dapat
meyakini bahwa harga satuan dasar terscbut dapat dirveglisasikan,

Jika penyedia jasa tidak dapat membuktikan, maka dicari harga satuan dasar yang ada di pasaran.

Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi
sclanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata pembayaran utama
tidak perlu dihitung dengan keuntungannya.

Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama
dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan
Mata Pembayaran Utama tanpa keuntungan.

Harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Targa
hasil klarifikasi schingga didapat total harga sebenarnya tanpa keuntungan yang wajar/rill dapat
dilaksanakan,

Bandingkanlah (otal harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dengan lotal harqu
penawaran tanpa PPn.

. Jika total harga hasil klarifikasi kurang atau sama dengan dari total harga penawaran, maka
harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai tolal HPS.
Namun jika total harga hasil klarifikasi lebih dari total harga penawaran, maka harga dinyalakan
tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.
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BAB XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi harus
mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mewajibkan Penyedia untuk
memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam kontrak.

b. Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk:

1)  untuk Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan
satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

2)  pemilihan Penyedia pengganti yang mampu dan memenuhi syarat untuk kontrak
yang dilakukan pemutusan sepihak oleh PPK.

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

C.

ALBOIN
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